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KETERLIBATAN  Indonesia  dalam  proses  integrasi  ekonomi  regional  dan  integrasi 
ekonomi  internasional  akan  membawa  manfaat  hanya  jika  pada  saat  bersamaan  di- 
upayakan  integrasi  ekonomi  nasional  yang  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikemuka- 
kan  oleh  Hadi  Soesastro  dalam  analisisnya.  Diajukan  pula  bahwa  pengembangan  Indonesia 
Bagian  Timur  (IBT)  yang  dicanangkan  pemerintah  dewasa  ini,  misalnya,  merupakan  upaya 
penting  bagi  integrasi  ekonomi  nasional,  karenanya  sejak  semula  harus  direncanakan  dalam 
kerangka  integrasi  ekonomi  nasional  dan  bukan  sebagai  upaya  yang  berdiri  secara  terpisah. 

Menurut  Anwar  Nasution,  ASEAN  tidak  .mungkin  membentuk  pasar  yang  bersifat  in- 
ward looking.  Namun  demikian,  dalam  batas-batas  tertentu,  negara-negara  ASEAN  dapat 
meningkatkan  kerja  sama  ekonomi  untuk  semakin  memperbaiki  iklim  investasi  di  masing- 
masing  negara  anggota.  Tujuan  kerja  sama  tersebut  adalah  untuk  menstimulasi  pembagian 
kerja  dan  spesialisasi  produksi  antarnegara  anggota,  yang  sebenarnya  telah  mulai  dirintis 
oleh  penanaman  modal  swasta. 

Penilaian  yang  jujur  menyimpulkan  bahwa  dari  penampilan  ASEAN  sekarang  tidak  ba- 
nyak  hasil  yang  dicapai  dalam  kerja  sama  ekonomi.  Menurut  Suhadi  Mangkusuwondo, 
dalam  menghadapi  perekonomian  dunia  yang  didominasi  negara-negara  industri  maju  de- 
ngan  kecenderungan  proteksionisme  dan  praktek  diskriminasi  perdagangan,  maka  semakin 
mendesaklah  kerja  sama  ASEAN  memikirkan  penghimpunan  sumber-sumber  daya  dan  sa- 
ling  berbagi  pasar  demi  pengembangan  berbagai  sektor  ekonomi  bersama  menjadi  ekonomi 
yang  efisien  dan  kuat  sehingga  mampu  bersaing  di  pasaran  dunia.  Bagaimanapun  kemajuan 
ekonomi  ASEAN  akhir-akhir  ini  terutama  didorong  oleh  relatif  tingginya  pertumbuhan  per- 
dagangan luar  negerinya.  Jikalau  perdagangan  luar  negerinya  tersendat-sendat,  maka  per- 
kembangan  ekonominya  pun  akan  menjadi  lebih  lambat  pula. 

Negara-negara  anggota  ASEAN  mempunyai  salah  satu  persamaan  yang  menonjol,  yaitu 
sebagian  warganya  adalah  keturunan  Cina  yang  kebanyakan  berprofesi  di  bidang  bisnis.  Se- 
jak zaman  kolonial  hanya  di  bidang  bisnislah  kapling  hidup  mereka  disediakan,  yaitu 
diawali  dengan  berdagang  eceran  dan  grosir,  lambat  laun  merayap  menjadi  pengusaha  yang 
mekar  dan  sukses.  Prestasi  bisnis  tersebut,  dari  yang  kecil  sampai  yang  besar,  dibahas  oleh 
Bob  Widyahartono  yang  mengemukakan  bahwa  keadaan  itu  lebih  banyak  dikembangkan 
karena  jaringan  kerja  yang  bersifat  pribadi  atau  kultur  keluarga  (guanxi)  dan  dilandasi 
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s.kap-sikap  mempercayai  (sin  yung).  Ini  juga  tampak  dalam  arah  managerial  yang  ditentu- 
kan  oleh  pemihk  selaku  inner  circle,  serta  ketertutupan  manajemen.  Dan  dalam  hubungan 
kerja  mereka  ieb.h  menilai  loyalitas  daripada  kecakapan,  berorientasi  kelompok,  dan  men- 
jaga  harmom  sos.al.  Disamping  itu,  mereka  juga  menekankan  pentingnya  kerajinan  mende- 
ngar  ketekunan  menyerap  informasi,  dan  mengolahnya  untuk  kemudian  disusul  dengan  tin- 
dak  lanjut  secara  enerjitik. 

Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  Jepang  menurut  Erman  Aminullah  ditentukan  oleh 
kemampuan  teknologi,  yang  perkembangannya  dilandasi  akumulasi  investasi  teknologi 
Pada  tahap  awal,  kebijaksanaan  negara  berperan  melengkapi  kekurangmampuan  teknologi 
swasta,  disamping  berupaya  mempercepat  pertumbuhan  kemampuannya.  Selanjutnya 
perkembangan  teknologi  Jepang  banyak  bertumpu  pada  sektor  swasta,  yang  kemajuan  tek- 
nolog.nya  terpacu  oleh  corak  organisasi  industri  dan  suasana  persaingan  antarperusahaan 
Maka  pengalaman  Jepang  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  kebijakan  teknologi  Indonesia 
mlah  negara  perlu  aktif  mengalihkan  hasil-hasil  R&D  dari  laboratorium  universitas  lem- 
baga  penel.t.an  nasional,  dan  balai  industri  kepada  seluruh  jajaran  perusahaan  industri 
besar,  menengah  dan  kecil.  Suasana  persaingan  industri  harus  dijamin  melalui  UU  anti 
monopoh  (bukan  justru  dilindungi),  agar  diciptakan  iklim  peningkatan  efisiensi  dan  mutu- 
nya  melalui  investasi  teknologi,  seperti  perencanaan  teknologi  impor.  Belum  terciptanya 
perba.kan  ef.s.ens.  dan  mutu  yang  terus-menerus  sekarang  ini  menyebabkan  banyak  industri 
Indonesia  suht  bersaing  di  pasar  internasional. 

Kendatipun  penanaman  modal  asing  dan  domestik  semakin  meningkat  dan  cukup  meng- 
gemb.rakan,  namun  sebagaimana  dipaparkan  oleh  J.  Supranto  sejauh  ini  alokasinya  telah 
tersebar  secara  pincang  baik  sektor  maupun  lokasi  investasinya.  Dari  segi  sektoral  PMA 
maupun  PMDN  sebagian  besar  ditujukan  ke  sektor  industri;  sedangkan  dari  segi  lokasi 
sebagian  besar  diarahkan  ke  Indonesia  Bagian  Barat,  khususnya  Pulau  Jawa  dan  terutama 
ke  DKI  Jakarta  atau  Jawa  Barat.  Padahal,  selama  ini  aspirasi  pemerataan  pembangunan 
sudah  selalu  d.janjikan  dengan  lantang.  Upaya  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  dipan- 
dang  suht  tercapai,  kalau  tidak  diimbangi  dengan  usaha  pemerataan  penanaman  modal 
Bagaimanapun  tidak  meratanya  hasil-hasil  pembangunan  niscaya  akan  menumbuhkan  kere- 
sahan  sosial  dan  mengganggu  stabilitas  nasional. 

ASEAN  perlu  segera  menyepakati  pelaksanaan  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA)  agar 
negara-negara  anggotanya  tidak  bergabung  dalam  wadah  lain.  AFTA  perlu  segera  dilaksa- 
nakan  sejalan  dengan  akan  berfungsinya  Pasar  Tunggal  Eropa  (PTE)  1993,  serta  Amerika 
Senkat,  Kanada  dan  Meksiko  yang  telah  sepakat  membentuk  kawasan  perdagangan  bebas 
serupa.  Pembentukan  AFTA  diharapkan  akan  memacu  peningkatan  perdagangan  diantara 
negara-negara  anggota  ASEAN  yang  selama  ini  berjalan  lamban.  Demikian  hal  yang  dike- 
mukakan  oleh  Menteri  Perdagangan  Arifin  Siregar  di  Jakarta  tanggal  6  Desember  1991 .  Ber- 
bagai  kerja  sama  ASEAN  lainnya  dapat  diikuti  dalam  Ringkasan  Peristiwa  ASEAN  bulan 
November-Desember  1991  yang  disusun  oleh  F  Andrea,  Yoyok  Ariessusanto  dan  Sudibvo 
sebagai  editornya. 
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Integrasi  Ekonomi  Internasional, 
Regional  dan  Nasional* 

Hadi  Soesastro 


Apa  yang  Sedang  Terjadi? 

I NTERNASIONALISASI  pasar  finan- 
sial  dan  globalisasi  produksi  yang  sudah 
menjadi  pembicaraan  umum  dewasa  ini, 
dan  hingga  batas  tertentu  memang  sudah 
menjadi  kenyataan,  bisa  dilihat  sebagai 
manifestasi  dari  terjadinya  integrasi  ekono- 
mi dunia.  Sebaliknya,  dapat  juga  dikatakan 
bahwa  internasionalisasi  pasar  finansial  dan 
globalisasi  produksi  itulah  yang  telah  men- 
dorong  proses  integrasi  ekonomi  interna- 
sional. Perbedaan  penafsiran  ini  bersumber 
pada  perbedaan  pengertian  tentang  integrasi 
ekonomi,  atau  secara  lebih  tepat,  tentang 
sifat  dari  integrasi  itu. 

Integrasi  ekonomi  dapat  bersifat  institu- 
sional,  yaitu  yang  dilansir  oleh  otoritas  poli- 
tik.  Contoh  dari  proses  integrasi  ekonomi  se- 
perti  ini  adalah  Masyarakat  Ekonomi  Eropa 
(MEE)  yang  didasarkan  atas  suatu  kesepa- 


♦Makalah  ini  dalam  Seminar  Sehari,  Peringatan  20 
Tahun  CSIS,  "Menuju  Satu  Kebudayaan?  Nasionalis- 
me  dan  Internasionalisme  di  Persimpangan  Jalan," 
yang  diselenggarakan  di  Jakarta,  28  Agustus  1991. 


katan  formal,  yaitu  Perjanjian  Roma.  Pro- 
ses integrasi  ekonomi  juga  dapat  bersifat 
fungsional,  secara  lebih  "alamiah"  dan  ter- 
jadi karena  peningkatan  kesalingtergantung- 
an  ekonomi.  Timbulnya  ekonomi  Asia  Pasi- 
fik,  seperti  yang  seringkali  dikenal  sebagai 
Pacific  economic  community  (PEC)  atau 
Pacific  regional  economy  (PRE),  merupa- 
kan  contoh  dari  proses  integrasi  ekonomi 
yang  bersumber  pada  kesalingtergantungan 
ekonomi  yang  meningkat.  Proses  ini  lebih 
banyak  digerakkan  oleh  pertimbangan  eko- 
nomi dari  para  pelaku  ekonomi  yang  ber- 
sangkutan.  Otoritas  politik  (negara,  peme- 
rintah)  yang  bersangkutan  dapat  mengham- 
bat  proses  ini,  tetapi  juga  dapat  semakin 
mendorong  proses  integrasi.  Gagasan  me- 
ngenai  kerja  sama  ekonomi  regional  di  ka- 
wasan  Asia  Pasifik,  seperti  yang  dikenal  de- 
ngan  Pacific  Economic  Cooperation  (PEC), 
mengusulkan  perlunya  proses  integrasi  eko- 
nomi itu  -  setelah  mencapai  suatu  tahapan 
tertentu  dalam  perkembangannya  -  difor- 
malkan  atau  dilembagakan. 

Integrasi  ekonomi  antara  dua  ekonomi 
atau  lebih  dapat  terjadi  karena  berbagai  se- 
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bab.  Majalah  The  Economist,  misalnya,  me- 
lihat  bahwa  antara  ekonomi  Amerika  dan 
Jepang  telah  terjadi  integrasi  ekonomi  yang 
cukup  dalam,  sehingga  lahir  apa  yang  dise- 
butkannya  sebagai  "ekonomi  Nichibei", 
yaitu  penggabungan  dari  kata  "Nihon"  (Je- 
pang) dan  "Beikoku"  (negara  bebas,  yaitu 
Amerika  Serikat).1  Walaupun  terjadi  perten- 
tangan  dan  persaingan  ekonomi  dan  perda- 
gangan  yang  sengit  antara  Amerika  dan  Je- 
pang, tetapi  banyak  kalangan  beranggapan 
bahwa  hubungan  antara  kedua  negara  itu 
cukup  berketahanan  karena  integrasi  eko- 
nomi yang  begitu  tinggi.  Tambahan  lagi,  hu- 
bungan politik  dan  strategis  antara  kedua 
negara  itu  mempunyai  arti  yang  sangat  pen- 
ting  bagi  keduanya.  Namun  demikian,  un- 
tuk  mengelola  kesalingtergantungan  eko- 
nomi yang  tinggi  itu  telah  dirasakan  perlu- 
nya  dibentuk  suatu  mekanisme  kerja  sama 
yang  dapat  menghindarkan  konflik  dan  un- 
tuk  mengatasi  persengketaan  yang  timbul 
(dispute  settlements).  Mike  Mansfield,  pada 
saat  meninggalkan  Jepang  setelah  bertugas 
sebagai  Duta  Besar  Amerika  Serikat  di  sana 
untuk  waktu  yang  cukup  lama,  mengusul- 
kan  pembentukan  Kawasan  Perdagangan 
Bebas  (free  trade  area  -  FTA)  antara  Ame- 
rika dan  Jepang  dengan  tujuan  di  atas.  Begi- 
tu pula  usulan  tentang  suatu  forum  kerja 
sama  di  Asia  Pasifik,  seperti  gagasan  OP- 
TAD  yang  dilontarkan  pada  akhir  tahun 
1970-an,  dimaksudkan  untuk  menciptakan 
mekanisme  yang  dapat  memanfaatkan  pe- 
luang  kerja  sama  dan  untuk  mengatasi  friksi 
yang  timbul  dari  peningkatan  kesalingter- 
gantungan ekonomi  antara  negara-negara  di 
kawasan  Asia  Pasifik. 


The  Economist.  7  Desembcr  1985,  "Survey 
Japan,"  17. 

2Tentang  pcrkembangan  usulan-usulan  kerja  sama 
ekonomi  Pasifik,  lihat  Hadi  Soesastro,  "Institutional 


Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  inte- 
grasi ekonomi  yang  bersifat  fungsional, 
yang  timbul  dan  digerakkan  oleh  bekerjanya 
pasar  (market)  membawa  persoalan  bagi, 
dan  mempunyai  pengaruh  atau  pun  dampak 
terhadap  otoritas  politik  atau  neyara  han«sa 
(state),  dan  juga  sebaliknya.  Oleh  sebab  itu, 
proses  integrasi  ekonomi  dunia  telah  menja- 
di  fokus  pengkajian  ekonomi  politik  inter- 
nasional  (international  political  economy) 
yang  sangat  menarik.3  Teori  dualisme  eko- 
nomi, misalnya,  melihat  adanya  dua  sektor 
ekonomi  yang  secara  relatif  terlepas  satu 
dari  lainnya,  baik  dalam  ekonomi  interna- 
sional  maupun  dalam  ekonomi  nasional.  Ke- 
dua sektor  itu  adalah:  sektor  modern,  yang 
maju  dan  mempunyai  tingkat  efisiensi  serta 
integrasi  ekonomi  yang  tinggi;  dan,  sektor 
tradisional  yang  ditandai  oleh  keterbela- 
kangan  dan  teknik  produksi  yang  usang  ser- 
ta tingkat  pemenuhan  hidup  subsisten.  Kita 
di  Indonesia  sangat  mengenal  teori  Boeke. 
Pengamatan  Boeke  di  Hindia  Belanda  di 
waktu  lalu  mendorongnya  untuk  berpenda- 
pat  bahwa  sektor  tradisional  ternyata  sukar 
untuk  digerakkan  (dipengaruhi)  oleh  sektor 
modern,  sementara  otoritas  politik  (peme- 
rintah  kolonial)  tidak  dapat  berbuat  banyak 
untuk  mentransformasikan  sektor  tradisio- 


Aspects  of  Pacific  Economic  Cooperation,"  dalam 
Hadi  Soesastro  dan  Han  Sung-joo  (editor).  Pacific 
Economic  Cooperation:  The  Next  Phase  (Jakarta: 
CSIS,  1983),  3-25. 

^Lihat,  antara  lain,  Robert  Gilpin,  The  Political 
Economy  of  International  Relations  (Princeton:  Prince- 
ton University  Press,  1987);  Susan  Strange,  States  and 
Markets  -  An  Introduction  to  Internationa/  Political 
Economy  (New  York:  Basil  Blackwell,  1988);  Stephen 
Gill  dan  David  Law,  The  Global  Political  Economy 
(Baltimore:  The  Johns  Hopkins  Press,  1988);  dan, 
Robert  A.  Isaak,  International  Political  Economy  -  Ma- 
naging  World  Economic  Change  (Englewood  Cliffs, 
New  Jersey:  Prentice-Hall,  Inc.,  1991). 


6 


ANALISIS  CSIS,  1992-1 


nal  dan  sebaiknya  "bersabar  laksana  malai- 
kat". 

Teori  dualisme  ekonomi  yang  umum  me- 
nyatakan  bahwa  proses  pembangunan  eko- 
nomi melibatkan  transformasi  sektor  tradi- 
sional  menjadi  sektor  modern  melalui  mo- 
dernisasi  struktur  ekonomi,  sosial  dan  poli- 
tik.  Pada  tatanan  internasional,  integrasi 
global  dari  pasar-pasar  ataupun  lembaga- 
lembaga  (misalnya  di  bidang  keuangan)  dili- 
hat  sebagai  akibat  dari  daya-daya  ekonomi 
dan  mekanisme  pasar  yang  mengarah  pada 
tingkat  efisiensi  ekonomi  dan  kesalingter- 
gantungan  global  yang  lebih  tinggi.  Meluas- 
nya  ekonomi  pasar  merupakan  akibat 
alamiah  dari  dibebaskannya  kekuatan  pasar. 
Jika  pembatasan-pembatasan,  yang  bersifat 
struktural  maupun  buatan  otoritas  politik, 
dihilangkan  maka  manusia  pasti  akan  mem- 
perluas  kegiatan  ekonominya.  Pada  tatanan 
internasional  proses  ini  tampaknya  kini  se- 
makin  dipercepat  oleh  kemajuan  teknologi, 
terutama  di  bidang  komunikasi  dan  trans- 
portasi,  dan  menurunnya  biaya-biaya  tran- 
saksi  oleh  karena  berkembangnya  berbagai 
prasarana  bisnis  internasional.  Ekonomi 
dunia  modern,  yang  muncul  dari  proses  inte- 
grasi ekonomi  internasional  ini,  merupakan 
hasil  evolusi  melalui  ekspansi  mekanisme 
pasar  secara  global  dan  bukan  oleh  kesepa- 
katan  diantara  otoritas  politik  negara-nega- 
ra  bangsa  di  dunia.  Rezim  ekonomi  interna- 
sional setelah  Perang  Dunia  II  dengan 
lembaga-lembaga  ekonomi  internasional 
hasil  Bretton  Woods,  seperti  Dana  Moneter 
Internasional,  Bank  Dunia,  maupun  GATT 
(General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade), 
telah  ikut  mendorong  proses  ini  dengan  cara 
mengakomodasi,  memperlancar,  dan  mem- 
perkuat  mekanisme  pasar. 

Gambaran  tentang  proses  yang  logis  dan 
mulus  itu  dalam  kenyataannya  berbeda,  dan 


tampaknya  cenderung  menjadi  semakin  ru- 
mit.  Proses  integrasi  ekonomi  internasional 
yang  didorong  oleh  kekuatan  pasar  tampak- 
nya memang  akan  terus  meningkat,  karena 
daya-daya  pasar  itu  terasa  semakin  kuat  dan 
terus  meluas.  Negara-negara  berkembang 
yang  semula  menutup  diri  kini  satu  persatu 
membuka  ekonominya,  melakukan  liberali- 
sasi  dan  deregulasi,  oleh  karena  melihat  ke- 
harusan  untuk  bisa  menginjakkan  kakinya 
ke  anak  tangga  pembangunan  yang  lebih 
tinggi  dengan  lebih  cepat.  Tetapi  proses  ini 
pasti  tidak  dapat  berjalan  mulus  sebab  yang 
naik  ke  anak  tangga  yang  lebih  tinggi  itu 
akan  mengambil  tempat  pihak  lain  yang 
tidak  mampu  meningkat  ke  anak  tangga 
berikutnya. 

Berhasilnya  sejumlah  negara,  terutama 
di  Asia  Timur,  untuk  naik  kelas  menjadi 
negara  industri  baru  (newly  industrializing 
economies)  telah  dijadikan  bukti  keunggul- 
an  mekanisme  pasar  yang  dielu-elukan,  teta- 
pi pada  saat  yang  sama  juga  dipandang  se- 
bagai ancaman.  Di  kalangan  negara-negara 
maju  sendiri  persaingan  untuk  meraih  anak 
tangga  kemajuan  teknologi  berikutnya, 
bahkan  untuk  melompat  beberapa  langkah 
ke  depan,  juga  telah  semakin  meningkatkan 
daya-daya  pasar,  yang  sekaligus  mengun- 
dang  otoritas  politik  untuk  mengambil  ber- 
bagai tindakan  proteksi  ataupun  secara  aktif 
merumuskan  dan  menerapkan  suatu  kebi- 
jaksanaan  resiprositas  yang  agresif,  selain 
suatu  "industrial  policy"  dan  "strategic 
trade  policy".  Persoalan  politik  timbul  kare- 
na, walaupun  semua  negara  akan  mengalami 
kemajuan,  laju  kemajuan  itu  tidak  bisa 
sama.  Selain  itu,  kesalingtergantungan  juga 
tidak  pernah  bersifat  simetris. 

Peningkatan  integrasi  ekonomi  antara 
negara-negara  MEE,  melalui  proyek  Eropa 
1992  -  yang  juga  didorong  oleh  integrasi  in- 
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stitusional  --  dimaksudkan  untuk  mening- 
katkan  kemampuan  mereka  untuk  bersaing 
di  dunia  internasional.  Bagi  MEE  usaha  ini 
penting  oleh  karena  mereka  merupakan  ba- 
gian  dari  ekonomi  dunia  dan,  mau  tidak 
mau,  harus  mengambil  bagian  dalam  proses 
integrasi  ekonomi  internasional  yang  akan 
terus  berlangsung.  Benteng  Eropa  (Fortress 
Europe),  jika  terjadi,  merupakan  penyim- 
pangan  dari  tujuan  Pasar  Tunggal  Eropa. 
Walaupun  demikian,  kekhawatiran  akan 
munculnya  suatu  blok  ekonomi  Eropa  yang 
proteksionis  dianggap  telah  menimbulkan 
kecenderungan  pembentukan  kelompok- 
kelompok  regional  untuk  menghadapinya, 
atau  bahkan  untuk  menandinginya. 

Di  Amerika  Utara  sedang  berlangsung 
suatu  proses  negosiasi  antara  Amerika  Seri- 
kat,  Kanada,  dan  Meksiko,  ke  arah  pemben- 
tukan suatu  kawasan  perdagangan  bebas 
(NAFTA  -  North  American  Free  Trade 
Area)  yang  diharapkan  dapat  dirampungkan 
pada  tahun  1992.  NAFTA,  jika  dipelajari 
asal  usulnya,  bukanlah  dimaksudkan  seba- 
gai  suatu  blok  ekonomi  regional  yang  diben- 
tuk  untuk  menyaingi  Eropa.  Tetapi  terben- 
tuknya  NAFTA  mungkin  akan  semakin 
memperkuat  kecenderungan  ke  arah  re- 
gionalisme  ekonomi  dan  upaya-upaya  untuk 
memperkuat  integrasi  ekonomi  regional.  In- 
tegrasi ekonomi  regional  tidak  harus  berten- 
tangan  dengan  kecenderungan  integrasi 
ekonomi  internasional.  Tetapi,  jika  perkem- 
bangan  itu  mengarah  kepada  pembentukan 
blok-blok  ekonomi,  maka  implikasinya  bagi 
perkembangan  ekonomi  dunia  pada  umum- 
nya  diperkirakan  akan  tidak  menggembira- 
kan. 

Secara  hipotetis  dapat  diajukan  tiga  ske- 
nario  tentang  kemungkinan  arah  perkem- 
bangan ekonomi  dunia.  Skenario  pertama 
adalah  suatu  ekonomi  dunia  multilateral. 


yaitu  di  mana  interaksi  ekonomi  antara  se- 
mua  negara  di  dunia  didasarkan  pada  aturan 
permainan  yang  bersifat  multilateral;  di 
bidang  perdagangan,  misalnya,  aturan  per- 
mainan itu  didasarkan  atas  prinsip  "non- 
discrimination" dan  "non-conditional 
MFN",  seperti  yang  menjadi  aturan  tertulis 
GATT,  tetapi  yang  telah  dilanggar  di  sana 
sini.  Upaya  negosiasi  dalam  Putaran  Uru- 
guay adalah  untuk  memperkuat  kembali 
GATT  beserta  aturan  perdagangan  interna- 
sional. Jika  upaya  ini  berhasil  diharapkan 
akan  tercipta  landasan  kuat  bagi  ekonomi 
dunia  multilateral  itu.  Teori  "hegemonic 
stability"  menyatakan  bahwa  sistem  eko- 
nomi internasional  yang  liberal  ini  hanya 
bisa  dipertahankan  oleh  adanya  "hegemon" 
~  pemimpin  dunia  ~  yang  bersedia  menang- 
gung  ongkosnya. 

Skenario  kedua,  yang  dapat  disebut  se- 
bagai  suatu  ekonomi  dunia  trilateral,  adalah 
suatu  ekonomi  dunia  yang  dikuasai  sepenuh- 
nya  atau  didominasi  bersama-sama  oleh  tiga 
kawasan  ekonomi  negara-negara  maju, 
yaitu  Amerika  Utara,  Eropa  Barat  dan  Je- 
pang.  Ekonomi  dunia  seperti  ini  akan  diten- 
tukan  oleh  Kelornpok  G-7  atau  bahkan  G-5 
(untuk  bidang  moneter  dan  keuangan),  atau 
pada  dasarnya  mungkin  ditentukan,  hanya 
oleh  "G-3",  yaitu  Amerika  Serikat,  Jerman, 
dan  Jepang.  Dalam  ekonomi  dunia  ini  Ke- 
lornpok G-77  yang  terdiri  dari  negara-negara 
berkembang,  ataupun  G-15  yang  belum 
lama  ini  dilansir  oleh  Perdana  Menteri  Ma- 
laysia, Mahathir,  hanya  bisa  berteriak  tetapi 
tidak  mempunyai  "suara"  yang  berarti. 

Skenario  ketiga,  yang  semakin  banyak 
dibicarakan  orang,  adalah  suatu  ekonomi 
dunia  tripolar,  yang  terdiri  dari  tiga  kubu 
yang  saling  bersaing,  yaitu  Eropa  Barat 
(yang  bisa  meluas  meliputi  Eropa  Timur  dan 
Mediterania),  Amerika  Utara  (yang  bisa  di- 
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perluas  meliputi  Amerika  Latin),  dan  Asia 
Timur  (yang  bisa  diperluas  meliputi  Austra- 
lasia). Masing-masing  kubu  merupakan  pe- 
ngelompokan  ekonomi  yang  eksklusif  sifat- 
nya,  dan  akan  mencoba  memaksimalkan  ha- 
sil  bagi  kelompoknya  sendiri  tanpa  mempe- 
dulikan  dampak  eksternalnya.  Ekonomi  du- 
nia  semacam  ini  akan  menjadi  sangat  tidak 
stabil.  Ada  pula  pendapat  bahwa  dalam 
kubu  Amerika  dan  kubu  Asia  Timur  sendiri 
juga  akan  terjadi  ketidakstabilan.  Ini  dise- 
babkan  dalam  masing-masing  kubu  itu 
terdapat  satu  ekonomi  yang  sangat  domi- 
nan,  yaitu  ekonomi  Amerika  Serikat  di  kubu 
Amerika  dan  ekonomi  Jepang  di  kubu  Asia 
Timur.  Keadaan  ini  akan  semakin  memper- 
sulit  hubungan-hubungan  peka  yang  sudah 
ada  antara  negara  yang  berposisi  dominan 
itu  dengan  negara-negara  tetangganya. 

Pendapat  yang  berbeda  menyatakan 
bahwa  ekonomi  dunia  tripolar  ini  mungkin 
merupakan  pemecahan  (solusi)  yang  paling 
"feasible"  saat  ini,  yakni  suatu  solusi  "sec- 
ond best",  sebab  kesepakatan  multilateral 
tidak  akan  mudah  dicapai.  Yang  diusulkan 
oleh  pemikiran  ini  adalah  suatu  ekonomi 
dunia  di  mana  interaksi  ekonomi  antara  ke- 
tiga  kubu  itu  "dikelola"  (managed);  di  bi- 
dang  perdagangan  akan  diterapkan  "ma- 
naged trade"  yang  berdasar  pada  resiprosi- 
tas,  misalnya.  Melalui  pengelolaan  itu,  dan 
upaya-upaya  integrasi  ekonomi  regional 
masing-masing  kelompok  --  termasuk  libe- 
ralisasi  secara  regional  --  diharapkan  bahwa 
lambat  laun  akan  terjadi  liberalisasi  secara 
global  dan  integrasi  ekonomi  internasional. 
Hal  ini  tercermin  dalam  slogan  "melalui  re- 
gionalisme  menuju  globalisme",  yang  kini 
seringkali  dikumandangkan. 

Pandangan  optimistis  ini  tentu  saja  tidak 
mempunyai  dasar  empirik.  Yang  dapat  diha- 
rapkan adalah  bahwa  upaya-upaya  regional 


itu  tidak  bersifat  "inward  looking"  melain- 
kan  "outward  looking",  yaitu  minimal  me- 
matuhi  Artikel  24  dari  GATT,  tetap  tidak 
diperoleh  jaminan  apakah  "pengelolaan" 
hubungan  antarkubu  akan  menghasilkan 
suatu  rezim  ekonomi  internasional  yang  sta- 
bil. Kubu  Asia  Timur,  misalnya,  akan  meru- 
pakan kubu  terlemah.  Bobot  ekonomi  Asia 
Timur  adalah  yang  terkecil  cliantara  ketiga 
kubu  itu.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  ka- 
wasan  ini  memang  diperkirakan  akan  tetap 
melebihi  kawasan  lainnya,  dan  pada  tahun 
2010  sangat  mungkin  produk  domestik 
bruto  (GNP)  kawasan  ini  akan  melampaui 
GNP  kawasan  MEE.  Tetapi  dibandingkan 
dengan  MEE,  Asia  Timur  jauh  lebih  tergan- 
lung  pada  perdagangan  antarkawasan.  Di- 
samping  itu,  Asia  Timur  -  yang  mau  tidak 
mau  akan  dipimpin  Jepang  --  tidak  mempu- 
nyai kekuatan  tawar  menawar  yang  cukup 
tinggi,  ataupun  cukup  mempunyai  struc- 
tural power,  yaitu  yang  dirumuskan  oleh 
Susan  Strange  sebagai  kemampuan  untuk 

menentukan  struktur  the  power  to  define  the 
4 

structure. 

Struktur-struktur  ekonomi  politik  inter- 
nasional yang  penting  dalam  hal  ini  adalah 
struktur  keamanan,  struktur  produksi, 
struktur  finansial,  dan  struktur  pengetahu- 
an.  Jepang  jelas  mempunyai  kedudukan 
yang  lemah  dalam  menentukan  struktur  ke- 
amanan karena  di  bidang  itu  akan  tetap  ter- 
gantung  pada  Amerika  Serikat.  Kemampuan 
Jepang  yang  utama  tampaknya  hanya  terda- 
pat dalam  menentukan  struktur  produksi  in- 
ternasional. Di  bidang  finansial,  walaupun 
Jepang  merupakan  negara  kreditor  utama 
dan  sepuluh  bank  utama  di  dunia  dewasa  ini 
adalah  bank  Jepang,  masih  terdapat  banyak 
alasan  mengapa  Jepang  dianggap  tidak  bisa 


Susan  Strange,  States  and  Market. 
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mengembangkan  kepemimpinan  finansial 
(financial  leadership).  Begitu  pula  dalam 
struktur  pengetahuan,  reputasi  Jepang  lebih 
banyak  terletak  pada  kemampuannya  mene- 
rapkan  hasil  ilmu  pengetahuan  daripada 
mengembangkan  ilmu  pengetahuan  itu  sen- 
diri,  walaupun  keadaan  ini  mungkin  akan 
berubah  dalam  kurun  waktu  yang  tidak 
lama. 

Gagasan  Perdana  Menteri  Malaysia,  Ma- 
hathir, untuk  membentuk  suatu  pengelom- 
pokan  ekonomi  di  Asia  Timur,  East  Asian 
Economic  Group  (EAEG),  dimaksudkan 
untuk  memperkuat  posisi  negara-negara 
yang  berada  di  kawasan  Asia  Timur,  yang 
hingga  kini  memang  tidak  mempunyai  suatu 
forum  bergama.  Dari  sudut  pandang  ekono- 
mi, pengorganisasian  subkawasan  ini  jelas 
tidak  optimal  walaupun  perdagangan  dan 
interaksi  ekonomi  lainnya  intra  subkawasan 
ini  cenderung  untuk  terus  meningkat.  Ame- 
rika  Serikat  merupakan  pasar  yang  sangat 
penting  bagi  negara-negara  Asia  Timur. 
Dari  sudut  pandang  politik,  EAEG  bisa  di- 
terima,  tetapi  "feasibility"-nya  sangat  dira- 
gukan  sebab  Jepang  tidak  ingin  memperta- 
ruhkan  hubungan  politik-keamanannya  de- 
ngan  Amerika  Serikat  untuk  mengambil  ke- 
pemimpinan dalam  EAEG.  Oleh  karena  itu 
gagasan  yang  menyebabkan  fragmentasi  ka- 
wasan Pasifik  ini  sulit  untuk  diterima. 

Bagi  masing-masing  subkawasan  di  Asia 
Pasifik,  tampaknya  kawasan  ekonomi  yang 
optimal  adalah  yang  meliputi  seluruh  ka- 
wasan Pasifik;  artinya,  yang  mengikutserta- 
kan  Amerika  Utara.  Gagasan  kerja  sama 
ekonomi  Pasifik  memang  merupakan  suatu 
upaya  untuk  melibatkan  Amerika  Serikat 
dalam  perkembangan  ekonomi  kawasan. 
Komitmen  Amerika  terhadap  ekonomi  ka- 
wasan memang  masih  diragukan  walaupun 
berkali-kali  pihak  pemerintahnya  menyata- 


kan  Amerika  sebagai  kekuatan  Pasifik.  Ini- 
siatif  ekonomi  yang  berarti  dengan  kawasan 
ini  belum  pernah  dilontarkan  oleh  Washing- 
ton, sementara  yang  ada  sejauh  ini  lebih  di- 
tujukan  ke  Karibia  (Caribbean  Basin  Initia- 
tive) dan  Amerika  Latin  (Enterprise  for  the 
Americas).  Selain  itu  juga  dirasakan  bahwa 
Amerika  Serikat  tidak  memberikan  perha- 
tian  yang  sungguh-sungguh  untuk  memper- 
baiki  hubungan  ekonominya  dengan  Jepang. 
SII  (Structural  Impediments  Initiative) 
mungkin  bersifat  terlalu  ad  hoc  dan  sulit 
dapat  bersifat  langgeng.  Bagi  kelangsungan 
kerja  sama  ekonomi  Pasifik,  Amerika  Seri- 
kat perlu  merumuskan  kebijaksanaannya 
terhadap  Asia  Pasifik.5  Tampaknya,  dalam 
hubungan  inilah  terletak  arti  strategis  dari 
gagasan  kerja  sama  ekonomi  Pasifik  itu. 
Apa  arti  strategisnya  bagi  Indonesia? 

Tantangan  Bagi  Indonesia 

Arah  perkembangan  ekonomi  dunia  sa- 
ngat berpengaruh  pada  ekonomi  Indonesia. 
Jika  sistem  perdagangan  internasional  dapat 
dipertahankan  terbuka,  Indonesia  dapat  me- 
lanjutkan  upaya  pengembangah  ekspor  se- 
bagai salah  satu  motor  pertumbuhan  utama. 
Apabila  timbul  blok-blok  perdagangan  yang 
diskriminatif  sifatnya,  maka  Indonesia 
mungkin  akan  mengalami  berbagai  kesulit- 
an,  sebab  hambatan-hambatan  dalam  akses 
ke  pasar  menjadi  semakin  sulit  untuk  ditem- 
bus  walaupun  daya  saing  ekonomi  Indonesia 
dapat  terus  dipertajam.  Itulah  sebabnya  In- 
donesia sangat  berkepentingan  atas  rezim 
ekonomi  internasional  yang  akan  timbul. 
Ekonomi  Indonesia,  sebagai  akibat  dari  pe- 


I  l.uli  Soesastro,  The  East  Asian  Economic  Group 
(EAEG)  Proposal  and  East  Asian  Concepts  of  the  Pa- 
cific Basin,  Mimeo  CSIS,  M51/91,  Februari  1991. 
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nerapan  kebijaksanaan  yang  lebih  terbuka, 
telah  semakin  terintegrasi  dalam  ekonomi 
dunia.  Apakah  ada  derajad  optimal  dari 
pengintegrasian  ekonomi  Indonesia  ke  da- 
lam ekonomi  dunia? 

Proses  integrasi  ekonomi  internasional 
akan  terus  berlangsung,  tetapi  "outcome"- 
nya  bagi  berbagai  ekonomi  dan  negara  bang- 
sa  akan  dipengaruhi  oleh  arah  perkem- 
bangan  ekonomi  dunia  seperti  digambarkan 
oleh  tiga  skenario  di  atas.  Salah  satu  gejala 
menarik  yang  dapat  kita  amati  sekarang  ada- 
lah  upaya  (strategi)  berbagai  ekonomi  atau 
negara  bangsa  untuk  mempengaruhi  proses 
itu  sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkari 
"outcome"  yang  paling  menguntungkan  de- 
ngan  cara  membentuk  pengelompokan  re- 
gional. Eropa  mempelopori  proses  ini.  Ame- 
rika  Serikat,  sebagai  ekonomi  yang  terbesar 
di  dunia,  mungkin  juga  telah  tergiur  untuk 
mengambil  strategi  ini.  Jepang  secara  formal 
tidak  terlibat  dalam  kerja  sama  regional  ter- 
lembaga  yang  mana  pun.  Komitmen  Jepang 
hanya  pada  kerja  sama  ekonomi  Pasifik. 
Maka  dari  itu  Jepang  tergabung  dalam 
APEC  (Asia  Pacific  Economic  Coopera- 
tion), tetapi  forum  antarpemerintah  ini  baru 
bersifat  informal.  Secara  de  facto  Jepang  te- 
lah menjadi  bagian  dari  suatu  struktur  pro- 
duksi  regional  yang  diciptakannya  di  ka- 
wasan  Pasifik,  khususnya  di  Asia  Timur,  de- 
ngan  Jepang  sendiri  sebagai  intinya.6  Jepang 
juga  telah  menjadi  pelopor  integrasi  ekono- 
mi regional  di  kawasan  Asia  Timur  khusus- 
nya dan  di  kawasan  Asia  Pasifik  yang  lebih 
luas.7  Penanaman  modal  asing  (PMA)  Je- 
pang yang  meningkat  secara  dramatis  sela- 

6Lihat  Hadi  Soesastro,  Can  US  and  Japan  Save  the 
Pacific?  Mimeo  CSIS  (akan  terbit). 

7Hadi  Soesastro,  Pacific  Economic  Cooperation: 
The  Role  of  Smaller  Economies,  Mimeo  CSIS,  M40/90, 
Agustus  1990. 


ma  6-10  tahun  terakhir  ini  telah  menjadi 
faktor  utama  dalam  integrasi  ekonomi  re- 
gional ini. 

Paradigma  "formasi  angsa  terbang" 
menggambarkan  proses  integrasi  ekonomi 
regional  di  Asia  Pasifik  sebagai  akibat  dari 
adanya  pembagian  kerja  internasional  yang 
sangat  dinamis.  Telah  banyak  studi  menun- 
jukkan  bahwa  proses  ini  terjadi  dengan  cu- 
kup  cepat  dan  telah  tercermin  dalam  pemba- 
gian kerja  yang  menjadi  semakin  horisontal 
serta  perdagangan  intraindustri  yang  sema- 
kin intensif,  terutama  dalam  industri  manu- 

o 

faktur.  Agar  proses  ini  bisa  berlanjut,  for- 
masi "angsa  terbang"  itu  tidak  bisa  "dipim- 
pin"  hanya  oleh  Jepang.  Itulah  sebabnya 
mengapa  keterlibatan  Amerika  Serikat  mem- 
punyai  arti  penting.  Karena  itu  pula,  ka- 
wasan ekonomi  yang  optimal  adalah  ka- 
wasan Pasifik.  EAEG  tidak  bisa  mengganti- 
kan  APEC,  tetapi  bisa  memperkuat  kedu- 
dukan  negara-negara  Asia  Timur  dalam 
APEC. 

Bagaimana  posisi  Indonesia  dalam  pro- 
ses integrasi  regional  ini?  Rasanya  sulit  bagi 
Indonesia  untuk  tidak  mengambil  bagian  da- 
lam struktur  produksi  regional  yang  disebut- 
kan  terdahulu.  Sebab,  keterlibatan  Indone- 
sia dalam  globalisasi  produksi  sangat  erat 
kaitannya  dengan  dan  telah  dimungkinkan 
oleh  -integrasi  produksi  yang  terjadi  di  Asia 
Timur.  Masalahnya  adalah  apakah  Indone- 
sia mendapatkan  "tempat  yang  wajar" 
dalam  struktur  produksi  itu.  Jawabannya  ti- 
daklah  terletak  di  Jepang,  tetapi  pada  kebi- 
jaksanaan dan  kemampuan  Indonesia  sen- 
diri. Dapatkah  dan  perlukah  Indonesia  me- 
nentukan  bidang-bidang  PMA  Jepang  yang 

8Antara  lain,  lihat  Marcus  Noland,  Pacific  Basin 
Developing  Countries  --  Prospects  for  the  Future  (Was- 
hington, D.C.:  Institute  for  International  Economics, 
1990). 
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diinginkannya,  dan  mampukah  Indonesia 
merealisirnya?  Ini  merupakan  tantangan 
yang  penting  bagi  Indonesia  dan  juga  bagi 
negara-negara  ASEAN  lainnya. 

Indonesia,  demikian  pula  negara-negara 
ASEAN  lainnya,  dapat  saja  membiarkan  Je- 
pang  menentukan  di  bidang-bidang  mana 
PMA-nya  akan  ditanamkan  di  masing- 
masing  negara  itu.  Dengan  perkataan  lain, 
keunggulan  komparatif  anggota-anggota 
ASEAN  akan  ditentukan  oleh  Jepang.  De- 
ngan cara  ini  sebenarnya  integrasi  ekonomi 
kawasan  ASEAN  telah  dapat  dipercepat.  Ji- 
ka  keadaan  seperti  ini  diterima  bersama, 
maka  yang  perlu  dilakukan  Indonesia 
adalah  mempertahankan  daya  tarik  yang 
tinggi  bagi  PMA  Jepang  dan  PMA  dari  ne- 
gara-negara lainnya.  Tetapi  bila  Indonesia 
secara  aktif  ingin  ikut  menentukan  arah  in- 
dustrialisasinya  maka  memang  diperlukan 
kebijaksanaan  yang  aktif  di  berbagai  bi- 
dang,  tidak  saja  di  bidang  investasi,  tetapi 
juga  di  bidang  ketenagakerjaan,  dan  di  bi- 
dang teknologi. 

Yang  kini  sudah  harus  diantisipasi  ada- 
lah datangnya  "gelombang  ketiga  PMA  Je- 
pang" yang  akan  melibatkan  investasi  di 
sektor-sektor  produksi  dengan  teknologi 
yang  mutakhir.  Sifat  PMA  ini  berbeda  de- 
ngan yang  berlangsung  dalam  gelombang 
pertama  pada  tahun  1970-an  yang  datang 
untuk  memanfaatkan  kebijaksanaan  substi- 
tusi  impor.  Teknologi  yang  dibawa  adalah 
yang  relatif  sudah  usang.  Gelombang  kedua, 
yang  merupakan  relokasi  industri,  mem- 
bawa  teknologi  yang  lebih  maju  dan  baru 
karena  produk  yang  dihasilkan  harus  bisa 
bersaing  di  pasar  internasional.  Tetapi  se- 
jumlah  besar  investasi  dalam  rangka  relokasi 
ini,  seperti  yang  terjadi  di  Muangthai,  ber- 
sifat  "footloose",  dan  karenanya  akan  ber- 
pindah  dengan  cepat  pula.  Gelombang  keti- 


ga akan  melibatkan  investasi  yang  merupa- 
kan bagian  dari  pengembangan  industri- 
industri  yang  baru,  seperti  yang  berkaitan 
dengan  aplikasi  teknologi  fine  ceramics  dan 
fibre  optics,  dan  dilaksanakan  dalam  rangka 
globalisasi  yang  direncanakan  sejak  semula; 
jadi,  bukan  sekedar  relokasi. 

Perlukah  negara-negara  ASEAN  meng- 
koordinasi  kebijaksanaan  investasi  dan  in- 
dustrinya?  Agenda  bagi  ASEAN  dalam  da- 
sawarsa  1990-an  ini  penuh  dengan  berbagai 
tantangan.  Salah  satu  masalah  adalah  untuk 
mempolakan  struktur  hubungan  ekonomi 
eksternalnya,  khususnya  dengan  mitra  da- 
gangnya  yang  utama.  Dalam  hubungan  ini 
kiranya  ASEAN  perlu  mempersiapkan  suatu 
inisiatif  untuk  mengembangkan  hubungan 
dengan  Jepang:  misalnya,  bagaimana  se- 
baiknya  ASEAN  dan  Jepang  mengelola  ker- 
ja  sama  dalam  konteks  ASEAN  sebagai 
"overseas  production  base"  dari  Jepang? 
Dengan  Amerika  Serikat  telah  dirintis  suatu 
inisiatif  yang  dikenal  sebagai  AUI  (A SEA N- 
US  initiative),  tetapi  pelaksanaannya  bersi- 
fat  bilateral  antara  masing-masing  anggota 
ASEAN  dengan  Amerika  Serikat.  Hal  ini 
disebabkan  ASEAN  sebagai  kelompok  me- 
mang belum  mempunyai  identitas  ekono- 
mi. Oleh  sebab  itu  masalah  yang  juga  pen- 
ting  bagi  ASEAN  adalah  meningkatkan  ker- 
ja  sama  ekonomi  intra-ASEAN  dengan  tu- 
juan  untuk  mengembangkan  identitas  eko- 
nomi kawasan  ini.  Upaya  ini  pada  akhirnya 
dapat  mengarah  pada  peningkatan  integrasi 
ekonomi  ASEAN,  walaupun  tujuan  ini  tidak 
dicanangkan  oleh  ASEAN  pada  saat  kerja 
sama  itu  dibentuk.  Gagasan  kawasan  perda- 
gangan  bebas  ASEAN  (ASEAN  Free  Trade 
Area),  misalnya,  kembali  dilontarkan  oleh 
beberapa  pimpinan  pcmerintahan  di 
ASEAN  dan  diusulkan  untuk  dibicarakan 
secara  serius  dalam  KTT  ASEAN  IV  di 
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Singapura  permulaan  tahun  1992.  Ada  ke- 
mungkinan  gagasan  ini  kini  lebih  bisa  dite- 
rima  karena  ekonomi-ekonomi  ASEAN 
umumnya  sudah  menjadi  lebih  terbuka  dan 
struktur  industrinya  telah  menjadi  lebih 
komplementer.  Pada  saat  gagasan  ini  dapat 
direalisir,  kira-kira  15  tahun  yang  akan  da- 
tang,  pasar  ASEAN  juga  akan  merupakan 
pasar  yang  cukup  besar  yang  mempunyai  da- 
ya  pikat. 

Gagasan  Segitiga  Pertumbuhan,  yang 
meliputi  Singapura,  Johor  dan  Riau  (Sijori), 
merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mening- 
katkan  kerja  sama  ekonomi  antara  negara- 
negara  ASEAN.  Pola  kerja  sama  ini  akan 
meningkatkan  integrasi  ekonomi  di  daerah 
segitiga  itu,  dan  pada  gilirannya  bisa  men- 
jadi ujung  tombak  bagi  integrasi  ekonomi 
regional  yang  lebih  luas.  Namun  demikian, 
integrasi  ekonomi  regional  di  kawasan 
ASEAN  "mungkin  hanya  akan  menghasilkan 
kantong-kantong  pertumbuhan,  dan  seperti 

9Mari  Pangestu,  "Pasar  Bebas  ASEAN,"  Tempo, 
27  Juli  1991. 


diramalkan  Herman  Kahn  beberapa  waktu 
lalu,  ekonomi  Pasifik  yang  dinamis  itu 
mungkin  memang  hanya  merupakan  peng- 
gabungan  dari  dan  melibatkan  kesalingter- 
gantungan  antara  kegiatan  ekonomi  Tokyo- 
San  Fransisco-Los  Angeles-Sydney- Jakarta- 
Singapura-Bangkok-Hong  Kong-Taipei- 
Seoul: 

Keterlibatan  Indonesia  dalam  proses 
integrasi  ekonomi  regional  dan  integrasi 
ekonomi  internasional  hanya  akan  mem- 
bawa  manfaat  jika  pada  saat  bersamaan  diu- 
payakan  integrasi  ekonomi  nasional  yang  se- 
makin  meningkat.  Pengembangan  Indonesia 
Bagian  Timur  (IBT)  yang  dicanangkan  pe- 
merintah  dewasa  ini,  misalnya,  merupakan 
upaya  penting  bagi  integrasi  ekonomi  na- 
sional, karenanya  sejak  semula  harus  diren- 
canakan  dalam  kerangka  integrasi  ekonomi 
nasional  dan  bukan  sebagai  upaya  yang  ber- 
diri  secara  terpisah.1 


Lihat  pembahasan  dalam  Hadi  Soesastro, 
Ekonomi  Indonesia  Bagian  Timur:  Taniangan  Menuju 
Tahun  2000,  Mimeo  CSIS,  M41/90,  Agustus  1990. 


Aspek-aspek  Internal  dan  Eksternal 
Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN 

Anwar  Nasution 


Penganfar 

BERBAGAI  perkembangan  eksternal 
memberikan  pertanda  bahwa  negara- 
negara  anggota  ASEAN  semakin  per- 
lu  untuk  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi 
regional  guna  semakin  meningkatkan  ke- 
makmuran  ekonominya  masing-masing. 
Kerja  sama  ekonomi  yang  dimaksud  bukan- 
lah  untuk  menjadikan  ASEAN  sebagai  pasar 
ekonomi  yang  tertutup  seperti  MEE  atau 
NAFTA.  ASEAN  tidak  mampu  untuk  men- 
ciptakan  pasar  bersama  karena  kemakmur- 
an  ekonomi  negara-negara  itu  sangat  tergan- 
tung  pada  jalur  internasionalnya  masing- 
masing.  Kemakmuran  ekonomi  semua  nega- 
ra  ASEAN  sangat  tergantung  pada  jalur  ke- 
uangan,  perdagangan  dan  teknologi  dunia. 
Oleh  karena  itu,  tujuan  pokok  kerja  sama 
ekonomi  ASEAN  adalah  untuk  merangsang 
pembagian  pekerjaan  di  negara-negara 
ASEAN  guna  meningkatkan  produktivitas 
dan  efisiensi  serta  menurunkan  biaya  pro- 
duksi  di  kawasan  ini. 

Sementara  itu,  perubahan  internal  kebi- 


jaksanaan  ekonomi  di  masing-masing  nega- 
ra  anggota  memberikan  petunjuk  akan  se- 
makin dimungkinkannya  peningkatan  kerja 
sama  regional.  Untuk  semakin  merangsang 
kerja  sama  ekonomi  regional  itu,  perlu  dila- 
kukan  perubahan  drastis  akan  orientasi 
maupun-peranan  Sekretariat  serta  komite- 
komite  kerja  sama  ASEAN. 

Selanjutnya  makalah  ini  dibagi  dalam 
enam  bagian.  Bagian  kedua  menguraikan  se- 
cara  ringkas  sejarah  dan  falsafah  perkem- 
bangan kerja  sama  ekonomi  ASEAN.  Bagi- 
an ketiga  membahas  proses  deregulasi  eko- 
nomi negara-negara  anggota  yang  semakin 
memberikan  kemungkinan  bagi  peningkatan 
kerja  sama  ekonomi  di  lingkungan  negara- 
negara  itu.  Bagian  keempat  membahas  ber- 
bagai  faktor  eksternal  dalam  dasawarsa 
1970-1990,  yang  menjadi  alasan  akan  sema- 
kin perlunya  untuk  meningkatkan  kerja 
sama  ekonomi  di  lingkungan  negara-negara 
ASEAN.  Bagian  kelima  membahas  bentuk 
kerja  sama  yang  dimungkinkan  dan  diperlu- 
kan  di  ASEAN.  Bagian  keenam  merupakan 
kesimpulan. 
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Kerja  Sama  Ekonomi  ASEAN 

Anggota  ASEAN  terdiri  dari  enam  nega- 
ra  yang  memiliki  berbagai  persamaan  mau- 
pun  perbedaan  yang  sangat  menonjol.  Per- 
bedaan  itu,  antara  Iain,  tercermin  pada  per- 
bedaan luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  ke- 
kayaan  alam,  falsafah  hidup  dan  pengala- 
man  historis  maupun  struktur,  tingkat  ke- 
majuan  serta  arah  kebijakan  pembangunan 
ekonomi.  Persamaan  sesama  mereka,  antara 
lain,  berupa  rasial,  komitmen  pada  pem- 
bangunan nasional,  penggunaan  mekanisme 
pasar,  orientasi  pada  ekspor  serta  kemam- 
puan  untuk  menyesuaikan  diri  dan  meman- 
faatkan  perubahan  situasi  internasional. 
Berbagai  indikator  sosial-ekonomi  ASEAN 
dimuat  dalam  Tabel  1. 

Tujuan  pendirian  ASEAN,  berdasarkan 
Deklarasi  Bangkok  tanggal  8  Agustus  1967, 
adalah  untuk  membina  kerja  sama  ekonomi 
dan  kebudayaan  di  antara  negara  anggota. 
Namun  dalam  kenyataan,  tali  pengikat 
ASEAN  yang  terpenting  hingga  kini  adalah 
terutama  berkisar  pada  masalah  politik  dan 
keamanan  regional.  Kedua  masalah  itu, 
tadinya  bersumber  pada  upaya  untuk  mem- 
bendung  musuh  bersama,  yakni  komunisme. 
Setelah  berakhirnya  perang  Vietnam,  masa- 
lah tersebut  beralih  pada  penyelesaian  per- 
soalan  di  Kampuchea,  apakah  akibat  dari 
kekejaman  rezim  Khmer  Merah  ataukah  in- 
vasi  Vietnam. 

Perhatian  yang  lebih  besar  pada  pening- 
katan  kerja  sama  ekonomi  regional  mulai 
diberikan  setelah  ditandatanganinya  Decla- 
ration of  Concord  sebagai  hasil  Pertemuan 
Puncak  di  Bali  dalam  bulan  Februari  1976. 
Deklarasi  Bali  itu  merupakan  dasar  pemben- 
tukan  ASEAN  Industrial  Projects  (1976), 
the  Preferential  Trading  Arrangement 
(PTA)  (1977),  The  ASEAN  Industrial  Com- 


plementation Scheme  (1981)  dan  the 
ASEAN  Industrial  Joint  Venture  Scheme 
(AIJV)  (1983).  Di  samping  itu,  juga  telah  di- 
benfuk  delapan  komite  Pemerintah  dan  ber- 
bagai forum  resmi  dan  swasta  untuk  me- 
rangsang  perwujudan  kerja  sama  ekonomi 
regional.  Komite  resmi  itu  adalah  masing- 
masing  tentang:  Keuangan  dan  Perbankan; 
Industri,  Pertambangan  dan  Enerji;  Perda- 
gangan  dan  Pariwisata;  Kebudayaan  dan  Pe- 
nerangan;  Bahan  Makanan,  Pertanian  dan 
Kehutanan;  Transportasi  dan  Komunikasi; 
Ilmu  dan  Teknologi;  serta  Pembangunan 
Masyarakat. 

Ada  dua  falsafah  yang  menonjol  di  balik 
kerja  sama  ekonomi  regional  (PTA  dan  AI- 
JV) di  ASEAN  selama  ini.  Pertama,  pendi- 
rian industri  pengganti  impor  menuju  swa- 
sembada  regional,  seperti  industri  pupuk. 
Hambatan  perdagangan  (nontarif  dan  tarif 
bea  masuk)  digunakan  untuk  melindungi 
persaingan  impor.  Berbagai  jenis  barang 
yang  masuk  PTA  (seperti  pakaian  musim  di- 
ngin)  tidak  dikonsumir  oleh  konsumen  di 
negara-negara  ASEAN.  Falsafah  yang 
kedua  adalah  menonjolnya  peranan  Peme- 
rintah, baik  dalam  pemilihan  jenis  proyek, 
dalam  hal  pemilikannya  maupun  penentuan 
lokasinya. 

Kedua  falsafah  di  atas  mencermin- 
kan  strategi  pembangunan  nasional  yang 
ditempuh  di  Thailand,  Malaysia,  Indonesia 
dan  Filipina  hingga  awal  dekade  1980-an. 
Pada  masa  itu,  strategi  pembangunan  di  ke- 
empat  negara  itu  adalah  untuk  mengusaha- 
kan  dan  mengolah  komoditi  primer  sumber 
daya  alam.  Dalam  masa  awal  pembangunan 
ekonominya,  keempat  negara  ini  memo- 
dernisir  sektor  pertaniannya  untuk  mencip- 
takan  pasar  bagi  produk  industri  pengganti 
impor.  Orientasi  industrialisasi  di  masing- 
masing  negara  ASEAN  adalah  untuk  meme- 


KAWASAN  PERDAGANGAN  BEBAS  ASEAN 
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Tabel  ! 


INDIKATOR  GEOGRAFI  DAN  EKONOMI  LIMA  NEGARA  ASEAN 


Thailand 

Malaysia 

Singapura 

Indonesia 

Filipina 

513 

330 

1 

1.905 

300 

55,4 

17,4 

2,7 

178,2 

60 

2,9 

2,5 

1,6 

2,4 

2,8 

1,9 

2,6 

1,2 

2,1 

2,5 

1,3 

2,2 

1 

1,6 

1,8 

1.220 

2.160 

10.450 

500 

710  • 

4,2 

4 

7 

4,4 

1,6 

6,2 

4,9 

5,1 

35,5 

11,7 

3,2 

Vs 

1,5 

8,3 

14,8 

15 

20 

0 

23 

24 

38 

36 

37 

37 

33 

21 

26 

26 

17 

22 

47 

44 

63 

39 

43 

74 

144 

374 

50 

51 

Luas  Daerah  (Ribu  Km2) 

Jumlah  Penduduk  (Juni  1989) 

Tingkat  Laju  Pertambahan  Penduduk  (%) 
1965-1980 
1980-1989 
1989-20001 

GNP  Per  Kapha  (US$),  1989 

Tingkat  Laju  Pertambahan  GNP  (%), 
1965-1989/ 

Tingkat  Laju  Inflasi  (%) 
1965-1980 
1980-1989 

Struktur  Produksi  Nasional  (%),  1989 
Pertanian 
Industri2 

Industri  Manufaktur 
Jasa-jasa 

Indikator  Keterbukaan  Ekonomi,  1989 
[(Ekspor  +  Impor)/GDPJ  (%) 


Catalan:  'Proyeksi 


Termasuk  sektor  Penambangan  dan  Penggalian 
Sumber:    World  Bank,  World  Development  Report  1991. 
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Tabel  2 


PERDAGANGAN  LUAR  NEGERI  ANTAR  NEGARA  ASEAN, 
DENGAN    DAN   TANPA    SINGAPURA   (DI    LUAR  BRUNEI), 

1970-1989 


EKSPOR  IMPOR 


Dengan  Singapura  Tanpa  Singapura  Dengan  Singapura  Tanpa  Singapura 


Toiol         ke           ke  Tolal         ke           ke  Tolal  Dari        Dari  Tolal        Dari  Dari 

ASEAN  ASEAN  ASEAN  ASEAN  ASEAN  ASEAN  ASEAN  ASEAN 

(Juta       (Jula  (%  Ihd.  (Juta       (Jula  (%  Hid.  (Juta  (Jtila  (%  Hid.  (Jula  (Juia  (%  (lid. 

USS)       US$)  Total)  USJ)       US$)  Tolal)  US$)  US$)  Tolal)  US$)       US$)  Tolal) 


1970 

6.152 

1.217 

19,8 

4.547 

178 

1971  4 

6.639 

1.333 

20,1 

4.822 

200 

1972 

7.925 

1.488 

18,8 

5.645 

216 

1973 

13.489 

2.367 

17,5 

9.706 

289 

1974 

22.812 

3.509 

15,4 

16.777 

433 

1975 

21.076 

3.574 

17,0 

15.389 

455 

1976 

26.492 

4.240 

16,0 

19.398 

618 

1977 

32.292 

5.066 

15,7 

23.570 

800 

1978 

37.102 

6.046 

16,3 

26.567 

851 

1979 

51.283 

8.885 

17,3 

36.558 

1. 112 

1980 

67.386 

1 1 .969 

17,8 

47.158 

1 .513 

1981 

70.430 

12.960 

18,4 

48.330 

1.721 

1982 

69.677 

15.899 

22,8 

46.327 

1.807 

1983 

71.555 

17.159 

24,0 

46.573 

1.833 

1984 

76.898 

15.248 

19,8 

51.200 

1.907 

1985 

69.316 

12.945 

18,7 

45.741 

2.044 

1986 

65.839 

11.417 

17,3 

42.457 

1.594 

1987 

82.294 

14.985 

18,2 

52.363 

2.059 

1988 

103.594 

18.308 

17,7 

63.462 

2.316 

1989 

120.479 

21.683 

18,0 

74.767 

3.092 

1990 

3,9 

7.552 

1.110 

14,7 

4.905 

226 

4,6 

4.1 

8.165 

1 .137 

13,9 

5.163 

217 

4,2 

3,8 

9.549 

1.296 

13,6 

6.011 

244 

4,1 

3,0 

14.575 

2.052 

14,1 

9.055 

334 

3,7 

2,6 

23.566 

3.055 

13,0 

14.585 

434 

3,0 

3,0 

21.018 

3.052 

14,5 

15.188 

486 

3,2 

3,2 

26.808 

3.971 

14,8 

17.028 

725 

4,3 

3,4 

31.235 

4.849 

15,5 

19.660 

946 

4,8 

3,2 

37.542 

5.556 

14,8 

23.117 

873 

3,8 

3,0 

48.633 

8.099 

16,7 

28.844 

1 .21 8 

4,2 

3,2 

65.910 

11.120 

16,9 

39.166 

1.582 

4,0 

3,6 

73.405 

11.884 

16,2 

43.282 

1.774 

4,1 

3,9 

77.671 

15.178 

19,5 

46.062 

1.963 

4,3 

3,9 

79.336 

16.492 

20,8 

47.737 

2.094 

4,4 

3,7 

75.820 

14.293 

18,9 

44.614 

2.259 

5.1 

4,5 

65.212 

12.099 

18,6 

37.186 

2.230 

6,0 

3,8 

62.804 

10.758 

17,1 

35.928 

1.747 

4.9 

3,9 

79.710 

14.005 

17,6 

45.490 

2.223 

4,9 

3,6 

104.494 

17.256 

16,5 

58.803 

2.608 

4,4 

4,1 

427.200 

19.792 

4,6 

75.516 

3.337 

4.4 

Catatan:    Perdagangan  Singapura  dengan  Indonesia  dihitung  berdasarkan  formula  1 10%  dari  nilai  CIF/FOB  ekspor 
dan  impor  yang  dilaporkan  oleh  BPS 


Sumber:   IMF.  Direction  of  Trade  Statistics,  berbagai  edisi. 
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nuhi  permintaan  pasar  dalam  negeri.  Semen- 
tara  itu,  orientasi  penanaman  modal  di  ka- 
wasan  berikat  (export  processing  zones)  ada- 
lah  ditujukan  untuk  langsung  memenuhi 
pasar  internasional  di  luar  ASEAN. 

Peranan  sektor  negara  juga  sangat  me- 
nonjol  dalam  perekonomian.  Di  samping 
berfungsi  sebagai  regulator,  peranan  negara 
sangat  menonjol  dalam  pemilikan  badan 
usaha  (melalui  BUMN).  Disamping  itu, 
negara  juga  melakukan  campur  tangan  da- 
lam pengambilan  keputusan  usaha  dan  ber- 
peran  secara  langsung  dalam  menentukan 
alokasi  faktor-faktor  produksi.  BUMN  di 
Malaysia,  Indonesia  dan  Filipina  juga  dibe- 
bani  tugas  sosial-politik.  Ke  dalam  negeri, 
BUMN  di  Malaysia  dan  Indonesia  sekaligus 
berfungsi  sebagai  instrumen  pemerataan 
ekonomi  antarrasial.  Ke  luar  negeri  BUMN 
digunakan  sebagai  penangkal  (counter- 
vailing force)  dominasi  kekuatan  ekonomi 
asing.  Selama  masa  pemerintahan  Presiden 
Marcos,  BUMN  di  Filipina  digunakan  seba- 
gai kasir  penguasa. 

Karena  tidak  memiliki  sumber  alam, 
Singapura  menempuh  strategi  pembangunan 
yang  berbeda  dengan  negara-negara  ASEAN 
lainnya.  Hingga  dekade  1960-an,  ekonomi 
Singapura  didasarkan  pada  pengolahan  ba- 
han  primer  yang  dihasilkan  di  negara-negara 
tetangganya,  terutama  Malaysia  dan  Indo- 
nesia. Dalam  dekade  1970-an,  industrialisasi 
di  negara  itu  diarahkan  pada  industri  padat 
karya.  Sejak  dekade  1980-an,  ekonomi 
Singapura  berubah  menjadi  industri  yang  le- 
bih  bersifat  padat  modal  dan  padat  tekno- 
logi.  Di  sektor  jasa-jasa,  kegiatan  sebagai 
pedagang  pengumpul  dan  sebagai  pelabuhan 
bebas  di  kawasan  ini  terus  dipertahankan. 
Sementara  itu,  Singapura  juga  tumbuh  men- 
jadi pasar  keuangan  regional  serta  pusat 
distribusi  regional  bagi  MNC.  Pelabuhan 


udara  Changi  maupun  pelabuhan  laut  di 
Singapura,  misalnya,  merupakan  pelabuh- 
an dan  pusat  persinggahan  yang  terpenting 
di  Asia  Tenggara. 

Seperti  di  negara-negara  ASEAN  lain- 
nya, peranan  BUMN  juga  cukup  menonjol 
dalam  perekonomian  Singapura.  Namun  de- 
mikian,  Pemerintah  negara  itu  memperlaku- 
kan  BUMN-nya  lebih  sebagai  instrumen  ko- 
mersial  yang  accountable,  dibandingkan  de- 
ngan BUMN  di  negara-negara  ASEAN  lain- 
nya yang  lebih  menonjolkan  peranan  sosial- 
politik  yang  mengabdi  bagi  kepentingan  pe- 
nguasa. 

Kerja  sama  ekonomi  regional  di  ASEAN 
menjadi  terhambat  karena  masing-masing 
negara  ingin  melakukan  swasembada  di  se- 
gala  sektor  ekonomi  berdasarkan  kedua  fal- 
safah  pembangunan  di  atas.  Sementara  itu, 
baik  kualitas  maupun  tingkat  harga  barang 
impor  dari  sesama  anggota,  belum  dapat  me- 
nyaingi  impor  dari  negara-negara  di  luar 
ASEAN.  Keringanan  tarif  bea  masuk  dalam 
rangka  PTA  belum  dapat  mengalihkan  kon- 
sumen  untuk  mengimpor  dari  sesama  ang- 
gota ASEAN. 

Dalam  realita,  perdagangan  antarnegara 
ASEAN  hanya  didominir  oleh  pola  perda- 
gangan bilateral  tradisional,  antara  Malaysia 
dengan  Singapura  serta  antara  Indonesia  de- 
ngan Singapura  karena  posisi  Singapura  se- 
bagai entrepot.  Tabel  2  menunjukkan  bahwa 
rasio  antara  ekspor  dan  impor  antarlima 
negara-negara  ASEAN  terhadap  seluruh 
ekspor  dan  impor  mereka  seluruhnya  selama 
periode  1970-1989,  adalah  cukup  tinggi.  Ra- 
sio ekspor  berkisar  antara  16%  (1977)  dan 
24%  (1983)  sedangkan  rasio  impor  berkisar 
antara  13%  (1974)  hingga  21%  (1983). 

Namun,  jika  dikcluarkan  nilai  perda- 
gangan yang  mclcwati  Singapura  sebagai  pe- 
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labuhan  perantara  (entrepot),  rasio  perda- 
gangan  antarsesama  negara  ASEAN  adalah 
sangat  rendah.  Ekspor  antara  sesama  negara 
ASEAN  hanya  berkisar  antara  4%  dari  nilai 
ekspor  mereka  seluruhnya  sedangkan  impor 
berkisar  3-6%.  Filipina  mengutamakan  per- 
dagangan  langsung  dengan  Amerika  Serikat 
karena  negara  itu  memiliki  preferensi  khusus 
yang  tidak  dimiliki  oleh  negara  ASEAN  lain- 
nya. 

Rendahnya  perdagangan  antarsesama 
negara  anggota  ASEAN  sekaligus  mencer- 
minkan  orientasi  perdagangan  luar  negeri 
masing-masing  negara  yang  langsung  berhu- 
bungan  dengan  pasar  internasional,  di  luar 
kawasan  regional.  Orientasi  langsung  itu  ter- 
jadi  baik  pada  pengadaan  atau  impor  barang 
modal,  bahan  mentah  serta  bahan  penolong 
maupun  dalam  pemasaran  komoditi  ekspor. 
Pemasaran  minyak  mentah  dari  Malaysia, 
Indonesia  dan  Brunei,  misalnya,  menguta- 
makan penjualan  langsung  ke  negara  lain  di 
luar  ASEAN  daripada  melalui  pabrik  penyu- 
lingan  minyak  mentah  di  Singapura.  Penyu- 
lingan  minyak  di  Singapura  menggantung- 
kan  diri  pada  minyak  mentah  dari  Timur 
Tengah . 

Rendahnya  lalu  lintas  perdagangan  antar 
negara-negara  ASEAN,  juga  mencerminkan 
kurangnya  komplementaritas  ekonomi 
mereka.  Kurangnya  komplementaritas  itu 
bukan  saja  tercermin  pada  hasil  sektor  per- 
tanian  dan  pertambangan.  Semua  negara 
ASEAN  juga  menghasilkan  produk-produk 
yang  hampir  sama  di  sektor  industri  manu- 
faktur:  tekstil  dan  pakaian  jadi,  alat-alat 
listrik,  komponen  kendaraan  bermotor. 

Deregulasi  Ekonomi  di  ASEAN 

Penurunan  harga  komoditi  primer  dan 
peningkatan  beban  pembayaran  hutang  luar 


negeri  memaksa  keempat  negara-negara 
ASEAN  di  atas  untuk  -mengubah  strategi 
ekonominya.  Strategi  baru  tersebut  ditandai 
dengan  adanya  deregulasi  yang  meliputi  se- 
gala  aspek  perekonomian,  baik  pasar  faktor- 
faktor  produksi  maupun  pasar,  barang- 
barang  serta  jasa-jasa.  Tujuan  deregulasi 
adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi  ekono- 
mi nasional  agar  merangsang  peningkatan 
tabungan  nasional  dan  investasi  swasta  serta 
pengembangan  ekspor  komoditi  baru  in- 
dustri manufaktur. 

Berbeda  dengan  falsafah  dibalik  strategi 
yang  sebelumnya,  strategi  baru  itu  mengu- 
rangi  campur  tangan  Pemerintah  dalam  pe- 
ngaturan  perekonomian  dan  mengundang 
partisipasi  yang  lebih  besar  dari  sektor  swas- 
ta. Deregulasi  di  ASEAN  menyangkut  tiga 
aspek.  Pertama,  membuka  pintu  pasar  lebih 
lebar  (relaxation  of  barriers  to  market  en- 
try). Kebijakan  ini  membuka  kemungkinan 
bagi  munculnya  pendatang  baru  dalam 
sektor  yang  tadinya  tertutup.  Kedua,  mengu- 
rangi  campur  tangan  langsung  Pemerintah 
dalam  pengambilan  keputusan  dunia  usaha 
sebagai  upaya  untuk  mengalokasikan  faktor- 
produksi.  Di  sektor  perbankan,  misalnya, 
Pemerintah  semakin  meniadakan  pagu  kre- 
dit,  pengarahan  penggunaannya  maupun  pe- 
nentuan  tingkat  suku  bunganya. 

Aspek  ketiga  deregulasi  ekonomi  di 
negara-negara  ASEAN  adalah  menjual 
saham  BUMN  pada  pemodal  swasta  dan  me- 
rasionalisir  cara  pengelolaan  BUMN  yang 
masih  ada.  Karena  diatur  dalam  konstitusi, 
BUMN  di  Indonesia  menduduki  posisi  yang 
lebih  sentral  dalam  arti  politik  maupun  eko- 
nomi. Alasan  nonekonomis  seperti  ini  mem- 
batasi  penjualan  atau  swastanisasi  pemilikan 
BUMN.  Namun  demikian,  munculnya  pen- 
datang baru  di  sektor  ekonomi  yang  tadinya 
dicadangkan  pada  BUMN  akan  semakin  me- 
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ngurangi  peranan  BUMN  dalam  ekonomi 
nasional.  Sementara  itu,  persaingan  pasar 
sekaligus  merangsang  BUMN  untuk  mem- 
perbaiki  diri. 

Perubahan  cara  dan  penurunan  tingkat 
proteksi  komoditi  impor  merupakan  bagian 
terpenting  dalam  deregulasi  perekonomian 
di  negara-negara  ASEAN.  Perlindungan  be- 
rupa  kebijaksanaan  nontarif  semakin  digan- 
tikan  dengan  perlindungan  berupa  tarif  bea 
masuk.  Tingginya  tarif  bea  masuk,  struktur 
maupun  variance-nya  semakin  dirasionalisir 
untuk  menetralisir  sistem  insentif  apakah 
untuk  ekspor  ataukah  untuk  dijual  di  dalam 
negeri.  Struktur  tarif  bea  masuk  seperti  itu 
memperbesar  akses  produsen  di  dalam  nege- 
ri untuk  mendapatkan  barang  modal,  bahan 
mentah  dan  penolong  dengan  tingkat  harga 
yang  paling  murah  serta  kualitas  yang  ter- 
baik,  dari  berbagai  sumber  di  seluruh  dunia. 

Adanya  deregulasi  perekonomian  di  selu- 
ruh negara  anggota  ASEAN  telah  mening- 
katkan  keterkaitan  ekonomi  nasional  mere- 
ka  dengan  pasar  dunia.  Ini  tercermin  dari  pe- 
ningkatan  antara  rasio  ekspor  dan  impor 
mereka  terhadap  PDB  nya  masing-masing 
(Tabel  1).  Semakin  besarnya  rasio  ekspor 
dan  impor  terhadap  PDB  dan  semakin  be- 
sarnya peranan  investasi  swasta  asing  dalam 
pembelanjaan  pembangunan  nasional  sekali- 
gus meningkatkan  keterkaitan  industri  ke- 
uangan  dan  pasar  tenaga  kerja  nasional  de- 
ngan pasar  keuangan  maupun  pasar  tenaga 
kerja  dunia. 

Deregulasi  perekonomian  nasional  dian- 
tara  negara-negara  anggota  ASEAN  sekali- 
gus semakin  memungkinkan  perwujudan 
cita-cita  kerja  sama  ekonomi  regional.  Per- 
wujudan cita-cita  kerja  sama  ekonomi  re- 
gional itu  menjadi  semakin  didorong  dengan 
keputusan  politik  untuk  membentuk  ka- 


wasan  "segitiga  pertumbuhan"  yang  meng- 
hubungkan  Kepulauan  Riau,  Singapura  dan 
Johor.  Kawasan  seperti  itu  dapat  diperluas  di 
sepanjang  Selat  Malaka  maupun  di  sekitar 
Laut  Cina  Selatan  yang  menghubungkan 
Indonesia-Malaysia  dan  Thailand.  Falsafah 
di  balik  pembentukan  "segitiga  pertumbuh- 
an" itu  mengubah  kedua  falsafah  dasar 
PTA  dan  AIJV.  Perjanjian  tersebut  sekali- 
gus mencerminkan  kemajuan  yang  lebih 
jauh  dalam  deregulasi  ekonomi  di  Indonesia. 
Berbeda  dengan  di  wilayah  Indonesia  lain- 
nya,  perusahaan  asing  yang  menanamkan 
modalnya  di  Riau  boleh  memiliki  saham 
100%. 

Pengurangan  hambatan  akan  lalu  lintas 
faktor-faktor  produksi  maupun  barang- 
barang  serta  jasa-jasa  di  kawasan  "segitiga 
pertumbuhan"  akan  semakin  memungkin- 
kan pembagian  pekerjaan  dan  mempererat 
keterkaitan  perekonomian  ketiga  negara  ter- 
sebut. Singapura  akan  dapat  menspesialisa- 
sikan  diri  dalam  tahap  desain,  dalam  industri 
yang  memerlukan  teknologi  yang  lebih  cang- 
gih  ataupun  dalam  industri  jasa-jasa  seperti 
perdagangan  dan  distribusi,  transportasi  dan 
komunikasi  serta  pusat  industri  keuangan  re- 
gional. Industri  manufaktur  yang  padat 
karya  dialihkan  ke  Johor  ataupun  Kepulau- 
an Riau.  Selain  itu,  Kepulauan  Riau  dapat 
dikembangkan  sebagai  lokasi  industri  re- 
kreasi  bagi  masyarakat  Singapura  yang  su- 
dah  lebih  kaya  maupun  turis  asing  yang  ber- 
kunjung  ke  negara  itu. 

Satu-satunya  potensi  masalah  regional 
dan  internal  dari  "segitiga  pertumbuhan" 
dalam  masa  yang  akan  datang  adalah  dalam 
hal  pembagian  beban  biaya  investasi  dan 
"kue"  yang  tidak  transparan  di  kawasan 
itu.  Sepantasnya,  Singapura  ataupun  MNC 
dimintakan  untuk  lebih  banyak  menanggung 
biaya  investasi  infrastruktur  yang  diperlu- 
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kan  untuk  mengembangkan  Batam  dan  Sing- 
kep.  Dengan  demikian,  sumber  keuangan 
ekonomi  Indonesia  yang  semakin  terbatas 
dapat  digunakan  keperluan  pembangunan  di 
daerah  lainnya  yang  semakin  memerlukan 
perhatian.  Perhatian  tersebut,  antara  lain 
adalah  untuk  memerangi  kemiskinan  di 
Pulau  Jawa  dan  membangun  Indonesia  Ba- 
gian  Timur  yang  belum  cukup  menarik  bagi 
investasi  modal  swasta. 

Fakfor-faklor  Eksfernal 

Dalam  masa  mendatang,  negara-negara 
ASEAN  belum  dapat  mengurangi  ketergan- 
tungan  mereka  pada  sumber  modal,  tenaga 
kerja  ahli  maupun  teknologi  asing.  Orientasi 
ekonomi  mereka  pada  ekspor  mencermin- 
kan  ketergantungan  ekonomi  mereka  pada 
pasar  ekonomi  internasional,  khususnya 
pada  pasar  Eropa  Barat  dan  Amerika  Seri- 
kat. 

Ada  tiga  perkembangan  eksternal  menga- 
pa  semakin  diperlukan  upaya  untuk  mening- 
katkan  kerja  sama  regional  di  ASEAN  un- 
tuk dapat  memanfaatkan  faktor  produksi 
asing  tersebut  di  atas.  Ketiga  faktor  tersebut 
adalah  perkembangan  teknologi  yang  men- 
dorong  globalisasi  produksi,  perkembangan 
di  pasar  keuangan  internasional  serta  per- 
kembangan sistem  perdagangan  dunia.  Ten- 
densi  di  pasar  keuangan  internasional  men- 
cerminkan  bahwa  negara-negara  ASEAN 
perlu  mengurangi  ketergantungannya  pada 
sumber  keuangan  resmi.  Di  lain  pihak,  de- 
ngan memperbaiki  iklim  investasi,  mening- 
katkan  efisiensi  ekonomi  nasional  dan  me- 
nurunkan  biaya  produksi,  negara-negara 
ASEAN  masih  punya  peluang  besar  untuk 
menarik  pemasukan  modal  swasta  asing. 

Ketidakpastian  dalam  sistem  perdagang- 


an dunia  memberi  petunjuk  akan  perlunya 
peningkatan  kerja  sama  ekonomi  regional  di 
ASEAN  ataupun  kerja  sama  subregional  di 
Asia.  Tujuan  untuk  meningkatkan  kerja 
sama  ekonomi  regional  dan  subregional  itu 
adalah  untuk  meningkatkan  investasi  modal 
swasta  dan  perdagangan  antara  sesama 
ASEAN  maupun  dengan  subregion  lainnya 
di  Asia. 

Globalisasi  Produksi 

Proses  globalisasi  produksi  terutama  di- 
dorong  oleh  adanya  kemajuan  pesat  dalam 
teknologi  produksi,  telekomunikasi  maupun 
transportasi.  Perkembangan  teknologi  yang 
pesat  itu  telah  memungkinkan  dan  mendo- 
rong  disintegrasi  vertikal  proses  produksi 
dalam  industri  manufaktur  untuk  menurun- 
kan  biaya  produksi  dan  memanfaatkan 
skala  ekonomi.  Setiap  tahap  proses  produksi 
dilakukan  di  berbagai  pabrik  yang  berbeda 
yang  terletak  di  berbagai  lokasi,  termasuk  di 
manca  negara.  Pemilihan  lokasi  produksi 
tergantung  pada  proporsi  faktor  produksi 
yang  dimiliki  oleh  masing-masing  lokasi  dan 
diperlukan  untuk  setiap  tahap  proses  pro- 
duksi itu. 

Restrukturisasi  industri  di  Jepang  dan  di 
negara-negara  NICs  di  Asia  Timur  sejak  per- 
tengahan  dekade  1980-an,  misalnya,  telah 
mendorong  relokasi  produksi  industri  padat 
karya  dan  padat  bahan  mentah  ke  wilayah- 
wilayah  zona  industri  di  Pantai  Timur  RRC 
dan  ASEAN.  Kedua  kawasan  yang  disebut 
terakhir  ini  memiliki  sumber  tenaga  kerja 
yang  relatif  murah  maupun  sumber  daya 
alam  yang  memadai.  Industri  padat  modal 
dan  padat  teknologi  tetap  berada  di  negara- 
negara  Asia  Timur.  Walaupun  produksi  di- 
lakukan di  RRC  dan  ASEAN,  namun,  de- 
sain,  pemasaran  dan  jasa-jasa  lainnya  tetap 
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Grafik  1 
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Sumber:    "Pasar  Mobil  di  Asia  dan  Oseania,"  Toyota  Motor  Corp. 


22 


ANALISIS  CSIS,  1992-1 


Tabel  3 


DISTRIBUSI  REGIONAL  PENJUALAN  DARI  PERUSAHAAN  JEPANG 

(dalam  %) 


Industri 

Wilayah 

Tahun 

Penjualan 

Ekspor  ke 

Ekspor  ke 

Domestik 

Jepang 

Negara  Ketiga 

Industri-industri  Manufaktur 

Asia 

81 

61,7 

10,0 

28,4 

84 

63,9 

12,3 

23,8 

87 

53,0 

16,1 

31,0 

• 

90 

63,7 

15,9 

20,4 

NIEs 

81 

51,1 

12,6 

36,3 

84 

54,0 

16,4 

29,8 

87 

45,6 

19,7 

34,7 

90 

57,5 

19,5 

23,0 

ASEAN 

81 

79,6 

5,5 

15,5 

84 

79,1 

6,1 

14,8 

'  87 

66,2 

9,6 

24,2 

90 

73,4 

10,3 

16,3 

Tekstil 

Asia 

81 

60,2 

4,8 

34,9 

84 

62,3 

9,0 

28,7 

87 

45,7 

10,2 

44,1 

90 

71,1 

14,2 

14,7 

NIEs 

81 

41,6 

7,5 

50,9 

84 

55,8 

18,8 

25,4 

87 

39,5 

11,0 

49,6 

90 

75,2 

13,6 

11,1 

ASEAN 

81 

73,4 

2,8 

23,6 

84 

65,8 

4,1 

30,3 

87 

.58,7 

8,4 

32,9 

90 

67,6 

14.7 

17,7 

Bahan-bahan  Kimia 

Asia 

81 

82,5 

10,1 

7,4 

84 

80,4 

10,9 

8,8 

87 

82,7 

4,0 

13,3 

90 

77,7 

10,4 

11.9 

NIEs 

81 

79,5 

11,4 

9,1 

84 

72,0 

15,5 

12,5 

87 

81,0 

3,0 

16,0 

90 

73,3 

12,3 

14,3 

ASEAN 

81 

86,4 

8,5 

5,2 

84 

89,6 

5,7 

4,7 

87 

85,8 

5,8 

8,5 

90 

85,3 

7,1 

7,5 
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Industri 

Wilayah 

Tahun 

Penjualan 

Ekspor  ke 

Ekspor  ke 

Domes!  ik 

Jepang 

Negara  Ketiga 

Mesin-mesin  List rik 

Asia 

81 

87,8 

2,9 

9,3 

84 

66,3 

3,2 

27,5 

87 

37,2 

23,5 

39,3 

90 

36,6 

27,5 

35,9 

NIEs 

81 

64  2 

in  i 

84 

29  2 

Oj  ,  J 

87 

33,0 

28,1 

JO," 

90 

37,1 

30,4 

32,6 

ASEAN 

81 

95  9 
y  j ,  y 

1  0 
j ,  y 

84 

89,9 

87 

54,3 

4  7 

a\  n 

*♦  1  ,u 

90 

34,9 

17,5 

47,6 

AJat-alat  Transpor 

Asia 

58,5 

58,5 

o ,  y 

84 

19,7 

87 

73,3 

5,5 

21,2 

90 

91,8 

1,7 

6,5 

NIEs 

81 

68,9 

8,3 

32,8 

84 

21,4 

29,7 

48,9 

87 

53,7 

9,1 

37,2 

90 

8l,0 

3,7 

15,3 

ASEAN 

81 

0,0 

100,0 

0,0 

84 

1,9 

39,3 

58,8 

87 

89,7 

2.5 

7,8 

90 

96,4 

0,9 

2,8 

Sumber:    Didasarkan  atas  "Basic  Research  on  Business  Activities  Abroad,"  MITI. 


Catatan:    10%  atau  lebih  dari  perusahaan-perusahaan  Jepang  yang  disebutkan  di  sini  dimiliki  oleh  firma-firma 
Jepang. 
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Tabel  4 


DISTRIBUSI  REGIONAL  PEMBELIAN  KOMPONEN-KOMPONEN 
OLEH  PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  JEPANG 
(dalam  %) 


Industri 


Industri-industri  Manufaktur 
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Indust  ri 

Wilayah 

Tahun 

dari  Domestik 

dari  Jepang 

dari  Negara 

Ketiga 

Mesin-mesin  Listrik 

Asia 

81 

38,2 

60,4 

1,4 

84 

31,3 

64,8 

3,9 

87 

37,1 

54,3 

8,5 

90 

4?  1 

HO,  j 

1  1  A 

NIEs 

81 

70,7 

26,6 

2,7 

84 

23,4 

71,9 

4,7 

87 

37,8 

53,9 

8,3 

90 

44  1 

47  7 

ASEAN 

81 

33,0 

65,8 

1,2 

84 

32,9 

63,4 

3,7 

0  / 

33,0 

56,5 

9,8 

90 

34, 1 

4ft  0 

Alat-alal  Transpor 

Asia 

81 

14,6 

72,7 

12,7 

84 

56,2 

41,5 

2,3 

87 

31,1 

62,5 

5,4 

9ft 

J0,0 

ft  A 
U,4 

NIEs 

81 

14,7 

72,5 

12,8 

84 

61,4 

38,3 

0,3 

87 

33,8 

62,0 

4,3 

90 

70,4 

28,7 

0,9 

ASEAN 

81 

0,0 

100,0 

0,0 

84 

1,5 

75,3 

23,3 

87 

26,6 

64,3 

6,9 

90 

52,4 

47,5 

0,1 

Sumber:    Didasarkan  atas  "Basic  Research  on  Business  Activities  Abroad,"  MITI. 

Catalan:    10%  atau  lebih  dari  perusahaan-perusahaan  Jepang  yang  disebutkan  di  sini  dimiliki  oleh  firma-firma 
Jepang. 
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dikuasai  oleh  kantor  pusat  induk  perusaha- 
an  di  negara  asal  modal. 

Orientasi  pemasaran  hasil  produksi  in- 
dustri  manufaktur  oleh  MNC  di  RRC  dan 
ASEAN  bukan  saja  ditujukan  memenuhi  ke- 
perluan  permintaan  pasar  dalam  negeri  ne- 
gara set  em  pat.  Pemasaran  produk  industri 
manufaktur  dari  kedua  kawasan  itu  juga  di- 
tujukan pada  pemenuhan  pasar  dalam 
negeri  asal  modal  maupun  ke  pasar  interna- 
sional  di  luar  ASEAN  dan  Asia  Timur.  Pe- 
ningkatan  penanaman  modal  swasta  dari 
Asia  Timur  ke  RRC  dan  ASEAN  telah  seka- 
ligus  meningkatkan  spesialisasi  ekonomi 
masing-masing  negara.  Pada  gilirannya, 
pembagian  kerja  dan  spesialisasi  ini  telah 
meningkatkan  perdagangan  regional  mau- 
pun subregional. 

Dari  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  me- 
lalui  investasi  modal  swasta,  telah  terjadi 
pembagian  pekerjaan  regional  dan  sub- 
regional  di  ASEAN  dan  Asia  Timur.  Karena 
dominannya  peranan  modal  perusahaan  Je- 
pang  di  kedua  kawasan  itu,  maka  dapatlah 
dikatakan  bahwa  poros  penanaman  modal 
swasta  itu  adalah  modal  swasta  Jepang.  Spe- 
sialisasi anarnegara  di  kedua  kawasan  ter- 
sebut  semakin  terangsang  setelah  adanya  de- 
regulasi  perekonomian  di  negara-negara  itu. 
Sebagai  contoh,  pembagian  kerja  regional, 
Grafik  1  menggambarkan  pembagian  peker- 
jaan antarpabrik  komponen  mobil  Toyota 
di  ASEAN.  Tabel  3  menggambarkan  orien- 
tasi pemasaran  perusahaan  Jepang  di 
ASEAN  dan  Asian  NICs  dan  Tabel  4  men- 
cerminkan  sumber  pengadaan  mereka. 

Keadaan  Pasar  Keuangan  Internasio- 
nal 

Keadaan  pasar  keuangan  internasional 
yang  semakin  ketat  memberikan  pertanda 


bahwa  negara-negara  ASEAN  perlu  membe- 
rikan perhatian  bagi  pemasukan  investasi 
modal  swasta  sebagai  sumber  pembelanjaan 
pembangunan  nasional  mereka.  Investasi 
modal  swasta  hanya  tertarik  untuk  masuk  ke 
suatu  negara  jika  negara  itu  dapat  mening- 
katkan efisiensi  dan  menekan  biaya  produk- 
sinya.  Modal  swasta  asing  tertarik  untuk 
membeli  surat-surat  berharga  (saham  dan 
obligasi)  milik  perusahaan  nasional  jika  ada 
keterbukaan  dalam  perusahaan  yang  menge- 
luarkannya.  Perbaikan  iklim  investasi  dan 
keterbukaan  tersebut  memerlukan  per- 
baikan sistem  hukum  dan  sistem  akuntansi 
nasional. 

Kesulitan  ekonomi  dalam  negeri  di  nega- 
ra-negara maju  memberikan  petunjuk 
bahwa  kemampuan  mereka  untuk  memberi- 
kan bantuan  serta  pinjaman  lunak  menjadi 
semakin  berkurang.  Sementara  itu,  kebutuh- 
an  dunia  akan  sumber  dana  seperti  itu  me- 
ningkat  dengan  cepat  sehubungan  dengan 
masalah  hutang  luar  negeri  negara-negara 
Amerika  Latin,  kesulitan  ekonomi  negara- 
negara  Afrika,  reformasi  sosial  di  negara- 
negara  komunis  serta  upaya  perdamaian  di 
Timur  Tengah.  Ini  semua  memerlukan  pem- 
belanjaan dalam  jumlah  besar  dan  prioritas 
tinggi  bagi  perdamaian  dunia.  Sebaliknya, 
stabilitas  regional  dan  sukses  pembangunan 
nasional  negara-negara  ASEAN,  mengu- 
rangi  kemampuan  mereka  untuk  dapat  mem- 
peroleh  bantuan  dan  pinjaman  lunak  dari 
sumber  resmi  tersebut. 

Sumber  dana  pinjaman  dari  bank  komer- 
sial  juga  menunjukkan  tendensi  penurunan 
yang  cukup  drastis  berkenaan  dengan  kesu- 
litan yang  dialami  oleh  bank-bank  komersial 
di  seluruh  dunia.  Kesulitan  itu  berkisar  pada 
peningkatan  kredit  macet  mereka,  baik  kre- 
dit  pada  pemerintah  negara  berkembang 
maupun  kepada  sektor  swasta  dan  perorang- 
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an  di  dalam  negerinya  masing-masing.  Erosi 
nilai  modal  mereka  karena  kemerosotan 
nilai  saham  mengurangi  kemampuan  mereka 
untuk  memberikan  kredit  sehubungan  de- 
ngan  kewajiban  untuk  memenuhi  capital 
adequacy  ratio  (CAR)  yang  mulai  berlaku 
tahun  1992. 

Sementara  itu,  pinjaman  komersial  yang 
terlalu  besar  dapat  menimbulkan  kesulitan 
bagi  pengendalian  moneter  dan  manajemen 
hutang  luar  negeri  di  negara  peminjam.  Pe- 
masukan  pinjaman  komersil  yang  membeng- 
kak  menghadapkan  Bank  Sentral  pada  dua 
pilihan  yang  serba  sulit.  Pilihan  itu  adalah 
menambah  jumlah  uang  beredar  atau  me- 
nguatkan  nilai  mata  uang  nasional.  Semen- 
tara itu,  tekanan  pada  neraca  pembayaran 
menjadi  semakin  meningkat  pada  saat  pem- 
bayaran kembali  hutang  jangka  pendek  itu. 
Tekanan  tersebut  semakin  besar  jika  pin- 
jaman luar  negeri  jangka  pendek  tidak  se- 
gera  dapat  menyumbang  pada  peningkatan 
efisiensi  ekonomi  nasional  maupun  pada  pe- 
ningkatan ekspor.  Hal  seperti  ini  dialami 
oleh  Korea  Selatan  dalam  awal  dekade  1980- 
an  maupun  oleh  Indonesia  sejak  tahun  1989. 

Sistem  Perdagangan  Internasional 

Informasi  yang  tersedia  menunjukkan 
bahwa  Putaran  Uruguay  hanya  mampu 
menghasilkan  kesepakatan  untuk  rpem- 
pertahankan  stabilitas  sistem  perdagang- 
an internasional  yang  berlaku  dewasa  ini. 
MEE  dan  Jepang  akan  bertahan  pada  po- 
sisi  semula  untuk  mengurangi  secara  ber- 
tahap  akan  hambatan  perdagangan  dan  sub- 
sidi  pada  produk-produk  sektor  pertanian. 
Hambatan  perdagangan  atas  produk-produk 
pertanian,  mungkin,  akan  digantikan  dari 
sistem  kuota  dengan  sistem  tarif.  Namun, 
tingkat  bea  masuk  impor  yang  masih  sangat 


tinggi  (sekitar  600-700%),  membuat  tidak 
adanya  perbedaan  yang  menyolok  antara 
kedua  cara  proteksi  itu.  Ini  mencerminkan 
bahwa  Uruguay  Round  belum  berhasil  un- 
tuk semakin  mengurangi  proteksi,  bilateral- 
isme  dan  regionalisme  dalam  sistem  perda- 
gangan internasional. 

Proteksi  yang  semakin  meningkat  dalam 
dekade  1970-an  dan  1980-an  adalah  teruta- 
ma  ditujukan  bagi  impor  dari  negara-negara 
Asia,  termasuk  ASEAN.  Peningkatan  pro- 
teksi itu  menggunakan  berbagai  instrumen 
nontarif  yang  nontransparan.  Sementara 
itu,  regionalisme  yang  terpenting  untuk  di- 
perhatikan  adalah  pasar  bersama  MEE  dan 
blok  perdagangan  NAFTA  yang  merupakan 
pasar  terpenting  bagi  ekspor  komoditi  non- 
migas  Indonesia  dan  ASEAN.  Bagaimana 
bentuk  kebijakan  perdagangan  di  kedua 
pasar  terpenting  itu  pada  tahun  1992,  belum 
jelas  hingga  kini. 

Menurut  dugaan,  negara-negara  maju  di 
MEE  akan  memberikan  konsesi  kepada  ne- 
gara-negara yang  kurang  maju  seperti  Italia 
Selatan,  Yunani,  Portugal,  Spanyol  dan  Ir- 
landia.  Demikian  pula  dengan  konsesi  Cana- 
da dan  Amerika  Serikat  kepada  Mexico  da- 
lam rangka  NAFTA.  Dugaan  akan  adanya 
konsesi  di  MEE  semakin  beralasan  karena 
adanya  permintaan  penundaan  keikutserta- 
an  penuh  negara-negara  terbelakang  terse- 
but dalam  EMS.  Keikutsertaan  mereka  da- 
lam EMS  akan  meningkatkan  tingkat  upah 
di  negara-negara  terbelakang  itu  dan  mem- 
batasi  kemampuan  mereka  menggunakan 
kebijaksanaan  kurs  untuk  mempengaruhi 
daya  saing  komoditi  ekspor. 

Sementara  itu,  MEE  juga  akan  memberi- 
kan konsesi  perdagangan  pada  negara-nega- 
ra Eropa  Timur  sebagai  bagian  dari  kebi- 
jaksanaan mereka  untuk  membantu  pro- 
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gram  stabilitas  dan  rehabilitas  ekonomi 
negara-negara  tersebut.  Tanpa  konsesi 
seperti  itu  akan  terjadi  migrasi  tenaga  kerja 
secara  besar-besaran  dari  bekas  negara- 
negara  komunis  ke  Eropa  Barat  yang  dido- 
rong  oleh  alasan  ekonomi.  Komoditi  eko- 
nomi negara-negara  terbelakang  di  MEE 
maupun  dari  bekas  negara-negara  komunis 
adalah  merupakan  substitut  komoditi  eks- 
por  dari  negara  ASEAN.  Dengan  demikian, 
konsesi-konsesi  perdagangan  seperti  ini  akan 
meningkatkan  tembok  proteksi  di  MEE  se- 
hingga  mengurangi  akses  ekspor  nonmigas 
dari  negara-negara  ASEAN. 

Bentuk  Kerja  Sama  Ekonomi 
ASEAN 

Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, 
ASEAN  tidak  mungkin  untuk  membentuk 
suatu  pasar  bersama,  seperti  MEE,  ataupun 
blok  ekonomi  yang  bersifat  inward-looking, 
seperti  NAFTA.  Namun  demikian,  ASEAN 
dapat  melakukan  kerja  sama  ekonomi  yang 
bersifat  outward-looking.  Tujuan  kerja 
sama  regional  itu  adalah  untuk  meningkat- 
kan efisiensi  ekonomi  bersama  dan  merang- 
sang  spesialisasi  serta  pembagian  pekerjaan 
antar  negara  yang  sebenarnya  telah  dimulai 
oleh  investasi  modal  swasta. 

Melalui  kerja  sama  regional,  negara- 
negara  ASEAN  dapat  mengkoordinasikan 
proses  deregulasi  ekonomi  nasional,  koor- 
dinasi  penurunan  tarif  bea  masuk  maupun 
kbordinasi  peniadaan  berbagai  ketentuan 
lainnya  yang  menghambat  lalu  lintas  modal, 
tenaga  kerja  serta  perdagangan  antar  nega- 
ra. Selain  dari  tarif  bea  masuk  maupun 
quota  impor,  banyak  sekali  ketentuan-keten- 
tuan  teknis  yang  menghambat  lalu  lintas  hu- 
bungan  ekonomi  antar  negara.  Peniadaan 
hambatan-hambatan  nontarif  itu  memerlu- 


kan  harmonisasi  kebijaksanaan  di  dalam  ne- 
geri,  seperti  standar  industri,  pengaturan  in- 
vestasi maupun  perpajakan.  Contoh  yang 
realistis  adalah  harmonisasi  bentuk  formulir 
bea  cukai  maupun  mempercepat  proses  pe- 
meriksaan  imigrasi  ataupun  menyempurna- 
kan  standar  industri. 

Untuk  mempermudah  koordinasi  dan 
harmonisasi  masalah-masalah  teknis  terse- 
but, staf  Sekretariat  ASEAN  maupun  komi- 
te-komite  ASEAN  perlu  diperkuat  dengan 
menarik  tenaga-tenaga  profesional.  Sekreta- 
riat ASEAN  dan  komite-komite  seyogyanya 
dapat  melakukan  analisa  untuk  mengidenti- 
fikasikan  masalah  sebagai  bahan  pertim- 
bangan  bagi  pengambil  keputusan.  Analisa- 
analisa  teknis  seperti  itu  sebaiknya  dilaku- 
kan  oleh  tenaga  profesional  yang  mengeta- 
hui  masalahnya  secara  mendalam,  dan  bu- 
kan  oleh  para  diplomat  ataupun  oleh  bi- 
rokrat. 


Kesimpulan 

ASEAN  tidak  mungkin  untuk  memben- 
tuk pasar  bersama  yang  bersifat  inward 
looking.  Namun  demikian,  dalam  batas- 
batas  tertentu,  negara-negara  ASEAN  dapat 
meningkatkan  kerja  sama  ekonomi  untuk  se- 
makin  memperbaiki  iklim  investasi  di  ma- 
sing-masing  negara  anggota.  Tujuan  kerja 
sama  tersebut  adalah  untuk  menstimulir 
pembagian  kerja  dan  spesialisasi  produksi 
antarnegara  anggota,  yang  sebenarnya  telah 
mulai  dirintis  oleh  penanaman  modal  swas- 
ta. 

Melihat  perbedaan  tingkat  industrialisasi 
di  negara-negara  anggota,  diharapkan  akan 
adanya  peningkatan  kemakmuran  ekonomi 
bersama  dari  kerja  sama  ekonomi  seperti 
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itu.  Peningkatan  kemakmuran  ekonomi  ber- 
sama  itu  adalah  bersumber  dari  peningkatan 
lalu  lintas  perdagangan  barang-barang  mau- 
pun  jasa-jasa  serta  faktor-faktor  produksi, 
eksploitasi  skala  ekonomi  dan  dampak  efi- 
siensi.  Penurunan  biaya  produksi  melalui 
kerja  sama  ekonomi  seperti  itu  akan  mening- 
katkan  daya  saing  negara-negara  ASEAN  di 
pasar  internasional.  Peningkatan  efisiensi 
sekaligus  meningkatkan  daya  tarik  kawasan 


ini  bagi  penanaman  modal  swasta. 

Untuk  mewujudkan  kerja  sama  ekonomi 
regional  itu,  orientasi  Sekretariat  dan 
Komite-komite  ASEAN  perlu  diubah  dan 
personilnya  perlu  diperkuat  dengan  tenaga- 
tenaga  profesional.  Personil  yang  profesio- 
nal  itu  diperlukan  untuk  menyusun  agenda 
serta  menyiapkan  analisa  bagi  pengambil  ke- 
putusan. 
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Suhadi  Mangkusuwondo 


Ringkasan 


KENDATIPUN  ada  kemungkinan 
terjadi  kemunduran-kemunduran, 
seperti  resesi  ekonomi  dunia  yang 
serius  akibat  tingginya  harga  minyak  bumi 
setelah  penyerbuan  Kuwait  oleh  tentara 
Irak,  yang  diperburuk  oleh  gagalnya  perun- 
dingan  dagang  GATT-Putaran  Uruguay, 
tampaknya  pasti  bahwa  proses  globalisasi 
perekonomian  dunia  tak  terelakkan.  Tidak 
ada  suatu  negara  atau  kelompok  negara  pun 
dapat  lepas  dari  perkembangan  menuju  sa- 
ling  ketergantungan  ekonomi  yang  semakin 
besar  dan  karena  itu  semuanya  harus  menye- 
suaikan  kebijaksanaan  nasionalnya. 

Dalam  kerangka  trend  besar  itu,  ASEAN 
seharusnya  mengubah  tekanan  strateginya, 
yang  sejauh  ini  didasarkan  pada  pemikiran 
dan  tujuan  kemandirian  kolektif  (collective 

♦Diterjemahkan  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  tiari 
makalah  Suhadi  Mangkusuwondo  yang  disampaikan 
dalam  Konferensi  Malaysia- Indonesia  II  di  Hotel  Rasa 
Sayang,  Penang  tanggal  11-14  Desember  1990. 


self-reliance).  Dalam  strategi  ini  ASEAN  te- 
lah  mencoba,  tanpa  sukses,  menghimpun  ke- 
kuatan  sumber  dayanya  dan  saling  berbagi 
pasar  dengan  maksud  mendapatkan  keman- 
dirian yang  lebih  besar  agar  dapat  lebih  baik 
menghadapi  ancaman-ancaman  dari  luar, 
seperti  ancaman  proteksionisme  dan  praktek 
dagang  yang  bersifat  diskriminatif  dari  ne- 
gara industri  maju. 

Strategi  ASEAN  bertahun-tahun  selama 
ini  harus  diubah  menuju  usaha  bersama  un- 
tuk  memperoleh  keuntungan  maksimal  dari 
proses  globalisasi  ekonomi  dunia.  Penghim- 
punan'  sumber  daya  dan  saling  berbagai 
pasaran  harus  dilihat  dalam  rangka  untuk 
mendapatkan  keuntungan  yang  demikian 
itu. 

Dengan  strategi  semacam  itu  sukses  atau 
kegagalan  kerja  sama  ekonomi  ASEAN  se- 
harusnya tidak  lagi  dinilai  dengan  lebih  pe- 
sat  berkembang  atau  tidak  perdagangan  dan 
investasi  intra-ASEAN  dibandingkan 
dengan  perdagangan  dan  investasinya  de- 
ngan negara  luar  ASEAN,  melainkan  diukur 
dengan  keberhasilan  ASEAN  secara  bersa- 
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ma-sama  memelihara  laju  pertumbuhan  eko 
nominya  yang  pesat  dan  meningkatkan  pe- 
ran  dan  pengaruhnya  pada  perekonomian 
dunia. 


Performa  di  Bidang  Kerja  Sama 
Ekonomi 

Para  pengamat  dan  pejabat  ASEAN 
tampaknya  sependapat  bahwa  selama  lebih 
dari  20  tahun  kerja  sama  ASEAN  prestasi 
yang  telah  dicapainya  terutama  adalah  da- 
Iam  bidang  politik.  Kerja  sama  ekonomi  se- 
jauh  ini  baru  menunjukkan  sedikit  hasil- 
hasil  yang  nyata.  Bahkan  walaupun  dalam 
ketentuan  perdagangan  preferensial  ASEAN 
(ASEAN  PTA)  makin  lama  semakin  banyak 
ditambahkan  barang  dalam  daftar  komoditi 
yang  mendapatkan  keringanan  pajak  impor, 
dan  bahkan  meskipun  margin  preferensi  te- 
lah diperbesar  secara  bertahap,  belum  ada 
bukti  mengenai  dampaknya  pada  perda- 
gangan antarnegara  di  ASEAN.  Diantara 
negara-negara  anggota  ASEAN  pada  umum- 
nya  perdagangan  telah  mengalami  perluas- 
an,  tetapi  perdagangan  antarnegara  ASEAN 
sebagai  bagian  dari  seluruh  perdagangannya 
ternyata  sedikit  menurun  selama  5  tahun 
terakhir. 

Angka-angka  yang  terpapar  dalam  Tabel 
1  memperlihatkan  bahwa  di  semua  negara 
ASEAN  perdagangan  dengan  anggota 
ASEAN  sebagai  persentase  dari  seluruh  per- 
dagangannya antara  tahun  1984  dan  1989 
telah  menurun  (Singapura  tidak  disebutkan 
dalam  tabel  karena  IMF:  Direction  of  Trade 
Statistics  tidak  mencantumkan  angka  ekspor 
dan  Singapura  dengan  Indonesia.  Brunai 
Darussalam  juga  tidak  disebut  karena  data- 
nya  tidak  lengkap).  Selama  periode  itu  Ma- 
laysia telah  meningkatkan  ekspornya  ke  ne- 


gara-negara ASEAN  secara  berarti  (dari 
US$4,406  juta  menjadi  US$6,385  juta),  te- 
tapi dalam  persentase  dari  seluruh  ekspor 
Malaysia  telah  menurun  dari  26,6%  menjadi 
25,5%.  Begitu  pula,  ekspor  Thailand  ke  ne- 
gara-negara ASEAN  telah  meningkat  lebih 
dari  duakali  lipat  (dari  US$1,030  juta  dalam 
tahun  1984  menjadi  US$2,301  juta  dalam  ta- 
hun 1989),  tetapi  dalam  persentase  dari  kese- 
luruhan  ekspornya  menurun  dari  13,9% 
menjadi  11,5%.  Dalam  hal  impor  pun  ter- 
jadi  hal  yang  sama.  Semuanya  ini  telah  ber- 
langsung  kendatipun  ada  pengaturan  dagang 
preferensial  diantara  ASEAN. 

Meskipun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa 
selama  dekade  terakhir  telah  ada  perubahan 
yang  jelas  dalam  struktur  ekspor  dan  impor 
ASEAN.  Bagian  dari  produk  manufaktur 
dalam  perdagangan  antarnegara  ASEAN  se- 
cara pasti  telah  meningkat.  Jika  pada  masa 
lalu  perdagangan  terutama  terdiri  dari  ba- 
han-bahan  mentah,  maka  sekarang  manu- 
faktur merupakan  bagian  yang  lebih  besar; 
ini  mencerminkan  telah  terjadinya  perubah- 
an   struktur   ekonomi    di  negara-negara 
ASEAN.  Industrialisasi  yang  pesat  telah  ber- 
langsung  di  negara-negara  ini,  sehingga  me- 
nyebabkan  berubahnya  struktur  ekspor  dan 
impor.  Apa  yang  dipaparkan  Tabel  3  me- 
nunjukkan perubahan  struktur  ekspor  dan 
impor   Indonesia   dengan  negara-negara 
ASEAN  lainnya  selama  dekade  terakhir.  Ba- 
gian dari  produk  manufaktur  dalam  ekspor 
pada  tahun  1979  baru  14,9%,  sepuluh  tahun 
kemudian  telah  mencapai  48,8%.  Begitu 
pula,  impor  Indonesia  dari  negara-negara 
ASEAN  pada  tahun  1979  hanya  23,7%  yang 
berupa  manufaktur,  tetapi  sepuluh  tahun 
kemudian  meningkat  menjadi  49,4%.  Peru- 
bahan yang  serupa  dapat  diamati  pula  pada 
negara-negara  ASEAN  yang  lain.  Maka 
tidak  benar  lagi  kalau  dikatakan  bahwa  ne- 
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Tabel  1 


PANGS  A  PERDAGANGAN  INTRA-ASEAN 
(dalam  Juta  US$) 


Indonesia 


Dunia 

ASEAN 

Pangsanya 


Ekspor 


1984 


1989 


21.881 
2.448 
11,4% 


21.936 
2.408 
11,0% 


Impor 


1984 


13.880 
1.947 
14,0% 


1989 


16.467 
1.682 
10,2% 


Malaysia 


Dunia 

ASEAN 

Pangsanya 


16.563 
4.406 
26,6% 


25.049 
6.385 
25,5% 


14.057 
2.735 
19,5% 


22.588 
4.243 
18,8% 


Filipina 


Dunia 

ASEAN 

Pangsanya 


5.343 
517 
9,7% 


7.754 
529 
6,8% 


6.262 
780 
12,5% 


11.165 
1.121 
10,0% 


Thailand 


Dunia 

ASEAN 

Pangsanya 


7.414 
1.030 
13,9% 


20.028 
2.301 
11,5% 


10.415 
1.643 
15,8% 


25.296 
2.959 
11,7% 


Sumber:  JMF,  Direction  of  Trade  Statistics,  1990 


Tabel  2 


INDONESIA:  PANGSA  PERDAGANGANNYA  DENGAN  ASEAN 

(dalam  Juta  USS) 


1979 

1984 

1989 

Ekspor: 

Dunia 

15.590 

21.888 

22.159 

ASEAN 

2.229 

2.487 

2.429 

Pangsanya 

14,3% 

11,4% 

11,0% 

Impor: 

Dunia 

7.203 

13.882 

16.360 

ASEAN 

839 

1.948 

1.765 

Pangsanya 

11,7% 

14,0% 

10,8% 

Sumber:    Biro  Pusat  Statistik,  Jakarta. 
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Tabel  3 


INDONESIA:  PANGSA  PERDAGANGAN  MANUFAKTUR  DENGAN  ASEAN 

(dalam  Juta  US$) 


1979 

1984 

1989 

Ekspor: 

Jumlah 
Manufaktur 
Pangsanya 

2.229 
332 
14,9% 

2.487 
710 
28,6% 

2.429 
1.186 
48,8% 

Impor: 

Jumlah 
Manufaktur 
Pangsanya 

838 
199 
23,7% 

1.948 
559 
28,7% 

1.765 
872 
49,4% 

Sumber:    Biro  Pusat  Statistik,  Jakarta. 


gara-negara  ASEAN  menghasilkan  komodi- 
tas  yang  sama  dan  karena  itu  di  pasaran  du- 
nia  menjadi  pesaing  satu  sama  lain,  sehingga 
peluangnya  hanya  kecil  sekali  untuk  perda- 
gangan  antarnegara  ASEAN.  Sejalan  de- 
ngan  perkembangan  ekonomi  ASEAN,  pe- 
iuang  untuk  saling  melengkapi  diantara 
negara-negara  itu  meluas,  khususnya  dalam 
produk  manufaktur,  yang  membuka  pe- 
luang  untuk  semakin  meningkatnya  per- 
dagangan  antarnegara  ASEAN  di  masa  men- 
datang. 

Banyak  mata  dagangan  ekspor  baru  me- 
rupakan  produk  dari  penanaman  modal 
asing  yang  berasal  dari  Jepang  dan  NIB  Asia 
Timur.  Relokasi  industri  dari  Asia  Timur  ke 
ASEAN  telah  mulai  dalam  tahun  1960-an. 
Akan  tetapi,  sementara  pada  awalnya  indus- 
tri-industri  yang  direlokasi  kebanyakan 
memproduksikan  mata  dagangan  bernilai 


dan  berteknologi  rendah  (seperti  pakaian 
dan  alas  kaki),  dan  direlokasikan  ke  ASEAN 
karena  potensi  pasar  negara  tuan  rumah 
maupun  karena  pembatasan  kuota  yang  di- 
hadapi  oleh  NIB  di  pasar  utama  AS  dan  ME, 
maka  investasi  baru  tahun  1980-an  mengha- 
silkan produk-produk  yang  lebih  canggih, 
seperti  monitor  komputer,  key  board  kompu- 
ter,  dan  suplai  energi  yang  umumnya  diorien- 
tasikan  ekspor,  memasok  barang-barang  un- 
tuk pasar  ketiga,  termasuk  pasaran  AS,  ME, 
Jepang  dan  NIB  Asia  sendiri.  Investasi  yang 
datang  dari  Jepang  dan  NIB  Asia  telah  sa- 
ngat  meningkat  selama  tiga  atau  empat  ta- 
hun terakhir,  yang  menjamin  bahwa  ekpor 
manufaktur  ASEAN  akan  terus  tumbuh  de- 
ngan  pesat  dalam  beberapa  tahun  menda- 
tang.  Menarik  untuk  diperhatikan  bahwa 
akses  pada  tenaga  kerja  yang  murah  dan 
sumber  daya  alam  telah  disebut  oleh  para  in- 
vestor sebagai   faktor  yang  menarik  di 
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ASEAN,  tetapi  tidak  disebut-sebut  ASEAN- 
PTA  sebagai  faktor  daya  tarik  yang  menye- 
babkan  para  penanam  modal  memilih 
ASEAN  sebagai  lokasinya. 

Semuanya  ini  tidak  berarti  bahwa  para 
pejabat  ASEAN  telah  gagal  melaksanakan 
pekerjaan  rumah  mereka.  Mereka  telah  be- 
kerja  amat  keras  untuk  membuahkan  hasil, 
tetapi  mereka  seringkali  dihambat  oleh  man- 
dat  yang  diberikan  oleh  pemerintah  mereka 
masing-masing.  Hal  yang  paling  mengecewa- 
kan  ialah  kalau,  setelah  perundingan  yang 
panjang  dan  sulit,  pejabat-pejabat  itu  sam- 
pai  pada  usul-usul  yang  mereka  pandang  se- 
bagai berarti  dan  bahkan  "berani  dan  ino- 
vatif",  tetapi  lalu  pihak-pihak  luar  yang 
membaca  laporan-laporan  yang  berasal  dari 
pertemuan  ASEAN  kemudian  memandang 
hasil-hasil  itu  sebagai  terlalu  kecil,  dan  me- 
ragukan   tehtang   implementasinya,  dan 
karena  itu  bersikap  skeptis  terhadap  ke- 
mungkinan  dampaknya  bagi  kerja  sama 
ekonomi  antarnegara  ASEAN.  Akan  tetapi, 
penilaian  yang  jujur  tentang  penampilan 
ASEAN  telah  menyebabkan  banyak  orang 
berkesimpulan  bahwa  tidak  banyak  yang 
telah  dicapai  sejauh  ini.  Bahkan  para  peja- 
bat pemerintahan  pun  seringkali  sampai 
pada  kesimpulan  yang  sama.  Misalnya,  Pre- 
siden  Soeharto  dalam  pidatonya  pada  pem- 
bukaan  Pertemuan  Menteri-menteri  Eko- 
nomi ASEAN  yang  lalu  (pertemuan  AEM 
ke-22)  di  Bali  secara  implisit  mengakui  itu 
ketika  beliau  mengatakan  bahwa  dirasa 
perlu  untuk  "menciptakan  suatu  kerja  sama 
ekonomi  yang  lebih  berarti  dan  lebih  efektif 
antar  negara-negara  ASEAN". 

Bukti  selama  ini  menunjukkan  bahwa 
perdagangan  antarnegara  ASEAN  meluas, 
tetapi  hal  itu  sebagai  bagian  dari  perluasan 
keseluruhan  perdagangan  yang  telah  berha- 
sil  dicapai  oleh  setiap  negara  ASEAN  mela- 


lui  kebijaksanaan  nasional  mereka  masing- 
masing.  Jika  perdagangan  secara  keseluruh- 
an terus  meluas,  dapat  diharapkan  perda- 
gangan antarnegara  ASEAN  juga  akan  me- 
ningkat,  apakah  ada  pengaturan  dagang  pre- 
ferensial  ASEAN  ataupun  tidak. 

Kebutuhan  akan  Pendekatan  Baru 

Para  pejabat  ASEAN  sangat  menyadari 
adanya  perubahan-perubahan  mendasar 
yang  telah  terjadi  dalam  arena  politik  dan 
ekonomi  dunia.  Pada  umumnya  ada  kesa- 
daran  bahwa  walaupun  ada  ketegangan  di 
Teluk  Persia  setelah  penyerbuan  tentara  Irak 
ke  Kuwait,  dan  bahkan  meskjpun  tidak  ada 
kepastian  mengenai  hasil  dari  percobaan 
menuju  pembaruan  politik  dan  ekonomi  di 
Uni  Soviet  dan  Eropa  Timur,  namun  trend 
umum  dalam  perkembangan  global  tampak- 
nya  bergerak  menuju  berkuranghya  konflik 
politik  dan  militer. 

Pada  dasarnya,  ASEAN  lebih  dari  20 
tahun  yang  lalu  diciptakan  untuk  mengu- 
rangi  bahaya  konflik- konflik  potensial,  khu- 
susnya  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Seka- 
rang,  dengan  pfospek  nyata  terpecahkannya 
masalah  Kamboja  dan  pemulihan  hubungan 
Korea  Utara  dan  Selatan,  maka  bahaya 
konflik-konflik  bersenjata  tampaknya  me- 
nyurut.  Sementara  itu,  Indonesia  telah  me- 
mulihkan  dan  Singapura  memulai  hubungan 
diplomatik  dengan  Republik  Rakyat  Cina, 
dan  Presiden  Soeharto  pada  awal  bulan 
November  1990  telah  melakukan  kunjungan 
resmi  ke  Vietnam.  Dengan  adanya  suasana 
baru  seperti  itu,  di  mana  prospek  perdamai- 
an  dan  stabilitas  jauh  lebih  cerah,  tumbuh- 
lah  perasaan  bahwa  keberadaan  ASEAN 
perlu  diberikan  landasan  yang  lebih  kuat. 
Hal  ini  juga  dirasakan  dalam  bidang  kerja 
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sama  ekonomi. 

Banyak  usaha  telah  ditempuh  oleh  para 
pejabat  ASEAN  selama  bertahun-tahun  un- 
tuk  memunculkan  ide-ide  baru  dan  pende- 
katan-pendekatan  baru  menuju  kerja  sama 
ekonomi  ASEAN.  Usaha  terbaru  dilakukan 
pada  Pertemuan  Menteri-menteri  Ekonomi 
(AEM)  ASEAN  ke-22,  yang  dilakukan  di 
Bali  pada  tanggal  29-30  Oktober  1990.  Pada 
pertemuan  itu  Indonesia,  melalui  menteri  in- 
dustrinya  Ir.  Hartarto,  mengusulkan  suatu 
pendekatan  baru,  yang  didasarkan  atas  pe- 
ngalaman  Indonesia  sendiri  dalam  mengem- 
bangkan  industrinya.  Kerja  sama  ASEAN 
seharusnya  tidak  dimulai  dengan  liberalisasi 
perdagangan,  melainkan  dengan  memberi- 
kan  tekanan  pada  kerja  sama  dalam  pem- 
bangunan  industri  serta  investasi.  Industri- 
industri  tertentu  yang  mengolah  bahan  men- 
tah  yang  tersedia  di  kawasan  ini  sebaiknya 
dipilih  dan  dikembangkan  secara  bersama, 
dengan  partisipasi  substansial  dari  sektor 
swasta.  Industri-industri  ini  hendaknya  me- 
nikmati  akses  preferensial  ke  dalam  pasar 
ASEAN,  dengan  tujuan  akhirnya  adalah  be- 
bas  mengalirnya  produk-produk  itu  di  da- 
lam ASEAN.  Secara  bertahap,  makin  lama 
semakin  banyak  produk  dapat  dimasukkan 
dalam  skema  ini,  sehingga  akhirnya  kelak 
bagian  yang  substansial  dari  produk  indus- 
trial  dapat   bergerak   bebas  di  kawasan 
ASEAN  ini. 

Gagasan  membebaskan  arus  barang  dan 
investasi  secara  sektoral  ini  barangkali  tidak 
seluruhnya  baru,  karena  suatu  pendekatan 
sektoral  menuju  liberalisasi  perdagangan 
adalah  satu  dari  pilihan-pilihan  yang  pernah 
diperbincangkan  dalam  perundingan-perun- 
dingan  sebelumnya.  Tetapi  gagasan  In- 
donesia, yang  biasanya  dipandang  seba- 
gai  negara  yang  paling  inward-looking  dian- 
tara  anggota-anggota  ASEAN  ini,  dapat 


dilihat  sebagai  suatu  terobosan.  Meskipun 
demikian,  sebagai  satu  kritik  terhadap  ga- 
gasan ini,  implementasinya  masih  akan  tidak 
praktis  dan  menghabiskan  waktu  berdasar- 
kan  pengalaman  masa  lalu.  Usui  itu  adalah 
untuk  mempromosikan  industri-industri 
yang  berbasiskan  sumber  daya  alam,  di 
mana  negara  yang  miskin  sumber  daya  alam 
seperti  Singapura  atau  Brunei  mungkin  tidak 
akan  tertarik.  Premis  dasarnya  ialah  bahwa 
ASEAN  memiliki  keunggulan  komparatif 
natural  dalam  memproses  bahan-bahan 
mentah.  Akan  tetapi,  bahkan  Thailand,  pili- 
pina,  Malaysia  dan  Indonesia  pun  mungkin 
tidak  mudah  menyetujui  industri-industri 
mana  yang  seharusnya  dimasukkan  dalam 
skema  ini.  AEM  ke-22  menyebutkan  semen, 
pupuk  dan  pulp  sebagai  produk  permulaan 
untuk  skema  ini,  tetapi  implementasinya 
mungkin  membutuhkan  waktu,  dan  perun- 
dingannya  secara  detail  atas  apa  yang  diren- 
canakan  mungkin  akan  berjalan  lamban  se- 
lama bertahun-tahun.  Disamping  itu,  dari 
usul  itu  tidak  jelas  apakah  tujuan  akhirnya 
adalah  untuk  mengembangkan  industri- 
industri  untuk  memenuhi  keperluan  pasar 
ASEAN,  ataukah  dimaksudkan  untuk  dieks- 
por  ke  pasar  internasional.  Jikalau  akhirnya 
akan  gagal  karena  daya  serap  pasar  ini  ter- 
lalu  terbatas.  Oleh  sebab  itu,  agar  skema  ini 
bisa  berhasil,  ia  harus  diorientasikan  ke  luar 
(outward-oriented).  Dalam  hal  ini  perlakuan 
preferensial  hendaknya  bersifat  sementara, 
yang  dibutuhkan  hanya  untuk  pengembang- 
an  industri  yang  masih  "balita",  tetapi 
dalam  hal  ini  secara  regional  dan  bukan  na- 
sional. 

Masalah  lain  yang  berhubungan  dengan 
itu  adalah  bahwa  jika  tujuan  akhirnya  untuk 
memungkinkan  bebas  bergeraknya  barang 
dan  investasi,  walaupun  atas  dasar  sektoral 
yang  selektif,  apakah  itu  tidak  membutuh- 
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kan  basis  institusional  atau  legal  yang  lebih 
kuat?  Sehubungan  dengan  itu  layak  diperha- 
tikan  bahwa  AEM,  dan  AMM  sebelumnya, 
telah  sepakat  untuk  mengkaji  lebih  jauh  usul 
yang  diajukan  Filipina  mengenai  kemung- 
kinan  mengadakan  Perjanjian  Ekonomi 
ASEAN  (ASEAN  Economic  Treaty).  Suatu 
perjanjian  yang  secara  hukum  mengikat  ne- 
gara-negara  anggota  mungkin  perlu  sebagai 
prasyarat  bagi  jalinan  ekonomi  yang  kuat, 
dan  tentunya  tak  terelakkan  jika  yang  di- 
inginkan  akhirnya  ialah  integrasi  dari  eko- 
nomi ASEAN. 

Pendekatan  sektoral  menuju  kerja  sama 
ekonomi  ASEAN  yang  lebih  erat  memang 
bukanlah  masalah  substantif  satu-satunya 
yang  didiskusikan  dalam  pertemuan  AEM. 
Sesunggqhnya  sejumlah  keputusan  telah  di- 
ambil,  antara  lain: 

-  menggunakan  segi  tiga  pertumbuhan  an- 
tara wilayah  Malaysia,  Singapura  dan  In- 
donesia sebagai  suatu  model  untuk  mem- 
perkuat  kerja  sama  ekonomi; 

-  menyetujui  pembangunan  Proyek  Tam- 
bang  Potasium  ASEAN  di  Thailand  yang 
berkapasitas  satu  juta  ton  setahun; 

-  menyetujui  produk-produk  tambahan  se- 
bagai produk  AIJV; 

-  menetapkan  tarif  preferensial  bersama 
yang  efektif  atas  proyek-proyek  AIJV  an- 
tara negara-negara  yang  berpartisipasi; 

-  menetapkan  tarif  preferensial  bersama 
yang  efektif  atas  produk-produk  terpilih: 
semen,  pupuk,  pulp; 

-  memperbesar  lebih  lanjut  margin  preferen- 
si  sampai  75%  untuk  mata  dagangan  yang 
lama  dan  sampai  50%  untuk  mata  da- 
gangan yang  lama  dan  sampai  50%  untuk 
mata  dagangan  baru; 

-  mengurangi  mata  dagangan  yang  ada  da- 
lam daftar  perkecualian  hingga  5%; 


-  mengurangi  syarat  produk  kandungan 
ASEAN  dari  50%  menjadi  35%  untuk  21 
produk  kimia. 

Dan  lagi,  dengan  rasa  puas  AEM  menyata- 
kan  tercapainya  kemajuan  dalam  penyiapan 
Tahun  Kunjungan  ASEAN  1992,  dan  penye- 
lesaian  Jaringan  Kabel  Serat  Optik  Bawah- 
laut. 

Orang  tidak  dapat  menganggap  remeh 
persetujuan-persetujuan  ini  sebagai  tak  ber- 
arti  karena  sebenarnya  semuanya  itu  amat 
berarti.  Jikalau  ASEAN  terus-menerus  ber- 
gerak  ke  arah  yang  sekarang,  meskipun  se- 
tiap  kali  berupa  langkah-langkah  kecil,  se- 
sungguhnya pada  akhirnya  akan  sampai 
juga  pada  tujuan  yang  ditetapkan,  yaitu  ker- 
ja sama  ekonomi  yang  lebih  erat,  atau  bah- 
kan  suatu  kawasan  perdagangan  bebas  atau 
suatu  kesatuan  bea  cukai  dan  akhirnya  suatu 
pasar  bersama.  Masalahnya  adalah  berda- 
sarkan  pengalaman  selama  ini,  jika  ASEAN 
terperangkap  pada  metode  dan  cara  kerja 
sama  yang  sekarang,  maka  akan  diperlukan 
waktu  lama  untuk  mengimplementasikan  se- 
muanya yang  telah  disetujui,  dan  timbul  per- 
tanyaan  apakah  ASEAN  mau  menanti  demi- 
kian  lamanya  dan  tidak  ditinggalkan  oleh 
perubahan-perubahan  dunia  yang  cepat. 

Itu  merupakan  satu  alasan  mengapa  ba- 
nyak  orang  berpendapat  bahwa  apa  yang 
diperlukan  ASEAN  sekarang  adalah  suatu 
rangsangan  atau  dorongan  baru  yang  dapat 
menghasilkan  tindakan-tindakan  yang  "be- 
rani  dan  inovatif"  dan  membuat  ASEAN 
bergerak  lebih  cepat  menuju  arah  yang  di- 
inginkan.  Mantan  Menteri  Luar  Negeri 
Singapura,  Rajaratnam,  selama  pertemuan 
meja  bundar  ASEAN  keempat  yang  dise- 
lenggarakan  oleh  Institute  of  Southeast 
Asian  Studies  di  Singapura  awal  tahun  ini 
menyatakan  bahwa  kekhawatiran  bersama- 
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lah    yang    menyebabkan  berhimpunnya 
ASEAN,  yaitu  ketakutan  akan  komunisme 
ketika  tentara  AS  mundur  dari  Vietnam.  Le- 
bih  lanjut  dikatakannya  bahwa  ASEAN  me- 
rupakan  suatu  organisasi  tanpa  tujuan,  dan 
bahwa  ketakutan  bersamalah  yang  pada 
pokoknya  menghimpun  ASEAN  selama  10 
tahun  yang  pertama.  Sekarang  dengan  hi- 
langnya  ketakutan  itu,  maka  ASEAN  harus 
mendapatkan  suatu  fokus  baru  untuk  mem- 
pertahankan  kesatuannya.  Mantan  Menteri 
Luar  Negeri  Indonesia,  Mochtar  Kusumaat- 
madja,  pada  pertemuan  yang  sama  juga  me- 
ngatakan  bahwa  harus  ada  suatu  persepsi 
tentang  ancaman  luar  yang  sama-sama  dira- 
sakan  oleh  semua  negara  ASEAN. 

Dalam  bidang  ekonomi  barangkali  masa- 
lahnya  tidak  segamblang  seperti  dalam  bi- 
dang politik.  Akan  tetapi,  di  sini  juga  dapat 
dikatakan  bahwa  salah  satu  motif  yang  men- 
dasari  kerja  sama  ekonomi  ASEAN  adalah 
untuk  menghadapi  ancaman  proteksionisme 
dan  praktek-praktek  diskriminatif  lain  dari 
negara-negara  industri  maju.  Dalam  suatu 
dunia  yang  didominasi  oleh  negara-negara 
industri  besar,  sangatlah  wajar  bagi  negara- 
negara  ASEAN  untuk  memikirkan  penghim- 
punan  sumber-sumber  daya  mereka  dan  sa- 
Iing  membagi  pasar  mereka  dalam  rangka 
menjadi  lebih  mandiri.  Gagasan  pengaturan 
dagang  preferensial  regional  ditelorkan  da- 
lam situasi  seperti  itu.  Sekarang,  lebih  dari 
20  tahun  kemudian,  banyak  hal  telah  beru- 
bah  baik  di  dalam  negara-negara  ASEAN 
sendiri  maupun  dalam  kancah  ekonomi  glo- 
bal. Di  sini,  sebagaimana  dalam  bidang  poli- 
tik, mungkin  dibutuhkan  suatu  renungan 
kembali  dalam  suasana  yang  telah  banyak 
berubah.    ASEAN    perlu  mendefinisikan 
kembali    tujuan-tujuan    ekonominya  dan 
prinsip-prinsip  maupun  metode  kerja  sama 
ekonomi  regionalnya. 


Berlinclak  Secara  Regional,  Telapi 
Berpikir  Secara  Global 

Salah  satu  kesepakatan  yang  dicapai  se- 
lama pertemuan  AEM  ke-22  adalah  mereko- 
mendasikan  untuk  mengadakan  Pertemuan 
Puncak  ASEAN  keempat  dalam  bulan  De- 
sember  1991  di  Singapura.  AEM  juga  me- 
nyetujui  agar  Pertemuan  Puncak  seyogya- 
nya  tampil  dengan  program-program  baru 
yang  bersifat  substantif  untuk  memperkuat 
lebih  lanjut  kerja  sama  ekonomi  ASEAN. 
Keputusan  ini  telah  menimbulkan  tekanan 
kepada  para  pejabat  dan  menteri-menteri 
untuk  segera  keluar  dengan  gagasan-gagasan 
yang  substansial  dan  untuk  menyiapkan  po- 
sition papers  dan  usul-usul  untuk  dipertim- 
bangkan  dan  disetujui  oleh  kepala-kepala 
pemerintahan.  Bagaimanapun  juga  kita  ti- 
dak dapat  meminta  para  kepala  pemerintah- 
an bertemu  tanpa  suatu  harapan  membuat 
keputusan  yang  penting.  Oleh  karena  itu, 
barangkali  sekaranglah  waktu  yang  baik  un- 
tuk melakukan  suatu  pemikiran  kembali  ten- 
tang kerja  sama  ekonomi  ASEAN. 

Satu  masalah  yang  membutuhkan  pemi- 
kiran kembali  adalah  mengenai  dasar  alasan 
kerja  sama  ekonomi  ASEAN.  Apakah  yang 
menjadi    tujuan    kerja   sama  ekonomi 
ASEAN?  Apakah  benar-benar  kita  memer- 
lukan  pengaturan  dagang  preferensial?  PTA 
ASEAN  diadakan  untuk  mendukung  indus- 
tri-industri  ASEAN  dengan  menyediakan 
pasar  yang  terjamin.  Pada  dasarnya  kebi- 
jakan  ini  berorientasi/4S£4A/-/>7vw/-af.-  pasar 
ASEAN  pertama-tama  diperuntukkan  bagi 
produk-produk  ASEAN,  dan  produk-pro- 
duk  asing  hanya  boleh  masuk  jika  ASEAN 
tidak    mampu   memenuhi  kebutuhannya. 
Ada  juga  suatu  kekhawatiran  bahwa  in- 
dustrialisasi  di  ASEAN  akan  dirintangi  oleh 
negara-negara  industri  maju  melalui  cara 
pemberlakuan  tarif  tinggi  mereka  yang  pro- 
tektif  maupun  hambatan  nontarif.  Oleh  se- 
bab  itu,  penting  sekali  bagi  ASEAN  untuk 
membina  ketahanan  diri  dan  jangan  terlalu 
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banyak  tergantung  pada  pasar  negara-nega- 
ra  ketiga. 

Kelemahan  mendasar  dari  alur  pandang- 
an  ini  ialah  pertama,  mengandaikan  bahwa 
setiap  negara  anggota  ASEAN  bersedia  ber- 
bagi  seluruh  pasar  dalam  negerinya  dengan 
negara  anggota  ASEAN  yang  lain,,  suatu 
asumsi  yang  terbukti  jauh  dari  realistis.  Me- 
mang  hal  ini  mungkin  berubah  bersama  per- 
kembangan  waktu.  Sangat  mungkin  terjadi 
bahwa  pada  suatu  waktu  di  masa  depan 
yang  tidak  terlalu  jauh,  masyarakat  di 
ASEAN  akan  dapat  menerima  gagasan  pem- 
bentukan  pasar  tunggal  di  ASEAN.  Akan 
tetapi,  untuk  saat  sekarang  setiap  negara 
ASEAN  berkeinginan  memperuntukkan 
pasar  dalam  negeri  mereka  bagi  produk  na- 
sionalnya  sendiri.  Kedua,  ukuran  pasar 
ASEAN  tidak  cukup  besar  untuk  menjamin 
pertumbuhan  sektor  industri  yang  efisien 
dan  kuat.  Kebijakan  protektif  ASEAN  yang 
inward-looking  kemungkinan  akan  melahir- 
kan  industri- industri  yang  tidak  efisien,  yang 
menikmati  suatu  pasar  yang  terlindungi  teta- 
pi yang  tak  sanggup  bersaing  dengan  produk 
yang  diimpor  dari  luar. 

Oleh  karena  itu,  pandangan  ASEAN  me- 
ngenai  kerja  sama  regionalnya  seyogyanya 
diubah  dari  bersifat  inward-looking,  atau  se- 
cara  potensial  inward-looking,  menjadi  out- 
ward-looking. Kerja  sama  ekonomi  seharus- 
nya  berorientasi  pada  pasar  global  dan  bu- 
kan  ke  arah  pasar  intern  ASEAN.  Kerja 
sama  perdagangan  dan  industri  maupun  ker- 
ja sama  dalam  bidang  lain  seperti  perbank- 
an,  pariwisata,  transportasi  dan  komunikasi 
seyogyanya  dimaksudkan  untuk  memampu- 
kan  ASEAN  memperoleh  keuntungan  mak- 
simal  dari  pasar  dunia  yang  sekarang  sedang 
mengalami  proses  globalisasi.  Dalam 
konteks  itu  PTA  ASEAN,  AIJV,  AIP  dan 
sebagainya  seharusnya  tidak  menjadi  suatu 
tujuan  tersendiri  melainkan  suatu  alat  untuk 
memperkuat  ekonomi  ASEAN,  untuk  me- 
mampukan  ASEAN  menang  dalam  per- 
saingan  di  pasaran  dunia. 


Sekali  prinsip  ini  diterima,  maka 
ASEAN  akan  bergerak  lebih  cepat  menuju 
tujuannya,  yaitu  kebebasan  mengalirnya  ba- 
rang  dan  investasi  dalam  kawasan,  dengan 
demikian  mendorong  tumbuhnya  industri- 
industri  yang  berdaya  saing  internasional. 
PTA  ASEAN  masih  dapat  digunakan  seba- 
gai  suatu  instrumen,  tetapi  seyogyanya  di- 
hindarkan  pendekatan  produk  demi  produk. 
Sebagai  gantinya,  hendaklah  digunakan  pen- 
dekatan lintas  sektoral  atau  setidak-tidaknya 
pendekatan  sektoral,  dalam  meliberalisasi- 
kan  perdagangan  antarnegara  ASEAN;  dan 
tujuan  akhirnya  adalah  untuk  memudahkan 
kelancaran  integrasi  perekonomian  ASEAN 
ke  dalam  ekonomi  global. 

Satu  pertanyaan  yang  perlu  dijawab 
ialah  akankah  ada  pendorong  yang  cukup 
kuat  untuk  menggerakkan  ASEAN  sehingga 
lebih  cepat  menuju  integrasi  ekonomi?  Ada 
perasaan  bahwa  selama  10  tahun  terakhir 
tampaknya  ASEAN  tidak  mampu  mengu- 
bah  cara-cara  dan  metode  kerjanya  yang 
sudah  mapan,  yang  berarti  berproses  lam- 
ban  dalam  kerja  sama  ekonominya  antar- 
negara ASEAN.  Bahaya  dari  sikap  demikian 
ialah  bahwa  komitmen  untuk  memperkuat 
kerja  sama  ASEAN  perlahan-lahan  dapat 
melemah,  dan  dalam  jangka  lebih  panjang 
ASEAN  dibahayakan  menjadi  tidak  relevan 
atau  tidak  bermanfaat  lagi,  sekurang- 
kurangnya  sejauh  menyangkut  kerja  sama 
ekonomi. 

Kegagalan  perundingan  dagang  Putaran 
Uruguay  untuk  mencapai  kesepakatan  pada 
sidang  terakhirnya  di  Brussel  (3-7  Desember 
1990),  dan  bahaya  matinya  sistem  perda- 
gangan multilateral  dan  bermunculannya  re- 
gionalisme,  seharusnya  menjadi  sebab-sebab 
yang  cukup  kuat  untuk  menggoncang 
ASEAN  agar  bertindak.  ASEAN  harus  me- 
nyadari  bahwa  selama  dasawarsa  terakhir 
tingkat  pertumbuhan  ekonomi  ASEAN  yang 
relatif  tinggi  terutama  didorong  oleh  perda- 
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gangan  luar  negerinya.  Ekspor,  khususnya 
manufaktur,  merupakan  lokomotif  yang 
menarik  ekonomi  ASEAN  maju.  Jika  perda- 
gangan  tersendat-sendat  maka  pertumbuhan 
ekonomi  akan  menjadi  lebih  lambat.  Akibat 
gagalnya  Putaran  Uruguay  akan  berupa  ada- 
nya  tekanan-tekanan  proteksionis  yang 
tidak  lagi  dibendung  oleh  komitmen  multila- 
teral pada  sistem  perdagangan  yang  terbuka 
dan  tak  diskriminatif.  Itu  juga  akan  mendo- 
rong  pembentukan  dan  penguatan  blok-blok 
ekonomi  regional.  Kedua  kecenderungan  ini 
merugikan  kepentingan-kepentingan  jangka 
panjang  ASEAN. 

Kita  ambil  contoh  kasus  Indonesia.  Stra- 
tegi  pertumbuhan  berorientasi  ekspor  di  In- 
donesia bertumpu  di  atas  tiga  pasar  utama 
sebagai  pembangkit  tenaga,  yaitu  AS,  ME 
dan  Jepang  dan  akhir-akhir  ini  juga  NIB 
Asia.  Pada  awal  tahun  1980-an  Indonesia 
berhasil  keluar  dari  resesi  dengan  mening- 
katkan  ekspor  nonmigas  secara  substansial 
ke  pasar  AS,  yang  menjadi  pengimbang  bagi 
anjlognya  ekspor  minyak  bumi  secara  tajam. 
Sebenarnya,  selama  bagian  pertama  tahun 
1980-an  ekonomi  AS  bertindak  sebagai  satu- 
satunya  lokomotif  bagi  perekonomian  selu- 
ruh  dunia.  Negara  berkembang  bukanlah 
merupakan  pihak  satu-satunya  yang  meng- 
kaitkan  perkembangan  ekonominya  dengan 
meluasnya  pasar  AS.  Jepang  dan  Eropa  pun 
telah  menikmati  perluasan  permintaan  di 
pasar  AS  bagi  ekspor  mereka.  Akan  tetapi, 
pada  pertengahan  kedua  tahun  1980-an  Je- 
pang mengubah  pola  pertumbuhannya  dari 
bertumpu  pada  ekspor  menjadi  terutama 
berdasarkan  pada  meluasnya  pasaran  di  da- 
lam  negeri.  Impor  Jepang  meningkat  secara 
tajam,  termasuk  dari  negara-negara  berkem- 
bang seperti  Indonesia.  Ini  diikuti  oleh  NIB 
Asia  yang  juga  meningkat  impornya  secara 
substansial,  sebagian  akibat  meningkatnya 
nilai  mata  uang  mereka. 


Akhir-akhir  ini,  Eropa  Barat,  menyong- 
song  datangnya  pasaran  tunggal  akhir  tahun 
1992,  telah  memperlihatkan  penampilan 
ekonomi  yang  kuat,  termasuk  menguatnya 
kebutuhan  impor.  Selama  beberapa  waktu 
Eropa  telah  kehilangan  pangsanya  dalam 
ekspor  Indonesia,  karena  dilampaui  oleh 
pangsa  AS  dan  Asia  Timur.  Sekarang  kecen- 
derungan ini  tampak  berakhir,  dan  Eropa 
sekali  lagi  muncul  sebagai  salah  satu  pasar 
utama  Indonesia.  Ini  merupakan  perkem- 
bangan yang  melegakan  karena  terjadi  pada 
saat  ketika  pasar  AS  sedang  melemah. 

Oleh  sebab  itu,  tidaklah  mengherankan 
jikalau  Indonesia  tidak  terlalu  ingin  mem- 
pertimbangkan  kemungkinan  membentuk 
blok  ekonomi  regional  yang  terdiri  dari  Je- 
pang, NIB  Asia  dan  ASEAN  (mungkin  plus 
Australia  dan  Selandia  Baru).  Indonesia 
akan  lebih  senang  mengaitkan  perkembang- 
an ekonominya  dengan  ketiga-tiga  kekuatan 
ekonomi,  AS,  Jepang  dan  Asia  Timur,  dan 
Eropa  Barat,  daripada  hanya  bergantung 
pada  satu  pasaran,  seperti  misalnya  Jepang. 

Negara-negara  ASEAN  yang  lain  kurang 
lebih  berada  dalam  posisi  yang  sama.  Mere- 
ka semua  mengandalkan  perkembangan 
ekonomi  mereka  pada  perdagangan  dan  me- 
reka semua  bertumpu  pada  pasaran  utama 
ekspor  mereka,  AS,  Eropa  Barat  dan  Je- 
pang. Jadi,  kepentingan  jangka  panjang  me- 
reka ialah  terus  berlangsungnya  sistem  per- 
dagangan internasional  yang  semakin  terbu- 
ka dan  tidak  diskriminatif.  Maka  kerja  sama 
di  antara  anggota-anggota  ASEAN  seharus- 
nya  menggunakan  itu  sebagai  garis  besar  ha- 
luannya  yang  pokok. 

Sebagai  kesimpulan,  ASEAN  sedang 
menghadapi  pilihan-pilihan  yang  sangat 
pelik  di  masa  mendatang  dekat  ini,  me- 
nyangkut  arah  perkembangan  masa  depan- 
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nya.  Satu  tantangan  besar  datang  dari  ke- 
mungkinan  perekonomian  dunia,  setelah  ga- 
galnya  Putaran  Uruguay  GATT,  terbagi  da- 
lam  blok-blok  ekonomi  besar.  Pembentukan 
suatu  blok  ekonomi  Asia  Timur,  sebagai  ke- 
kuatan  pengimbang  terhadap  blok-blok 
Eropa  dan  Amerika,  merupakan  pemecahan 
terbaik  yang  kedua  (second-best  solution). 


ASEAN  seyogyanya  tidak  mentargetkan  pe- 
mecahan terbaik  yang  kedua,  melainkan  pe- 
mecahan yang  terbaik,  yaitu  bekerja  sama, 
bukan  hanya  di  dalam  ASEAN  tetapi  juga 
dengan  negara-negara  sehaluan  seperti  Je- 
pang  dan  NIB  Asia,  untuk  menjaga  dan  me- 
majukan  sistem  perdagangan  multilateral 
yang  terbuka  dan  tidak  diskriminatif. 


Wawasan  Bisnis 
Keturunan  Cina  ASEAN 

Bob  Widyahartono 


DINAMIKA  bisnis  ASEAN,  terma- 
suk Indonesia,  dalam  dekade  ter- 
akhir  dan  memasuki  abad  21  yang 
disebut  abad  Asia  Pasifik  menarik  perhatian 
kita.  Lingkungan  bisnis  itu  tidak  hanya  me- 
rupakan  suatu  rangkaian  struktur,  konsep- 
konsep  organisasi  yang  berbeda  dan  praktek- 
praktek  bisnis  yang  sangat  mengakar.  Tetapi 
terdapat  juga  dinamika  kultural  yang  lebih 
mendalam  mengenai  sistemnya,  yang  pada 
gilirannya  mempengaruhi  seluk  beluk  per- 
kembangan  sektor  bisnis  ASEAN,  termasuk 
Indonesia. 

Masyarakat  bisnis  ASEAN  menunjuk- 
kan  dan  masih  mempraktekkan  interaksinya 
yang  sangat  mempribadi  (highly  person- 
alised), suatu  ciri  yang  tampaknya  juga  ter- 
dapat di  kebanyakan  negara  Asia.  Sistem 
nilai  utamanya  adalah  preservasi,  termasuk 
penyelamatan  "muka".  Suatu  kode  tak  ter- 
tulis  berlaku  dalam  hubungan  antara  pelaku 
bisnis  dengan  pelanggan,  antara  atasan  dan 
bawahan.  Bentuk  sopan  santun  dan  saling 
menghormati  berarti  menjauhkan  kritik  pe- 
das  di  hadapan  orang  banyak.  Perasaan 
malu  terbuka  ( public  shame)  dianggap  suatu 


hukuman  berat.  Dalam  etos  demikian,  sikap 
terus-terang  cara  Barat  "menyatakan  apa 
adanya"  jarang  sekali  muncul  di  permuka- 
an.  Persepsi  bisnis  yang  mendasari  interaksi- 
nya adalah  berusaha  untuk  menjaga  harmo- 
ni  sosial.  Hubungan  kontrak  tertulis  seba- 
gaimana  lazimnya  dipraktekkan  dalam 
bisnis  Barat,  masih  dianggap  sebagai  sema- 
cam  pelengkap  formal.  Nilai-nilai  tradisio- 
nal  masih  banyak  mendasari  interaksi  bisnis 
mereka. 

Nilai-nilai  "keras"  Barat  yang  dipelajari 
dalam  pendidikan  formal  tetap  mereka  seim- 
bangkan  dengan  nilai-nilai  "lunak"  Timur. 
Pelaku  bisnis  Barat  atau  mereka  yang  telah 
banyak  menimba  konsep-konsep  Barat  se- 
perti:  ambisi,  sikap  agresif,  prestasi,  sukses, 
pengambilan  resiko  kompetitif,  dan  kete- 
gasan  kini  pun  masih  harus  dihadapkan  de- 
ngan nilai-nilai  tradisional  yang  mereka  wa- 
risi  seperti:  kesetiaan,  sikap  mempercayai 
(trust),  kerja  sama,  saling  mengasihi  (com- 
passion), toleransi,  dan  menghargai  "mu- 
ka" orang  lain  sekalipun  orang  lain  itu  ada- 
lah pensuplai,  pelanggan,  atau  bawahan  da- 
lam organisasi  yang  mcnyulitkan.  Dalam 
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praktek  bisnis,  pelaku  bisnis  keturunan  Cina 
ASEAN  berusaha  menemukan  keunggulan 
dalam  arti  menjembatani  pendekatan-pende- 
katan  "keras"  dan  "lunak".  Ini  tidak  ber- 
arti  bahwa  praktek  bisnis  mereka  selama  ini 
berlangsung  dengan  harmonis  tanpa  kele- 
mahan  atau  kesalahan  yang  merugikan  ma- 
syarakat  luas. 

Kelemahan  dan  kekurangan  yang  ka- 
dang-kadang  tampak,  disebabkan  oleh  ke- 
cenderungan  ketertutupan  dalam  manaje- 
men,  dan  ada  sesuatu  yang  tidak  diekspos 
secara  transparan  dengan  dalih  bahwa  hal 
itu  adalah  strategi  atau  keunikan.  Sikap  de- 
mikian  itu  merupakan  cermin  perasaan  ku- 
rang  aman  (insecurity  feeling)  dan  takut  di- 
saingi  atau  kekurangmampuan  dalam  berko 
munikasi  secara  sosial. 

Meskipun  demikian  ada  suatu  unsur 
pragmatisme  di  kalangan  pelaku  mereka.  Di 


kalangan  generasi  tua  ada  yang  berusaha 
mempraktekkan  pepatah  Cina  kuno  "Itikad 
baik  menyuburkan  itikad  baik  dan  hal  ini 
adalah  baik  bagi  bisnis"  (goodwill  breeds 
goodwill  and  can  be  good  for  business),  mes- 
kipun tak  selalu  berhasil  karena  pelaku  bis- 
nis banyak  juga  yang  terpusat  pada  pikiran 
jangka  pendek  (short  term). 


HIPOTESA  DAN  VALIDITASNYA 

Dalam  menganalisis  perilaku  dan  pola 
pikir  (mindscapes)  bisnis  keturunan  Cina 
ASEAN,  sebaiknya  kita  tidak  memiliki  si- 
kap praduga.  Meskipun  demikian,  hipotesa 
dan  pengujian  serta  argumentasi  dari  ber- 
bagai  wawancara  dan  observasi  memper- 
lihatkan  serangkaian  karakteristik  kultural 
yang  melandasi  wawasan  bisnis  keturunan 
Cina  ASEAN  sebagai  berikut: 


Hipotesa 


Fakta  dan  Argumentasi/Alasannya 


1 .  Strategi  Bisnis 


Cenderung  sangat  mempribadi.  Pilihan  bidang 
usaha  adalah  oportunistik  dan  lebih  banyak  diten- 
tukan  oleh  pemilik. 

2.  Perencanaan  Korporat 

Pemilik  kurang  menyukai  perencanaan  korporat 
yang  mereka  anggap  terlalu  -rumit. 


3.  Kontrol  Operasional 

Kontrol  operasional  lebih  banyak  dijalankan  me- 
nurut  cara  yang  mempribadi  daripada  memakai 
sistem. 


4.  Delegasi  Wewenang 

Secara  formal  ada,  dalam  prakteknya  segala  kepu- 
tusan  harus  sepengetahuan  atau  dengan  restu  pe- 
milik. 


Benar.  Tujuan  strategis  sangat  mempribadi,  meskipun 
belakangan  ini  tumbuh  beberapa  kelompok  yang  cen- 
derung mengikuti  logika  industrial  (industrial  logic). 


Benar.  Pemilik  lebih  menyukai  pembuatan  rencana 
sederhana  atas  dasar  pemikiran  instant  dan  bersifat 
jangka  pendek. 


Benar.  Kontrol  yang  mereka  lakukan  lebih  banyak 
mereka  kaitkan  dengan  sikap  mempercayai  (trust). 
Mereka  lebih  banyak  memberi  penilaian  atas  perilaku 
eksekutif  mereka  daripada  hasilnya. 


Benar.  Pemilik  dalam  prakteknya  lebih  banyak  nieli- 
batkan  diri  dalam  hal-hal  yang  sangat  rinci,  karena 
merekalah  yang  menentukan. 
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Hipotesa 


5.  Nepotisme 

Mereka  lebih  mendahulukan  keluarga,  meskipun 
secara  profesional  kurang  mampu. 


6.  Loyal itas 

Loyalitas  pada  pemilik  memiliki  bobot  yang  lebih 
besar  daripada  kecakapan  profesional. 

7.  Segmentasi  Unit-unit  Bisnis 

Unit-unit  bisnis  akan  disegmentasikan  demikian 
rupa  sehingga  bisa  dikelola  secara  mandiri  dan 
sumber  dayanya  bisa  dialihkan  dengan  mudah 
antar  bisnis  (accross  businesses). 

8.  Interdependensi  Manajemen 

Pemilik  menghindari  interdependensi  manajemen 
antar  bisnis  (across  businesses). 


9.  Penyebaran  Resiko 

Mereka  menyebar  resiko  dan  mengelola  aset-aset 
mereka  sebagai  satuan  portfolio  yang  independen. 


1 0.  Kemampuan  Mengelola 

Secara  naluri  mereka  memiliki  kemampuan  mana- 
jerial,  meskipun  seringkali  tidak  didukung  oleh 
pengetahuan  konseptual. 


Fakta  dan  Argumentasi/Alasannya 


Benar.  Bagi  pemilik  praktek  bisnis  merupakan  keter- 
kaitan  keluarga  yang  erat  (tightly-knitted  family 
organization),  yang  dapat  mentolerir  kelemahan  ang- 
gota  keluarga. 


Benar.  Bagi  pemilik,  eksekutif  yang  loyal  berarti  sela- 
lu  bisa  "bekerja  sepenuhnya  tanpa  batas  waktu". 


Kelompok-kelompok  diorganisasi  dalam  unit-unit  ope- 
rasional  yang  otonom.  Koordinasi  sentral  dilakukan 
oleh  pemilik  atau  eksekutif  pilihan  menurut  intuisi 
pemilik. 


Kenyataan  menunjukkan  bahwa  situasi  berbeda  dari 
hipotesanya.  Banyak  pemilik  menganggap  kalau  ling- 
kungan  bisnis  menguntungkan,  mereka  mempraktek- 
kan  integrasi  bisnis. 


Benar.  Derajat  kemantapan  stabilitas  politik  dan  eko- 
nomi  mempengaruhi  pola  pikir  mereka  untuk  menye- 
bar resiko  mereka  dengan  melakukan  diversifikasi 
bisnis  baik  horisontal  maupun  vertikal  (konglomerasi). 

Benar.  Kenyataan  ini  merupakan  produk  lingkungan 
asal  mereka,  di  mana  pendidikan  formal  hanya  mere- 
ka alami  untuk  sekadar  mendukung  praktek  bisnis. 
Keadaan  ini  secara  berangsur  berubah  dengan  kesa- 
daran  bahwa  berwirausaha  hams  berlandaskan  penge- 
tahuan (knowledge  base).  Karena  itu  generasi  berikut- 
nya  mereka  sekolahkan  secara  lebih  baik. 


Tampaknya  hipotesa  dan  validitasnya 
juga  merupakan  gambaran  umum  dari  suku 
bangsa  ASEAN  lainnya.  Bahkan  dapat  dika- 
takan  bahwa  andaikata  dilakukan  riset  yang 
komprehensif  hasilnya  akan  tidak  jauh  ber- 
beda. 


S.  Gordon  Redding  dalam  bukunya  The 
Spirit  of  Chinese  Capitalism  (1990)  berpen- 
dapat  bahwa  bisnis  keluarga  adalah  inti  dan 
pusat  kebanyakan  pcngusaha  keturunan 
Cina  di  Asia  (luar  RRC).  Terdapat  beberapa 
pcngaruh  dasar  dalam  lingkungan  dan  buda- 


44 


ANALISIS  CSIS,  1992-1 


ya  yang  diwarisi  oleh  para  pemilik  bisnis  ke- 
luarga  itu,  meskipun  sebagian  sudah  melang- 
kah  ke  arah  praktek  berbisnis  secara  modern 
dengan  mengakomodasi  konsep-konsep  ma- 
najemen  modern  baik  dalam  marketing, 
finance,  production  dan  sumber  daya  manu- 
sia. 

Pengaruh-pengaruh  dalam  lingkungan 
dan  budaya  yang  diwarisi  berupa:  Paternal- 
isme  dan  perasaan  tidak  aman  (insecurity) 
yang  bermuara  pada  praktek  mempribadi 
(personalism)  dan  sikap  defensif  dengan  ja- 
ringan  kerja  (networking)  yang  mempribadi 
(personalistic  networking). 

Sekalipun  di  permukaan  tidak  tampak 
pengaruh  budaya  yang  diwarisi,  namun  etika 
Konfusian  di  kalangan  pelaku  bisnis  yang 
tergolong  tua  (old  generation)  menjadi  cer- 
min  bagi  mereka.  Yang  jelas  adalah  Konfu-  • 
sianisme  bukan  agama.  Bagaimana  hakikat 
wawasan  budaya  Cina  tentang  kekayaan  dan 
kemakmuran  individual  (menurut  ajaran 
kuno  Konfusius),  yang  meskipun  dalam  za- 
man  modern  telah  mengalami  perubahan 
dan  tidak  selalu  dijadikan  pedoman  hidup 
individual? 

Konfusius  adalah  Latinisasi  dari  nama 
Cina  K'ung  Tzu  yang  berarti  Guru  K'ung.  Ia 
lahir  pada  tahun  551  SM  di  negara  Lu  yang 
sekarang  bernama  Ch'u  Fu  di  Provinsi 
Shantung.  Ia  adalah  pemikir  orisinal  tentang 
sikap  atau  perilaku  yang  tepat  (the  right  con- 
duct). Mengenai  kaya  atau  kemakmuran 
(wealth)  dan  kehormatan  (honour)  dengan 
tegas  ia  nyatakan:  "...  Kemakmuran  dan  ke- 
hormatan merupakan  hasrat  setiap  manusia. 
Tetapi  kalau  keduanya  diperoleh  secara  ti- 
dak wajar,  maka  keduanya  tidak  patut  di- 
miliki  lebih  lanjut.  Tiada  manusia  unggul, 
kalau  ia  tidak  memiliki  perasaan  sosial.  ... 
Apa  yang  membuat  seseorang  unggul  adalah 
pengembangan  diri  dengan  wawasan  mem- 


bantu  orang  lain  dan  selanjutnya  setiap 
orang  (self-cultivation  with  a  view  to  helping 
others  and  further  everybody)  ..."  Wawasan 
ini  pada  dasarnya  merupakan  persepsinya 
mengenai  solidaritas  sosial,  meskipun  tak 
terucapkan  demikian. 

Praktek  bisnis  sehari-hari  menurut  mere- 
ka yang  tergolong  generasi  tua  bisa  digam- 
barkan  sebagai  Konfusianisme  dalam  aksi 
(Confusianism  in  action),  bukan  Konfusia- 
nisme para  birokrat  dan  intelektual  petapa 
dan  elit  model  kuno.  Suatu  rangkaian  wa- 
wasan kultural.yang  mereka  hayati  sebagai 
landasan  dalam  kehidupan  sosial  dan  ekono- 
mi  adalah:  patuhi  dan  hormati  ayah  anda 
(paternalism);  jangan  langsung  memperca- 
yai  setiap  orang  yang  bukan  keluarga,  ke- 
cuali  anda  mengenalnya  secara  pribadi  (per- 
sonalism); dan  sejauh  mengenai  kesejahtera- 
an  anda  dan  keluarga  anda  adalah  mandiri 
(on  your  own).  Prinsip-prinsip  ini  mengakar 
ke  dalam  jiwa  (psyche)  orang  Cina.  Sebagai- 
mana  dikemukakan  di  atas,  dalam  masyara- 
kat  Cina  terdapat  pengertian  yang  menda- 
lam  mengenai  sopan  santun  yang  beradab, 
mengenai  bagaimana  harus  berperilaku,  dan 
bagaimana  menjalankan  peranan  sebagai  se- 
orang  yang  dihormati. 

Apa  yang  disebut  sebagai  "ajaran"  Kon- 
fusius itu,  kalau  dilepaskan  istilah-istilah 
Tionghoanya,  "ajaran"  itu  sesungguhnya 
telah  pernah  kita  dengar  di  dalam  alam 
pemikiran  Indonesia  —  khususnya  alam  pe- 
mikiran  Jawa.  Misalnya  saja,  ajaran  "emas- 
nya:  tidak  memperlakukan  orang  lain  apa- 
bila  Anda  sendiri  tidak  ingin  diperlakukan 
demikian  ...".  Ajaran  ini  mempunyai  pa- 
danan  yang  sangat  terkenal  di  Indonesia, 
yaitu  ajaran  "Tepa  Selira". 

Di  Muangthai  juga  terdapat  semacam 
"kebajikan  dan  tenggang  rasa  yang  memper- 
kecil  ketegangan  suasana  kerja  dan  mening- 
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katkan  produktivitas  clalam  organisasi".  Si- 
kap  ini  merupakan  penjabaran  dari  Kraeng- 
chai  yang  berarti  menghindari  tindakan  yang 
bisa  menyebabkan  sakit  hati  dalam  pikiran 
orang  lain.  Berbagai  eksekutif  bisnis  Muang- 
thai  memanfaatkan  sikap  Kraengchai  ini 
secara  positif  untuk  memperkokoh  etos  ker- 
ja  bisnis.  Pada  dasarnya  masyarakat  Muang- 
thai  adalah  conflict-avoidance  society  dan 
perilaku  demikian  berhasil  menjadi  landasan 
wawasan  kewirausahaan  mereka. 

Di  Filipina  sekalipun  masyarakatnya  se- 
nantiasa  dipengaruhi  oleh  perubahan-peru- 
bahan  yang  berasal  dari  dunia  Barat,  seperti 
Spanyol  dan  Amerika,  namun  pada  dasar- 
nya terdapat  perilaku  khas  yaitu  amor  pro- 
pio  (self  esteem),  hiya  (embarassement), 
utang  na  loob  (obligation)  dan  pakikisana 
(getting  along  together). 

Secara  khusus  Pakikisana  mengekspresi- 
kan  hasrat  bangsa  Filipina  untuk  hubungan 
interpersonal  yang  lancar.  Ternyata  pula 
masyarakat  Filipino  umumnya  juga  menjaga 
perasaan  orang  lain  (tepa  selira),  bahkan 
sampai  sejauh  mengorbankan  efisiensi  kalau 
perlu,  demi  menghindari  konfrontasi  yang 
menyakitkan.  Perilaku  demikian  ini  sekali- 
pun tidak  menonjol  di  permukaan  tetapi  Su- 
dan merupakan  budaya  dasarnya  dalam  in- 
teraksi  personal. 

Ajaran  Konfusius  yang  terutama  me- 
nyangkut  bidang  bisnis,  menurut  beberapa 
pengamat  adalah  ajaran  tentang  rumah 
tangga,  keluarga  dan  kekeluargaan.  Hal  ini 
pun  masih  dapat  dipersoalkan  juga  apakah 
ajaran  ini  unik  dari  Konfusius,  atau  sudah 
mengalami  pula  proses  yang  disebut  domes- 
tifikasi  (pribumisasi)  di  beberapa  budaya  di 
dunia  ini.  Misalnya  saja,  di  Indonesia  dalam 
bidang  ekonomi.  Dalam  bidang  ini  kita 
mempunyai  asas  keluarga  dan  kekeluargaan 
yang  tertuang  dalam  Pasal  33  UUD  1945. 


Asas  keluarga  dan  kekeluargaan  tersebut 
menjadi  sendi  pokok  dalam  kehidupan  ma- 
syarakat bangsa  Indonesia. 

Di  sisi  lain  kalau  kita  menelusuri  sejarah 
dunia  Barat,  maka  di  dunia  Barat  juga  dike- 
nal  adanya  asas  keluarga  dan  kekeluargaan 
khususnya  pada  masa  asal  mulanya  era  in- 
dustrialisasi,  bahkan  hingga  kini  masih  juga 
tampak  sisa-sisanya.  Misalnya,  keluarga 
Rotschild,  Krupp,  Vroom,  Dreesman,  Ford, 
Rockefeller,  Onasis,  dan  seterusnya.  Dewasa 
ini  sistem  keluarga  di  Barat  tersebut  sudah 
makin  berkurang,  sebab  sudah  makin  besar 
dan  modern  industri  dan  bisnisnya. 

Sebagai  kawasan  (region)  ASEAN  mem- 
punyai penduduk  sebanyak  .308  juta,  yang 
hampir  sama  dengan  Masyarakat  Ekonomi 
Eropa  dengan  jumlah  penduduk  320  juta 
dan  lebih  besar  dari  Amerika  Serikat  dengan 
jumlah  penduduknya  sebanyak  246  juta. 
Untuk  lebih  memahami  potensi  ASEAN  kini 
dan  masa  mendatang,  di  bawah  ini  disajikan 
tabel  yang  merincikan  jumlah  penduduk, 
densitas  penduduk,  luas  wilayah,  Gross 
Domestik  Bruto  (GDP)  dan  pendapatan  per 
kapha  pada  akhir  tahun  1988. 

Negara-negara  anggota  ASEAN  memi- 
liki  satu  kesamaan,  yaitu  keberadaan  ketu- 
runan  Cina  yang  kebanyakan  berprofesi  di 
bidang  ekonomi  atau  bisnis.  Yang  menonjol 
adalah  sekelompok  kecil  diantara  mereka 
memperoleh  sukses  dalam  bidang  bisnis,  se- 
dangkan  mayoritas  dari  mereka  hanya  ber- 
prestasi  biasa-biasa  saja  dalam  bidang  bisnis 
yang  mereka  tekuni. 

Disadari  atau  tidak,  mesin-mesin  per- 
tumbuhan  (engines  of  growth)  ASEAN  teru- 
tama terletak  pada  jantung  bisnis.  Sejak  de- 
kade  1980-an  dan  memasuki  abad  21  kenya- 
taan  yang  harus  kita  terima  adalah  bahwa 
bisnislah  dan  bukan  negara  (nations)  yang 
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bersaing  dalam  pasaran  domestik  maupun 
internasional  dan  global.  Tampak  jelas  ling- 
kungan  bisnis  itu  tidak  hanya  merupakan  se- 
rangkaian  struktur  (a  set  of  structures), 
konsep  organisasi  yang  beraneka  ragam  dan 
praktek  bisnis  yang  mengakar  (deep  rooted 
business  practices). 

Kota-kota  ASEAN  seperti  Bangkok,  Pu- 
lau  Penang,  Jakarta,  Medan  dan  Surabaya, 
Manila,  Brunei  Darussalam,  apalagi  Singa- 
pura  terdapat  Pecinan  (China  town).  Di 
negara-negara  yang  mayoritasnya  Cina  se- 
perti Singapura  (72%),  hampir  berimbang 
seperti  Brunei  (46,7%),  cukup  banyak  seper- 
ti di  Malaysia  (35,5%),  atau  sekitar  9%  di 
Muangthai  -  pertumbuhan  ekonominya 
sungguh  mengesankan. 

Banyak  orang  Barat  dan  sebagian  Jepang 
beranggapan  bahwa  pelaku  bisnis  keturunan 
Cina  ASEAN,  yang  pernah  dan  masih  berin- 
teraksi  dengan  mereka,  adalah  sangat  dina- 


mis,  enerjik  dan  "jeli  membaca  angin  atau 
peluang".  Ungkapan  ini,  walaupun  agak 
berlebihan,  mencerminkan  kenyataan 
seolah-olah  keturunan  Cina  ASEAN  dalam 
profesi  bisnis  demikian  lenturnya  berganti, 
tergantung  pada  pencapaian  omset  (re- 
venues) dan  uang  tunai  (cash  money)  yang 
masuk  dalam  laci  mereka. 

Dalam  menelaah  pertumbuhan  bisnis  ke- 
turunan Cina  ASEAN  S.  Gordon  Redding 
dalam  bukunya  The  Spirit  of  Chinese  Ca- 
pitalism (1990)  menguraikan  bahwa  bisnis 
keluarga  (family  business)  adalah  inti  dan 
pusat  kebanyakan  bisnis  mereka.  Kalau  di- 
telusuri  lebih  mendalam,  maka  terdapat  be- 
berapa  pengaruh  dasar  dalam  lirigkungan 
budaya  yang  diwarisi  oleh  para  pemilik 
bisnis  keluarga  itu.  Meskipun  demikian,  se- 
bagian sudah  memasuki  praktek  berbisnis 
secara  modern  dengan  mengakomodasi 
konsep-konsep  manajemen  modern  baik  da- 


Tabel  1 


-  INDIKATOR  ASEAN  (1988) 


Negara 

Penduduk 

Luas  Wilayah 

Rata- rata 

GDP 

GDP  Per 

Juta  Orang 

RibuanKm8 

Densitas 

us$ 

Kapita 

Per  Km2 

Milyar 

uss 

Indonesia 

175,2 

1.919,0 

92 

83,2 

440 

Singapura 

2,6 

1,0 

2.600 

23,9 

9.192 

Malaysia 

16,9 

330,0 

51 

34,7 

2.053 

Muangthai 

54,6 

513,0 

106 

58,0 

1.062 

Filipina 

59,9 

300,0 

200 

39,2 

654 

Brunei  Darussalam 

.0,3 

5,8 

51 

3,4 

22.000 

309,5 

3.068,8 

100 

242,4 

Sumber:    1.  World  Bank  Report,  World  Bank  1990 

2.  Indonesia  Menyongsong  Perkembangan  Asia  Pasifik  oleh  Hartojo  Wignjowijoto  (November  1990) 
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lam  marketing,  manajemen  keuangan,  pro- 
duksi  dan  sumber  daya  manusia. 

Yang  masih  sangat  mengakar  dalam  pola 
pikir  (rnindscapes),  terutama  generasi  tua- 
nya  adalah  pengaruh  lingkungan  keluarga 
yaitu:  Paternalisme  dan  perasaan  tidak 
aman  (insecure  feeling)  yang  bermuara  pada 
perilaku  dan  praktek  berbisnis  yang  mempri- 
badi  (personalistic)  dan  sikap  defensif  de- 
ngan  jaringan  kerja  (networking)  yang  mem- 
pribadi  (personalistic  networking),  sekalipun 
sudah  didukung  oleh  sarana  teknologi  elek- 
tronik  komputer  dan  komunikasi  seperti 
komputer,  telex,  facsimile. 

Hubungan  mempribadi  atau  dalam 
bahasa  Cina  Mandarinnya  disebut  Guanxi 
dengan  jaringan  kerjanya  yang  mempribadi 
itu  dilandasi  dengan  shin  yung  (sikap  mem- 
percayai  atau  trust)  merupakan  suatu  ke- 
unikan  tersendiri  yang  berlandaskan  atas  ke- 
keluargaan.  Pelanggaran  janji  tanpa  alasan 
yang  dapat  diterima  atau  menyalahgunakan 
kepercayaan,  mempersulit  seseorang  untuk 
dapat  berbisnis  dalam  lingkungan  tersebut. 
Awal  setiap  kontak  atau  interaksi  bisnis  ke- 
turunan  Cina  ASEAN  biasanya  dilandasi  si- 
kap dan  pertanyaan  "SIAPA  pihak  lain 
itu",  dan  baru  kemudian  "APA  yang  ingin 
dijadikan  obyek  interaksi  itu  "atau"  //  is 
not  WHA  T  business  you  are  in,  but  WHO 
are  you  (do  I  know  you  or  do  you  interact 
with  someone  you  and  I  know  in  com- 
mon)... " 

Sama  seperti  suku  bangsa  ASEAN  lain- 
nya,  yaitu,  mengutamakan  hubungan  inter- 
nasional  yang  hangat  dalam  keluarga  yang 
meluas  ke  dalam  hubungan  kekeluargaan 
dan  banyak  berorientasi  pada  kelompok. 
Dalam  pada  itu,  orang-orang  awam  apalagi 
Barat  menyebutkan  bahwa  keberhasilan  ke- 
turunan  Cina  ASEAN  dalam  bisnis  disebab- 
kan  oleh  adanya  berbagai  tekanan  dalam 


kehidupan  di  luar  bisnis.  Pandangan  ini  me- 
nyatakan  bahwa  justru  karena  hanya  di  bis- 
nislah  "kapling"  mereka  (diawali  dengan 
berdagang  eceran  dan  grosir),  mereka  mera- 
yap  menjadi  pengusaha  yang  mekar  dan  suk- 
ses.  Fenomena  ini  tidaklah  berlaku  umum, 
karena  banyak  yang  mengalami  kegagalan 
juga  akibait  percekcokan  di  keluarga  dalam 
mengelola  bisnis. 

Keluarga  dalam  konteks  keturunan  Cina, 
dapat  dikatakan  seperti  dalam  konteks  bang- 
sa Asia  umumnya,  adalah  berbeda  dengan 
keluarga  Barat.  Keluarga  itu  bukan  hanya 
vertikal  melainkan  juga  melebar  horisontal 
dari  keluarga  dekat  sampai  yang  agak  jauh, 
bahkan  sampai  yang  jauh  sekalipun  dan 
mencakup  orang-orang  yang  sesungguhnya 
tidak  terhitung  keluarga  tetapi  terkait  de- 
ngan salah  satu  anggota  keluarga,  misalnya 
karena  perkawinan  dengan  salah  satu  ang- 
gota keluarga.  Keluarga  adalah  lebih  banyak 
suatu  sistem  kontak  daripada  suatu  unit 
emosional  sebagaimana  terdapat  di  dunia 
Barat  (really  a  system  of  contacts,  rather 
than  an  emotional  unit  as  in  the  west). 
Bahkan  sistem  kontak  itu  bisa  meluas  sam- 
pai kawan  sekelas  dan  kawan  sedaerah/kam- 
pung  yang  dipilih  sebagai  rekan  berbisnis. 
Inilah  mekanisme  guanxi  yang  dilandasi  si- 
kap shin  yung. 

Wirausahawan  keturunan  Cina  ASEAN 
yang  berhasil  dan  terus  tumbuh  dalam  bis- 
nisnya  adalah  yang  berhasil  mendayaguna- 
kan  guanxi.  Ia  menjunjung  tinggi  kewajib- 
an-kewajibannya,  ia  seorang  kawan  yang 
baik,  loyal,  memiliki  reputasi  kejujuran  dan 
bersikap  adil,  dan  memberikan  rckan  bisnis- 
nya  porsi  kcuntungan  sesuai  kescpakatan 
meskipun  tak  tertulis.  Meskipun  ideal  ini  ti- 
dak sclalu  dianut  dalam  praktek nya,  tetapi 
mereka  sering  bcrccrmin  pada  sistem  nilai 
atau  good  conduct. 
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Selain  adanya  sistem  jaringan  guanxi  itu, 
mereka  memiliki  suatu  sumber  intelijen  bis- 
nis  yang  luar  biasa  (a  superb  source  of 
business  intelligence).  Mereka  selalu  membi- 
carakan  bisnis  di  mana  pun  mereka  berjum- 
pa,  entah  pada  acara  jamuan  makan  ulang 
tahun  salah  seorang  anggota  keluarga,  acara 
perkawinan  keluarga  atau  rekan  bisnis,  olah 
raga,  di  sela-sela  nonton  pertandingan  olah 


raga,  mengantar  anak  sekolah,  dan  bahkan 
sewaktu  bersama  menikmati  perjalanan  wi- 
sata  dalam  maupun  luar  negeri.  Kemam- 
puan  untuk  menyerap  informasi,  sekalipun 
hanya  sekilas  saja  didengarnya  dan  kemudi- 
an  diolahnya,  merupakan  suatu  "kejelian" 
yang  bukan  akibat  sekolah  formal  yang  ting- 
gi,  melainkan  karena  kemampuan  unik  un- 
tuk "mendengar",  menyerap  dan  mengolah 


Sumber:    Pola  migrasi  historis  orang  Cina  Perantauan  dan  perkiraan  penycbarannya  sekarang 
ini  di  sekitar  Laut  Cina  Selatan. 
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suatu  ide  untuk  kemudian  di follow-up,  atau 
menurui  feeling  atau  "intuisi"  sebagai  tidak 
bisa  dijalankan. 

Sekalipun  tampak  menjadi  karakteristik 
umum,  tetapi  realitas  ini  tidak  berarti  bahwa 
masyarakat  keturunan  Cina  ASEAN  adalah 
homogin.  Perbedaan  diantara  mereka  sen- 
diri  adalah  mendasar,  yang  dapat  ditelusuri 
dari  berbagai  asal  mulanya  generasi  pertama 
sebagai  pendatang  pada  abad-abad  yang 
lalu.  Banyak  orang  luar  atau  Barat  berang- 
gapan  bahwa  masyarakat  emigran  Cina  yang 
keluar  dari  kampung  halaman  mereka  ke  wi- 
layah  Asia  Tenggara  antara  kurun  waktu 
awal  1800-an  sampai  pertengahan  1930-an 
adalah  homogin.  Hal  ini  tidaklah  benar  ka- 
rena  perbedaan-perbedaan  diantara  mereka 
dapat  ditelusuri  dari  berbagai  kelompok 
dialek  bahasa  seperti  Hok-kian,  Tio-ciu, 
Kanton,   Hak-ka,   Hainan  dan  Fu-chow, 
Hinghua,  Hokcia  dan  dialek  Wiajiangren 
(orang-orang  dari  propinsi  tengah  sebelah 
utara  Guangdong  dan  Fujian).  Lihat  gam- 
bar. 

Persamaan  adalah  bahwa  emigran  perta- 
ma yang  berjumlah  sekitar  4,8  juta  orang 
meninggalkan  Cina  melalui  pelabuhan-pela- 
buhan  utama  Xiamen  (Amoy),  Shantow 
(Swatow),  Guangzhou  dan  Hongkong  an- 
tara kurun  waktu  itu  adalah:  tidak  berpendi- 
dikan,  petani,  buruh  kasar  tingkat  rendah 
(tukang  kayu,  pandai  besi,  pekerja  tambang) 
dan  dengan  perilaku  kasar.  Di  negara  tu- 
juan,  pergeseran  lapangan  kerja  dari  petani 
dan  buruh  kasar  menjadi  pedagang  peran- 
tara  (eceran)  merupakan  semacam  rekayasa 
pemerintah  kolonial  setempat.  Misalnya,  pe- 
merintah  Inggris  dan  Belanda  memberlaku- 
kan  ketentuan  bahwa  para  pendatang  Cina 
generasi  pertama  tidak  diberi  hak  untuk  me- 
miliki  atau  mengusahakan  tanah.  Untuk 
menjadi  pegawai  negeri  pun  mereka  harus 


melalui  bermacam  ragam  ujian  dan  saringan 
birokrasi  yang  kompleks. 

Di  kalangan  Cina  ASEAN  ada  semacam 
anggapan  bahwa  mereka  yang  berhasil  ada- 
lah yang  mampu  mempraktekkan  guanxi 
dan  shin  yung.  Dari  pengamatan  dan  tukar 
pikiran  dengan  pengamat  di  beberapa  nega- 
ra ASEAN,  dapat  dikatakan  bahwa  ke- 
banyakan  pengusaha  Cina  ASEAN  menjadi 
kaya  dan  makmur  bukan  karena  memba- 
ngun  bisnis  yang  raksasa.  Mereka  menjadi 
kaya  dengan  meluaskan  sistem  jaringan 
guanxi  dan  dengan  mendirikan  banyak  peru- 
sahaan. 


Beberapa  Catalan  A  khir 

Prestasi  bisnis  Cina  ASEAN  mulai  dari 
yang  kecil  sampai  yang  besar,  lebih  banyak 
dikembangkan  oleh  sistem  jaringan  kerja 
guanxi  dan  shin  yung.  Suku  bangsa  ASEAN 
lainnya  pun  sesungguhnya  memiliki  sistem 
demikian  itu,  hanya  tidak  nyata  dalam 
praktek  bisnis  sehari-hari. 

Wawasan  strategi  dan  operasi  bisnis  Cina 
ASEAN  baik  yang  tampak  secara  eksplisit 
maupun  implisit  adalah: 

-  marjin  keuntungan  rendah  dengan  volume 
penjualan  tinggi  (low  profit  but  high  re- 
venue) untuk  memperoleh  pangsa  pasar 
(market  segment)  yang  signifikan/man- 
tap; 

-  strategi  oportunistik  dalam  berbisnis  de- 
ngan fokus  jangka  pendek; 

-  segala  keputusan  strategis,  terutama  da- 
lam fungsi  personalia  (sumber  daya  manu- 
sia)  dan  fungsi  marketing,  berpusat  pada 
pemilik  atau  lingkungan  dalam/terbatas 
atau  disebut  inner  circle; 

-  kalaupun  organisasinya  memiliki  sistem 
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manajemen  dengan  pola  organisasi,  sis- 
tem  dan  prosedur,  diskripsi  tugas  dan  we- 
wenang  yang  rumusannya  jelas,  namun 
dalam  prakteknya  justru  tidak  transparan; 

-  kalaupun  ada  sistem  kontrol  secara  tertu- 
lis,  namun  pemilik  dan  inner  circle  lebih 
banyak  menerapkan  sistem  kontrol  "tatap 
muka"  yang  berbeda  dengan  sistem  kon- 
trol eksplisit  Barat; 

-  ketika  tahap  bisnis  sudah  menjadi  makin 
formal  dan  profesional,  maka  yang  tetap 
tampak  adalah  fungsi  marketing  dan 
keuangan  tetap  berada  dalam  tangan  ke- 
luarga  atau  inner  circle,  yang  belakangan 
ini  terdiri  dari  anak,  menantu  atau  ipar, 
pokoknya  keluarga  inti  dan  yang  lebih 
mujur  tingkat  pendidikan  formalnya  di- 
bandingkan  generasi  pemilik/pendirinya; 

-  fungsi  administrasi/akunting  boleh  dise- 
rahkan  kepada  "profesional  nonkeluar- 
ga"  namun  dengan  petunjuk  dan  kontrol 
dari  pemilik  atau  inner  circle; 

-  kecuali  di  Singapura,  pengembangan  sum- 
ber  daya  manusia  dengan  kebijaksanaan 
dan  program  implementasinya  belum  da- 
pat  dikatakan  konsisten,  karena  masih 
"tertutupnya"  manajemen  kebanyakan 
bisnis  mereka; 

-  kebanyakan  bisnis  mereka  seringkali  ada- 
lah low  profile  dan  seringkali  berada  da- 
lam operasi  bisnis  yang  tidak  penuh  gla- 
mour (frequently  in  unglamorous  busi- 
ness). 

Beberapa  Kriteria  Karakeristik  Wira- 
usahawan  ASEAN 

Untuk  memahami  wawasan  strategi  bis- 
nis ASEAN  dan  operasinya,  diperlukan  be- 
berapa karakteristik  bagi  setiap  wirausaha- 
wan  ASEAN  baik  keturunan  Cina  maupun 
dari  suku  lainnya.  Ia  harus  memiliki  kapasi- 


tas  untuk  menumbuhkan  empathy  orang 
lain.  Salah  satu  prioritas  manajemen  adalah 
pengarahan,  pembinaan,  pemberian  nasihat 
dan  pelatihan  sumber  daya  manusia.  Tekan- 
an  pada  sumber  daya  manusia  adalah  pada 
potensi  mereka  sebagai  manusia  dan  pro- 
duktivitas  mereka  sebagai  kawan  sekerja 
atau  karyawan.  Wirausahawan  yang  berwa- 
wasan  strategis  haruslah  mampu  menyeleng- 
garakan  manajemen  yang  berorientasi  pada 
manusia.  Ini  berarti  bahwa  manajemennya 
haruslah  dengan  jalan  "evolusi"  dan  bukan 
"revolusi"  dan  wirausahawan  ini  haruslah 
dididik  dalam  disiplin  manajemen,  termasuk 
analisis  finansial  dan  ketrampilan  market- 
ing. 

Sama  halnya  dengan  kebanyakan  wira- 
usahawan suku  bangsa  lainnya,  para  wira- 
usahawan keturunan  Cina  ASEAN  tidaklah 
demikian  meremehkan  pelatihan,  meskipun 
dalam  realitas  sehari-hari  mereka  lebih  suka 
menunda  pelatihan  itu  bagi  karyawannya 
karena  alasan-alasan  praktis. 

Victor  S.  Limlingan  dalam  bukunya  The 
Overseas  Chinese  in  ASEAN:  Business  Stra- 
tegies and  Management  Practices  (1986)  me- 
ngemukakan  bahwa  masa  depan  strategis 
bisnis  dan  praktek-praktek  manajemen  ketu- 
runan Cina  ASEAN  patut  menjadi  perhatian 
berbagai  kelompok  masyarakat  ASEAN 
khususnya  dan  dunia  umumnya.  Salah  satu 
kelompok  ini  adalah  para  pakar  manajemen 
yang  mengantisipasi  munculnya  kapitalisme 
manajerial  di  seluruh  dunia  (world  wide), 
khususnya  dalam  perekonomian  pasar  bebas 
Asia  Tenggara.  Bagi  para  pengamat  bisnis 
akan  menarik  sekali  untuk  melihat  bahwa 
jiwa  kewirausahaan  bisnis  keturunan  Cina 
ASEAN  yang  dicirikan  dalam  keluarga  juga 
meresap  dalam  perusahaan  dan  manajer 
profesional. 
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Kebijaksanaan  Teknologi 
untuk  Pembangunan  Ekonomi: 
Dapatkah  Jepang  Ditiru?* 

Erman  Aminullah 


Pengantar 

PERKEMBANGAN  ekonomi  suatu 
negara  sering  ditunjukkan  oleh  ting- 
kat  pertumbuhan  ekonomi,  di  sam- 
ping  indikator  lain  seperti  tenaga  kerja,  pen- 
didikan,  dan  kesehatan.  Ada  dua  sektor 
yang  membentuk  pertumbuhan  ekonomi 
ialah  sektor  primer  dan  sektor  nonprimer. 
Pergeseran  sektoral  ke  sektor  nonprimer, 
yaitu  industri  dan  jasa,  umumnya  berpenga- 
ruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  keseluruh- 
an.  Pada  awalnya,  kepesatan  pertumbuhan 
ekonomi  didorong  oleh  sumbangan  yang 
besar  dari  sektor  industri,  setelah  itu  didu- 
kung  oleh  keduanya  baik  industri  maupun 
jasa.  Jadi,  jelaslah  peranan  sektor  industri 
adalah  penting  untuk  pertumbuhan  ekono- 


♦Sebagian  besar  dari  tulisan  ini  berdasarkan  laporan 
penelitian  Erman  Aminullah,  Technology  Policy  for 
Economic  Development:  Lessons  from  Japan  (Tokyo: 
The  Japan's  Institute  of  International  Affairs,  1991), 
Research  Report. 

'Di  Jepang  misalnya,  sumbangan  industri  terhadap 
pertumbuhan  ekonomi  sebesar  61,5%  dan  sumbangan 


Besarnya  sumbangan  sektor  industri  ter- 
hadap pertumbuhan  ekonomi  itu  sebagian 
besar  dihasilkan  oleh  kemajuan  teknologi, 
disamping  sumbangan  faktor  masukan  lain 
seperti  kapital  dan  tenaga  kerja.  Pentingnya 
peranan  teknologi  terhadap  pertumbuhan 
ekonomi  itu  sudah  dibahas  dan  dibuktikan 
oleh  beberapa  hasil  studi.2  Dengan  kata  lain, 
tidak  diragukan  lagi  bahwa  kemajuan  tekno- 
logi merupakan  salah  satu  syarat  penting  un- 
tuk keberhasilan  pembangunan  ekonomi. 

Hubungan  antara  kemajuan  teknologi 
dan  pembangunan  ekonomi  tersebut  men- 
jadi  fokus  tulisan  ini.  Meskipun  kemajuan 
teknologi  dapat  dilihat  dari  berbagai  segi, 
tulisan  ini  memusatkan  perhatian  pada  cara 

jasa  sebesar  28,9%  sebelum  Perang  Dunia  II  (1888- 
1938).  Kemudian  setelah  Perang  Dunia  II  (1955-1980), 
sumbangan  jasa  naik  menjadi  44,9%  dan  industri  tetap 
dominan  yaitu  sebesar  53,8%.  Lihat  Ryoshin  Minami, 
The  Economic  Development  of  Japan  (London:  Mac- 
Millan  Press,  1986),  116. 

2Minami  juga  telah  mcmperkirakan  sumbangan  tek- 
nologi terhadap  pertumbuhan  sektor  industri  di  Jepang 
sebesar  41,6%  (1908-1938)  dan  58,3%  (1956-1980). 
Ibid.,  105. 
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menguasai  (memperoleh,  mencerna,  dan  me- 
ngembangkan)  teknologi.  Lebih  khusus  lagi, 
mengenai  langkah  atau  kebijaksanaan  apa 
yang  dapat  diambil  untuk  mempercepat  pe- 
nguasaan  teknologi.3  Analisis  kebijaksanaan 
teknologi  di  sini  memakai  Jepang  sebagai 
model  dan  mencoba  menemukan  faktor 
kunci  yang  mempengaruhi  kemampuan  tek- 
nologi Jepang.  Analisis  yang  lebih  dalam 
terhadap  peranan  sektor  publik  dalam  pem- 
bangunan  kemampuan  teknologi  di  Jepang 
dirinci  dalam  bentuk  kasus,  sehingga  dipero- 
leh  gambaran  tentang  dinamika  dan  dampak 
kebijaksanaan  teknologi  yang  dibuat  oleh 
sektor  publik. 

Kerangka  tulisan  ini  adalah  sebagai  beri- 
kut:  setelah  bagian  pertama  sebagai  pengan- 
tar,  bagian  kedua  akan  menjelaskan  secara 
singkat  proses  dan  kebijaksanaan  umum 
pembangunan  kemampuan  teknologi  di  Je- 
pang. Lalu  bagian  ketiga  akan  menguraikan 
unsur-unsur  yang  mempengaruhi  kebijaksa- 
naan teknologi  di  Jepang  dilihat  dari  sektor 
publik  dan  swasta.  Sedangkan  bagian  keem- 
pat  menitikberatkan  peranan  sektor  publik 
dalam  pembangunan  teknologi  pada  level  in- 
dustri  melalui  dua  kasus,  yaitu  industri  teks- 
til  dan  elektronik.  Dan  akhirnya  ditutup  de- 
ngan  beberapa  catatan  kesimpulan  untuk 
menerapkan  kebijaksanaan  teknologi  berda- 
sarkan  pengalaman  Jepang. 

Proses  Perkcmbangan  Kemampuan 
Teknologi  Jepang 

Sebelum  Perang  Dunia  II  perkembangan 
kemampuan  teknologi  Jepang  relatif  sudah 

•Pengertian  kebijaksanaan  teknologi  di  sini  adalah 
keterlibatan  sektor  publik  dalam  sistem  industri  untuk 
mcningkatkan  kemampuan  teknologi  khususnya  di 
sektor  swasta. 


maju.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  pe- 
nguasaan  teknologi  maju  Jepang  pada 
waktu  itu.  Jepang  sudah  menjadi  pengeks- 
por  utama  produk  industri  menengah  seperti 
tekstil  ketika  masih  pada  awal  tahun  1990- 
an.  Pada  tahun  1930-an,  Jepang  telah  mela- 
kukan  produksi  massal  untuk  beberapa  pro- 
duk teknologi  tinggi  seperti  pesawat  terbang, 
kapal  laut,  mobil,  dan  mesin-mesin  elektrik. 
Struktur  industri  tersebut  telah  diperkuat 
oleh  produksi  massal  industri  berat  dan  ki- 
mia,  seperti  besi  baja  dan  petrokimia.  De- 
ngan  kata  lain,  Jepang  telah  lama  menguasai 
beberapa  teknologi  kunci  untuk  mempro- 
duksi  barang-barang  industri.4 

Setelah  Perang  Dunia  II  fasilitas  industri 
Jepang  rusak  berat.  Tetapi  Jepang  cepat 
membangun  kembali  kemampuan  industri- 
nya,  yaitu  dengan  menetapkan  prioritas 
pembangunan  pada  industri  yang  strategis. 
Pembangunan  dipusatkan  dalam  industri 
berat  (besi,  kapal)  dan  industri  kimia  (petro- 
kimia), disamping  juga  memberi  perhatian 
pada  industri  permesinan  dan  mobil.  In- 
dustri berat  dan  kimia  kemudian  kehilangan 
daya  saingnya  pada  tahun  1970-an,  khusus- 
nya setelah  dipukul  oleh  krisis  energi.  Sejak 
itu,  kebijaksanaan  industri  Jepang  memper- 
barui  prioritas  industri  strategis  pada  in- 
dustri elektronik  seperti  komputer  dan  tele- 
komunikasi.  Ada  beberapa  pendapat  ten- 
tang kriteria  industri  strategis  tersebut.5 

4United  Nation  Conference  on  Trade  and  Develop- 
ment (UNTCD),  Political  for  Transfer  and  Develop- 
ment of  Technology  in  Pre-war  Japan  (1868-1937) 
(UNCTD  Secretariat,  tanpa  tahun),  3-34. 

'Kementcrian  Pcrdagangan  Internasional  dan  In- 
dustri (MITI)  menetapkan  industri  berat  dan  kimia  ada- 
lah strategis  bcrdasarkan  kriteria:  produktivitas  dan 
clastisitas  pcrmintaan  terhadap  pendapatan  yang  tinggi. 
Selanjutnya  MITI  menetapkan  industri  elektronik  ada- 
lah strategis  bcrdasarkan  visi  kc  depan.  Tetapi  pakar 
ckonomi  seperti  Komiya  mclihat  penctapan  prioritas 
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Dilihat  dari  sudut  tahapan  inovasi  tekno- 
logi,  Jepang  mengikuti  pola  umum  yaitu: 
impor,  sesuaikan,  dan  buat  sendiri.6  Yang 
paling  penting  dari  tahapan  tersebut  adalah 
proses  menyesuaikan  teknologi  impor  de- 
ngan  kebutuhan  lokal.  Pada  awalnya,  sektor 
publik  berperan  besar  untuk  proses  penye- 
suaian  teknologi  yang  dilakukan  dalam  lem- 
baga  penelitian  dan  laboratorium  pemerin- 
tah.  teknologi  yang  telah  disesuaikan  ini 
kemudian  disebarkan  ke  sektor  swasta.  Se- 
lanjutnya,  hasil  penyebaran  teknologi  terse- 
but merangsang  sektor  swasta  untuk  meng- 
impor  dan  menyesuaikan  sendiri  ke  dalam 
proses  produksi  lokal.  Kemudian,  sektor 
swastalah  yang  lebih  berperan  dalam  proses 
penyesuaian  teknologi.  Dengan  demikian 
tampak,  bahwa  peranan  sektor  publik  di  Je- 
pang adalah  sebagai  pemrakarsa  dan  pendo- 
rong  untuk  penggunaan  dan  penyesuaian 
teknologi  impor. 

Dalam  proses  penyesuaian  teknologi  im- 
por itu,  sektor  swasta  di  Jepang  pada  umum- 
nya  melakukan  apa  yang  disebut  reverse 
engineering  terhadap  teknologi  impor,  yaitu 
membongkar,  memperbarui  sedikit,  dan  me- 
niasang  kembali  teknologi  yang  telah  dimo- 
difikasi.7  Industri-industri  di  Jepang  berha- 

pada  industri  berat  dan  kimia  tersebut  lebih  didorong 
oleh  prestise  industri  sebelum  Perang  Dunia  II,  dan  pe- 
netapan  target  pada  industri  elektronik  lebih  didorong 
oleh  atensi  masyarakat,  bukan  karena  logika  ekonomi. 
Lihat  Ryutaro  Komiya,  "Introduction"  dalam  Ryutaro 
Komiya  dkk.  (ed.),  Industrial  Policy  of  Japan  (Tokyo: 
Academic  Press,  1988),  7-8. 

6Ryozo  Sato,  "Nothing  New?  An  Historical 
Perspective  on  Japanese  Technology  Policy"  dalam 
Toshio  Shishido  dan  Ryozo  Sato  (ed.),  Economic  Policy 
and  Development:  New  Perspective  (London:  Auburn 
House  Publishing  Co.,  1985),  309-311. 

7Merton  J.  Peck  dan  Shuji  Tamura,  "Technology" 
dalam  Hugh  Patrick,  Asia's  New  Giant,  How  the 
Japanese  Economy  Works  (Washington:  The  Brooking 
Institute,  1976),  542-546. 


sil  menambahkan,  meskipun  sedikit,  unsur 
baru  pada  teknologi  yang  sudah  ada,  sehing- 
ga  mereka  berhasil  memperoleh  hak  paten 
terhadap  teknologi  yang  dimodifikasi  terse- 
but. Keberhasilan  ini  ditunjukkan  oleh  ham- 
pir  semua  teknologi  yang  semula  ditemukan 
di  Barat  telah  diperbarui  oleh  Jepang,  mulai 
dari  teknologi  mekanik  dan  elektronik  seper- 
ti  mobil  dan  alat-alat  listrik,  sampai  pada 
teknologi  elektronik  sekarang.  Bahkan  Je- 
pang berhasil  menggabungkan  teknologi  me- 
kanik dengan  elektronik  yang  melahirkan 
mekatronik,  seperti  robot  dan  alat-alat  kon- 
trol  numerik.  Khusus  dalam  penguasaan  tek- 
nologi elektronik  dan  mekatronik  ini,  faktor 
kemampuan  penelitian  dan  pengembangan 
(R&D)  industri  lebih  berperan  daripada  ke- 
mampuan 'konvensionaF  yaitu  pembong- 
karan,  pembaruan  kecil  dan  pemasangan 
kembali.8 

Melalui  proses  reverse  engineering  dan 
kegiatan  R&D  Jepang  telah  berhasil  mengua- 
sai  teknologi  industri-industri  strategis  yang 
ditargetkan.  Keberhasilan  itu  ditunjukkan 
oleh  kemampuan  memproduksi  dan  me- 
ngembangkan  sendiri  semua  produk  dari  in- 
dustri tersebut.  Dan  yang  lebih  menarik  ada- 
lah Jepang  tidak  hanya  mampu  mempro- 
duksi dan  mengembangkan  produk  tetapi 
juga  sukses  bersaing  dalam  pasaran  interna- 
sional.  Kesuksesan  Jepang  menguasai  pasar 
jelas  tergambar  dari  perubahan  jenis  dan 
jumlah  ekspor  produk  industrinya.9  Melalui 


8Berbeda  halnya  dengan  teknologi  mekanik,  umum- 
nya  teknologi  elektronik  bisa  rusak  kalau  dibongkar 
tanpa  dukungan  kemampuan  R&D  yang  profesional. 

9Sebelum  Perang  Dunia  II.  ekspor  utama  adalah 
tekstil  dengan  pangsa  66,3%  (1921-1930)  dari  ekspor 
total.  Setelah  Perang  Dunia  II,  ekspor  utama  adalah 
produk  industri  berat,  permesinan  dan  kimia  dengan 
pangsa  43,3%  (1951-1960),  67.4%  (1961-1970)  dan 
85,6%  (1971-1980)  dari  ekspor  total.  Kemudian  pangsa 
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penguasaan  jaringan  pasar,  khususnya  pasar 
ekspor,  Jepang  kemudian  terus-menerus 
dapat  memperbarui  teknologi  dari  waktu  ke 
waktu.10  Jadi,  tampak  bahwa  pendekatan 
inovasi  teknologi  di  Jepang  tidak  dapat  dipi- 
sahkan  dari  proses  umpan  balik:  teknolo- 
gi produksi  pasar  teknologi.  Perlu  dicatat 
proses  inovasi  teknologi  tersebut,  khususnya 
setelah  Perang  Dunia  II,  umumnya  dilaku- 
kan  oleh  sektor  swasta. 

Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemam- 
puan  Teknologi  Jepang 

Ada  beberapa  pendapat  tentang  keberha- 
silan  Jepang  dalam  membangun  kemampu- 
an  teknologi,  khususnya  teknologi  industri. 
Pertama,  keberhasilan  itu  disebabkan  oleh 
peranan  sektor  publik  yang  lebih  dominan. 
Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  penerapan  ke- 
bijaksanaan  industri  nasional,  di  mana  pe- 
merintah  Jepang  melalui  lembaga-lembaga 
industri,  keuangan,  dan  perpajakan  meng- 
koordinasikan  industri-industri  untuk  men- 


ekspor  elektronik  terhadap  ekspor  total  meningkat  dari 
13,6%  (1978)  menjadi  24%  (1987).  Minami,  The  Eco- 
nomic ....  227.  Untuk  elektronik,  litiat  Shigeru  Itaya 
dkk.,  A  Case  Study  of  Japan's  Textiles  and  Electronics 
Industries  (Nagoya:  Research  Institute  for  International 
Relations,  1990),  168. 

l0Penjelasan  pentingnya  peranan  pasar,  baik  yang 
diperoleh  melalui  prokuremen  pemerintah  maupun  per- 
saingan  antarindustri,  untuk  pembaruan  teknologi,  li- 
hat  Fumio  Kodama,  "Demand  Articulation:  Targeted 
Technology  Development"  dalam  Science  and  Tech- 
nology Agency  (STA),  NISTEP  -  Review  I  (Tokyo: 
NISTEP-STA,  1990),  62-68. 

"Pangsa  sektor  swasta  dalam  total  (publik  dan 
swasta)  invcstasi  R&D  adalah  70%  (1950-an),  71,6% 
(1960-an),  73%  (1970-an),  dan  78%  (1980-an),  Science 
and  Technology  Agency  (STA),  Historical  Review  of 
Japan's  Science  &  Technology  Policies  (Tokyo:  STA, 
1990),  180. 


capai  target  nasional.12  Kedua,  keberhasilan 
itu  disebabkan  oleh  adanya  persaingan  di 
pasar,  baik  pasar  domestik  maupun  interna- 
sional.  Dengan  kata  lain,  peranan  sektor 
swasta  dianggap  lebih  dominan  untuk  per- 
kembangan  teknologi  dan  kemajuan  in- 
dustri.13 Ketiga,  keberhasilan  itu  tidak  dapat 
dipisahkan  dari  kecepatan  dan  ketepatan 
reaksi  sektor  publik  dan  swasta  menanggapi 
pengaruh  eksternal  terhadap  sistem  industri, 
misalnya  reaksi  pemerintah  dan  industri  Je- 
pang terhadap  krisis  energi  tahun  1970-an.14 

Ketiga  faktor  di  atas:  sektor  publik, 
sektor  swasta  dan  faktor  eksternal  sebagai 
sebuah  sistem  tidak  dapat  dipisahkan  satu 
sama  lain.  Ada  kerja  sama  yang  harmonis 
antara  dua  unsur  pokok,  yaitu  sektor  publik 
dan  swasta,  dalam  mengendalikan  sistem  in- 
dustri di  Jepang.  Sistem  industri  tersebut  be- 
kerja  untuk  mencapai  target  nasional,  me- 
ngendalikan ancaman  pesaing  dan  menang- 
gapi gangguan  faktor  eksternal.15  Kedua  un- 

l2Keberhasilan  sektor  publik  mengkoordinasi  sektor 
swasta  meialui  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  ka- 
Iangan  industri  dapat  ditemukan  dalam  Chalmers 
Johnson,  MITI  and  Japanese  Miracle,  the  Growth  of 
Industrial  Policy  (Stanford:  Stanford  University  Press, 
1982),  et.  passim. 

l3Komiya,  "Introduction"  dalam  Komiya  (ed.),  In- 
dustrial..., 1. 

l4Reaksi  pemerintah  Jepang  terhadap  krisis  energi 
tahun  1970-an  adalah  mendorong  industri  untuk  berge- 
ser  dari  teknologi  padat  energi  (industri  berat  dan  ki- 
mia)  kepada  teknologi  hemat  energi  (industri  elektronik 
dan  telekomunikasi).  Erman  Aminullah,  The  Inducing 
Power  of  Japanese  Technological  Innovation:  An  Em- 
pirical A  nalysis  with  Special  Emphasis  on  Energy  Crisis 
(Saitama  University:  Unpublished  MSc.  Thesis),  chap. 
IV. 

l5Tcntang  pendekatan  sistem  terhadap  kebijaksana- 
an  teknologi  lihat  Erman  Aminullah,  Technology 
Policy  for  Economic  Development:  Lessons  from  Japan 
(Tokyo:  The  Japan  Institute  (if  International  Affairs, 
1991),  Research  Report,  6-10. 
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sur  pokok  sistem  dan  interaksinya  akan  dije- 
laskan  dalam  uraian  berikut. 

Sektor  Publik 

Peranan  sektor  publik  di  Jepang  dapat 
dikelompokkan  menjadi  dua  segi,  .yaitu  ber- 
sifat  katalis  dan  /complementer.  Peranan 
yang  bersifat  katalis  adalah  pemerintah  ber- 
fungsi  mempercepat  proses  peningkatan  ke- 
mampuan  teknologi  swasta  tapi  tidak  ikut 
investasi  dalam  bidang  teknologi.  Misalnya, 
bimbingan  administratif  dari  MITI  melalui 
jaringan  formal  dan  nonformal  berhasil 
mempengaruhi  dan  mendorong  sektor  swas- 
ta menuju  target  pemerintah.  Sedangkan  pe- 
ran  yang  bersifat  komplementer  adalah  pe- 
merintah ikut  serta  dalam  investasi  di  bidang 
teknologi  untuk  melengkapi  kekurangmam- 
puan  sektor  swasta,  misalnya  bantuan  ke- 
uangan  dan  fasilitas  R&D. 

Bimbingan  administratif  dalam  praktek- 
nya  di  Jepang  adalah  pengaturan  oleh  peme- 
rintah terhadap  sektor  swasta.  Pengaturan 
itu  biasanya  dalam  bentuk  lisan  atau  catatan 
dari  pejabat  tinggi  pemerintah.  Meskipun 
pengaturan  tersebut  tidak  mengikat  secara 
hukum,  namun  sangat  efektif  untuk  mendu- 
kung  kebijaksanaan  pemerintah  karena 
umumnya  dipatuhi  oleh  sektor  swasta. 
Biasanya  penerapan  bimbingan  administra- 
tif dikaitkan  dengan  peraturan  dan  bantuan 
pemerintah  yang  lain.16  Misalnya,  MITI 
memberikan  bantuan  keuangan  (research 
grant)  untuk  meningkatkan  kemampuan  tek- 
nologi industri  elektronik  pada  tahun  1970- 


l6Takashi  Wakiyama,  "The  Implementation  and 
Effectiveness  of  MITI's  Administrative  Guidance" 
dalam  Stephen  Wilks  dan  Maurice  Wright,  Compara- 
tive Government  Industry  Relations  (Oxford:  Claren- 
don Press,  1987),  219. 


an.  Sebagai  syarat  dari  bantuan  tersebut, 
perusahaan  elektronik  yang  saling  bersaing 
harus  bekerjasama  dalam  R&D  guna  meng- 
hadapi  pesaing  dari  luar  (khususnya  IBM). 
Keberhasilan  bimbingan  MITI  ini  ditunjang 
oleh  jaringan  kerja  sama  antara  pemerintah 
dan  industri  (lebih  lanjut  dalam  III.2). 

Keikutsertaan  pemerintah  dalam  investa- 
si langsung  di  bidang  kerja  sama  R&D  di 
atas  adalah  salah  satu  contoh  peran  yang 
bersifat  komplemeter  dari  pemerintah.  In- 
vestasi yang  bersifat  langsung  umumnya 
tampak  dalam  bermacam  bentuk  bantuan 
keuangan  seperti  keringanan  pajak  R&D, 
subsidi  R&D,  dan  pinjaman  lunak  untuk 
R&D  di  dalam  industri.  Jumlah  bantuan  ke- 
uangan dari  pemerintah  ini  relatif  sangat 
kecil  dan  dari  tahun  ke  tahun  terus  menu- 
run.17  Dengan  kata  lain,  pengembangan 
kemampuan  teknologi  di  Jepang  lebih 
mengandalkan  kekuatan  sektor  swasta  sen- 
diri  daripada  bantuan  keuangan  yang  ber- 
sifat langsung  dari  pemerintah. 

Bantuan  keuangan  pemerintah  dalam 
bentuk  pajak,  subsidi,  dan  pinjaman  lunak 
tersebut  diberikan  untuk  mendukung  penca- 
paian  tujuan  tertentu.  Keringanan  pajak  da- 
lam bentuk  keringanan  tarif  dan  percepatan 
depresiasi  barang  kapital  umumnya  diberi- 
kan untuk  meningkatkan  impor  teknologi, 
sedang  pengurangan  pajak  diberikan  untuk 
meningkatkan  kegiatan  R&D  dalam  indus- 
tri. Selanjutnya,  subsidi  R&D  umumnya 
diberikan  untuk  mendukung  pengembangan 
teknologi  strategis  baik  oleh  sektor  swasta 
maupun  sektor  publik.  Kemudian  pinjaman 
lunak  umumnya  diberikan  untuk  mendu- 

17Pangsa  bantuan  pemerintah  dalam  investasi  R&D 
oleh  industri  di  Jepang  adalah  sebesar  5%  (1960-an), 
3%  (1970-an)  dan  2%  (1980-an).  Akira  Goto  dan  Ryu- 
hei  Wakasugi,  "Technology  Policy"  dalam  Komiya,  In- 
dustrial ....  191. 
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kung  proses  produksi  dari  hasil-hasil  kegiat- 
an  R&D  dalam  industri.18  Dengan  kata  lain, 
ketiga  bentuk  bantuan  keuangan  itu  saling 
melengkapi  satu  sama  lain  sesuai  dengan 
tahapan  inovasi  teknologi  di  Jepang,  yaitu 
impor  teknologi  (dengan  pajak)  --■=>  R&D 
di  dalam  industri  (dengan  pajak/subsidi)--^. 
produksi  hasil  R&D  (dengan  pinjaman  lu- 
nak). 

Investasi  sektor  publik  yang  bersifat 
komplementer  tetapi  tidak  langsung  mening- 
katkan  kemampuan  teknologi  sektor  swasta, 
ditunjukkan  oleh  pengeluaran  publik  untuk 
pembangunan  prasarana  teknologi  dan  ke- 
giatan  R&D  sektor  publik.  Dalam  hal  ini 
prasarana  teknologi  mencakup  sarana  pene- 
litian  dan  kelembagaan  penunjang  tekno- 
logi, seperti  laboratorium  penelitian  milik 
universitas,  lembaga  nondepartemen,  depar- 
temen  dan  perusahaan  negara,  dan  lembaga 
paten  serta  standarisasi.  Selanjutnya,  secara 
kuantitatif  jumlah  investasi  R&D  oleh  sektor 
publik  itu  relatif  kecil  dan  terus  menurun  di- 
banding  investasi  R&D  oleh  sektor  swasta.19 
Khususnya  aliran  dana  pemerintah  tersebut 
sebagian  besar  pergi  ke  lembaga  R&D  di  uni- 
versitas, diikuti  oleh  lembaga  R&D  nonde- 
partemen (Science  and  Technology  Agency), 
kemudian  lembaga  R&D  departemen  (Seper- 
ti Agency  of  Industrial  Science  and  Tech- 
nology di  bawah  MITI).  Dan  hanya  sekitar 
1-2%  saja  dari  dana  pemerintah  yang  me- 
ngalir  (dalam  bentuk  subsidi)  kepada  sektor 
swasta  atau  industri.20  Dengan  demikian  se- 
makin  jelas,  bahwa  investasi  teknologi  oleh 

1  */&/</..  190-196. 

l9Pangsa  sektor  publik  dalam  total  (publik  dan 
swasta)  investasi  R&D  adalah  berkisar  30%  (1950-an), 
28,4%  (1960-an),  27%  (1970-an)  dan  22%  (1980-an). 
Science  and  Technology  Agency  (STA),  Historical 
Review  ....  180. 

2"Lihat  catatan  kaki  no.  17. 


sektor  publik  adalah  melengkapi  dan  bukan 
untuk  menggantikan  investasi  teknologi  di 
sektor  swasta. 

Sektor  Swasta 

Seperti  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa 
kemampuan  teknologi  di  Jepang  lebih  ba- 
nyak  bertumpu  pada  sektor  swasta  daripada 
sektor  publik.  Peranan  sektor  swasta  dalam 
meningkatkan  kemampuan  teknologi  dapat 
dijelaskan  dari  tiga  faktor:  kapasitas  ino- 
vasi, persaingan,  dan  organisasi  industri. 
Adapun  faktor  yang  terakhir  merupakan 
pintu  masuk  bagi  keterlibatan  pemerintah  ke 
dalam  sektor  swasta.  Berikut  ini  akan  dije- 
laskan, bagaimana  ketiga  faktor  itu  berpe- 
ngaruh  terhadap  peningkatan  investasi  tek- 
nologi di  sektor  swasta. 

Kapasitas  inovasi.  Pada  dasarnya  kegiat- 
an  inovasi  teknologi  itu  bersifat  kumulatif, 
artinya  semakin  banyak  kegiatan  inovasi  di 
dalam  industri  juga  semakin  besar  kapasitas 
untuk  melakukan  inovasi  berikutnya.  Seper- 
ti telah  disebutkan,  pada  umumnya  proses 
inovasi  teknologi  di  Jepang  melakukan  ke- 
giatan reverse  engineering  yaitu  membong- 
kar,  memperbarui  dan  memasang  kembali 
teknologi  yang  diimpor  dari  Barat.  Kegiatan 
inovasi  demikian  telah  dilakukan  oleh  indus- 
tri-industri  di  Jepang  sejak  seabad  yang  lalu. 
Akumulasi  dari  inovasi  teknologi  ini  tercer- 
min  dalam  perkembangan  investasi  R&D  in- 
dustri, jumlah  peneliti  dalam  industri,  dan 
jumlah  paten  yang  dihasilkan  kegiatan  R&D 
dalam  industri  di  Jepang.21 

21Misalnya  sampai  pada  tahun  1989  telah  dihasilkan 
262.200  paten,  tcrscdia  868.700  peneliti,  dan  didukung 
oleh  investasi  R&D  sebesar  10,6  triliun  yen  (di  mana  le- 
bih 80%  adalah  pangsa  sektor  swasta).  Management 
Coordination  Agency,  Japan  Statistic  Year  Book  1990 
(Tokyo:  Management  Coordination  Agency,  1990), 
672-674. 
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Motivasi  inovasi  teknologi  oleh  industri 
di  Jepang  umumnya  didorong  oleh  tiga 
faktor.  Pertama,  faktor  pasar  yaitu  keingin- 
an  untuk  memperoleh  pangsa  pasar  yang  le- 
bih  besar,  baik  pasar  domestik  maupun  in- 
ternasional,  disamping  untuk  memenuhi 
permintaan  proyek-proyek  pemerintah.  Ke- 
dua,  faktor  persaingan  yaitu  keinginan  un- 
tuk mengalahkan  pesaing,  baik  dari  dalam 
maupun  luar  negeri.  Ketiga,  faktor  eksternal 
yaitu  keinginan  untuk  meredam  pengaruh 
faktor  yang  datang  dari  luar  sistem  industri 
di  Jepang,  misalnya  krisis  energi.  Ketiga 
faktor  keinginan  tersebut  kemudian  diarti- 
kulasikan  dalam  bentuk  investasi  R&D  un- 
tuk mewujudkan  proses  atau  produk  tekno- 

22 

logi  yang  lebih  inovatif. 

Besarnya  investasi  R&D  itu  tergantung 
pada  kapasitas  inovasi  yang  ada  sekarang, 
yang  mencakup  perangkat  keras  (peralatan 
R&D)  dan  perangkat  lunak  (kemampuan  pe- 
neliti,  penguasaan  informasi  dan  kemampu- 
an  manajemen).  Pada  umumnya  industri 
besar  memiliki  sumber  daya  dan  kapasitas 
inovasi  yang  lebih  besar  daripada  industri 
menengah/kecil,  sehingga  industri  besar  cen- 
derung  memiliki  investasi  R&D  yang  besar, 
meskipun  besarnya  industri  dan  investasi 
R&D  bukan  jaminan  untuk  sukses  dalam 
inovasi  teknologi.24 

22Kodama,  "Demand  Articulation  ..."  dalam 
Science  and  Technology  (STA),  NISTEP  62-85. 

23Tentang  peta  kemampuan  teknologi,  di  mana  Je- 
pang telah  relatif  unggul  baik  dalam  perangkat  keras 
maupun  perangkat  lunak  (kemampuan  sumber  daya 
manusia,  organisasi  dan  penguasaan  informasi),  lihat 
Asian  Pacific  Centre  for  Technology  Transfer  (APC- 
TT),  Technology  Atlas  (Bangalore:  APCTT,  1988),  5 
Volume,  et.  passim. 

^Sebagai  contoh,  pemimpin  inovasi  di  bidang 
elektronik  adalah  Sony  Corporation  dengan  melakukan 
investasi  R&D  32  milyar  yen  pada  tahun  1979.  Sedang- 
kan  Matsushita  Company  perusahaan  elektronik  terbe- 


Persaingan.  Grup-grup  industri  atau 
konglomerat  di  Jepang  hidup  dan  berkem- 
bang  dalam  suasana  persaingan.  Tidak  ada 
konglomerat  yang  memonopoli  satu  jenis  in- 
dustri, sekurang-kurangnya  lima  atau  lebih 
konglomerat  bersaing  dalam  masing-masing 
industri.25  Sebelum  tahun  1970-an,  pada 
umumnya  persaingan  antarindustri  lebih 
menekankan  pada  harga  produk  yang 
murah,  sehingga  terjadi  perlombaan  inves- 
tasi kapital  untuk  meningkatkan  skala  eko- 
nomi  dari  industri.  Kemudian  sejak  tahun 
1970-an,  persaingan  antarindustri  bukan 
hanya  pada  harga  melainkan  juga  pada 
mutu  produk,  sehingga  terjadi  perlombaan 
investasi  R&D  untuk  meningkatkan  mutu 
produk  industri.  Bahkan  pada  beberapa  in- 
dustri sudah  terjadi,  bahwa  nilai  investasi 
R&D  lebih  besar  daripada  nilai  investasi  ka- 
pital.26 

Perlombaan  investasi  kapital  dan  R&D 
tidak  hanya  dimotivasi  oleh  kebutuhan  pa- 
sar, persaingan,  dan  faktor  eksternal,  tetapi 
juga  digerakkan  oleh  kebijaksanaan  peme- 
rintah. Industri-industri  besar,  karena  didu- 
kung  oleh  sumber  daya  --  teknologi,  tenaga 
profesional,  keuangan,  informasi  dan  mana- 
jemen »  yang  kuat,  biasanya  akan  meman- 
faatkan  kebijaksanaan  pemerintah  untuk 
menarik  keuntungan  yang  lebih  besar.  Mi- 
salnya, perlombaan  investasi  untuk  memper- 


sar  di  Jepang  mengeluarkan  untuk  R&D  sebesar  43 
milyar  yen  pada  tahun  1979.  Sato  "Nothing  New?  ..." 
dalam  Shishido  (ed.),  Economic  Policy  ....  306. 

25Chalmers  Johnson,  "The  Japanese  Economy:  Dif- 
ferent Kind  of  Capitalism"  dalam  S.N.  Eisenstadt  dan 
Eyal  Ben  Ari  (ed.),  Japanese  Model  of  Conflict  Resolu- 
tion (London:  Kegan  Paul  International,  1990),  47. 

26Fumio  Kodama,  "How  Research  Investment  Deci- 
sion are  Made  in  Japanese  Industry"  dalam  The  Eva- 
luation of  Scientific  Research  (Chicester:  Ciba  Founda- 
tion Conference,  1989),  201-214. 
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besar  kapasitas  produksi  dalam  industri  pe- 
ngilangan  minyak  (oil  refinary  industries)  di- 
sebabkan  oleh  kebijaksanaan  pemerintah, 
yang  menetapkan  kuota  impor  minyak  men- 
tah  berdasarkan  kapasitas  pengilangan  dari 
masing-masing  industri.27 

Perlu  dicatat  persaingan  antarindustri 
yang  tajam  itu  tetap  dikendalikan  oleh  pe- 
merintah. Mungkin  keadaan  ini  dapat  dise- 
but  sebuah  'persaingan  yang  terkendali'. 
Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  kebijaksana- 
an industri  di  Jepang  yang  mengendalikan 
efek  negatif  persaingan,  yaitu  kebangkrutan 
dan  pertarungan  yang  mematikan  industri. 
Untuk  mengendalikan  kebangkrutan,  peme- 
rintah berhasil  mendorong  penggabungan 
(merger)  antarindustri.  Dan  untuk  mengen- 
dalikan pertarungan  yang  mematikan,  pe- 
merintah berhasil  mensponsori  kerja  sama 
R&D  yang  saling  menguntungkan  antarin- 
dustri.    Oleh  karena  kebijaksanaan  ini  ber- 
tentangan  dengan  Undang-undang  Anti  Mo- 
nopoli  di  Jepang,  maka  pemerintah  menggu- 
nakan  instrumen  kebijaksanaan  yang  tidak 
tampak  (intangible)  namun  sangat  efektif 
yaitu  bimbingan  administratif. 

Organisasi  industri.  Dalam  hubungan  ini 
organisasi  industri  adalah  struktur  atau  ja- 
ringan  yang  memberi  bentuk  pada  industri 
di  Jepang.  Organisasi  industri  di  Jepang  ju- 
ga  berfungsi  sebagai  pintu  masuk  bagi  keter- 
libatan  pemerintah  dan  untuk  membantu  pe- 

"Kotaro  Suzumura  dan  Masahiro  Okuno-Fujiwara, 
Industrial  Policy  in  Japan:  Overview  and  Evaluation 
(Australia- Japan  Research  Centre,  Pacific  Economic 
Paper  no.  146,  1987),  30. 

MUntuk  merger  lihat  Akira  Iwasaki,  "Mergers  and 
Reorganizations'*  dalam  Komiya,  Industrial  ....  497- 
511.  Dan  untuk  kerja  sama  R&D  lihat  Martin  Frans- 
man,  The  Market  and  Beyond,  Cooperation  and  Com- 
petition in  Information  Technology  Development  in  the 
Japanese  System  (Cambridge:  Cambridge  University 
Press,  1990),  278-283. 


laksanaan  kebijaksanaan  pemerintah.  Orga- 
nisasi industri  di  Jepang  dapat  dilihat  dari 
dua  bentuk:  struktur  dan  grup  industri,  dan 
jaringan  perantara  dalam  industri. 

Struktur  dan  grup  industri  adalah  sebuah 
kesatuan.  Hubungan  antargrup  industri 
umumnya  membentuk  struktur  industri  be- 
sar yang  merupakan  tempat  bergantung  bagi 
industri  kecil  dalam  suatu  sistem  subkon- 

29 

trak.  Di  sini  hubungan  antargrup  industri 
diikat  oleh  sistem  pemilikan  saham  antar- 
grup (interlocking  shareholdings).30  Sistem 
ini  membentuk  jaringan  komunikasi  antar- 
grup industri.  Jaringan  ini  memudahkan 
pencapaian  konsensus,  misalnya  konsensus 
antargrup  industri  untuk  berpartisipasi  da- 
lam proyek  kerja  sama  R&D  yang  disponsori 
oleh  pemerintah.  Demikianlah  tampak 
bahwa  struktur  dan  grup  industri  di  Jepang 
mendorong  ke  arah  inovasi  teknologi. 

Selanjutnya,  keterkaitan  industri  besar 
dengan  industri  kecil  secara  sistem  subkon- 
trak  mendorong  industri  besar  untuk 
berkonsentrasi  dalam  inovasi  produk  yang 
akan  disubkontrakkan  ke  industri  kecil.  Se- 
dangkan  industri  kecil  terus-menerus  mela- 
kukan  inovasi  proses  pengolahan  sesuai  de- 
ngan pesanan  industri  besar.31  Keterkaitan 
tersebut  memungkinkan  industri  besar  men- 
distribusikan  gangguan  eksternal  kepada  in- 

29Lihat  Daniel  Okimoto,  Between  MITI  and  the 
Market,  Japanese  Industrial  Policy  for  High  Technolo- 
gy (Stanford:  Stanford  University  Press,  1989),  39-42. 

30Paul  Sheard,  Intercorporate  Shareholding  and 
Structural  Adjustment  in  Japan  (ANU,  Australian 
Japan  Research  Centre,  Research  Paper  no.  140),  16. 

3lInovasi  teknologi  di  Jepang  menekankan  pada  pe- 
nyesuaian  dan  penyempurnaan  teknologi  proses  secara 
terus-menerus,  yang  umumnya  dilakukan  di  lantai  pro- 
duksi oleh  industri  menengah  dan  kecil.  Ryokichi 
Hirono,  Factor  which  Hinder  or  Help  Productivity  Im- 
provement, Country  Report  -  Japan  (Tokyo:  Asian  Pro- 
ductivity Organization,  1980),  100. 
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dustri  kecil.  Dengan  kata  lain,  industri  kecil 
membantu  industri  besar  untuk  meredam 
gangguan  eksternal,  misalnya  gangguan  re- 
sesi  akibat  krisis  energi  tahun  1970-an.  In- 
dustri besar  dapat  tetap  melakukan  inovasi 
produk,  dengan  meningkatkan  investasi 
R&D  seakan-akan  tidak  terpengaruh  oleh  re- 
sesi.32  Maka  setelah  resesiWakhir,  industri- 
industri  di  Jepang  telah  siap  untuk  memasar- 
kan  hasil  inovasi  teknologi,  yaitu  produk 
yang  lebih  murah  dan  bermutu. 

Kemudian,  keberadaan  jaringan  peran- 
tara  umumnya  berfungsi  untuk  memudah- 
kan  pelaksanaan  kebijaksanaan  teknologi. 
Ada  dua  bentuk  jaringan  perantara  yaitu 
jaringan  formal  dan  nonformal.  Jaringan 
formal  melalui  perusahaan  negara  dan  aso- 
siasi  industri,  merupakan  perpanjangan  ta- 
ngan  sektor  publik  dalam  pelaksanaan  kebi- 
jaksanaan teknologi.  Sedangkan  jaringan 
nonformal  melalui  kelompok-kelompok 
(ikatan  antarindividu)  baik  berdasarkan  hu- 
bungan  pekerjaan,  famili,  maupun  sekolah, 
merupakan  sarana  komunikasi  untuk  mem- 
permudah   pencapaian   konsensus  antara 

"1*5  t 

sektor  publik  dengan  sektor  swasta.  Misal- 
nya, keberhasilan  MITI  membangun  kon- 
sensus proyek  kerja  sama  R&D  antarindus- 
tri  elektronik  swasta  pada tahun  1970-an  itu 
tidak  lepas  dari  peranan  NTT  (perusahaan 
telekomunikasi  milik  negara)  dan  kerja  sama 
nonformal  antara  pejabat  MITI  dengan  pe- 
mimpin  industri  elektronik  swasta.34 


Johnson,  "The  Japanese..."  dalam  Eisenstadt, 
Japanese  Modal 48. 

33Perlu  dicatat  bahwa  hubungan  individual  antara 
pejabat  pemerintah  dengan  pemimpin  perusahaan  ter- 
tentu  juga  membuka  kemungkinan  korupsi  struktural. 
Okimoto,  Between  MITI...,  164. 

34Ibid.,  154.  Lihat  juga,  Ira  C.  Magaziner  dan 
Thomas  M.  Hout,  Japanese  Industrial  Policy  (Berkeley: 
Institute  of  International  Studies,  1981),  104-105. 


Kebijaksanaan  Teknologi  pada  Dua 
Kasus  Industri 

Untuk  memperoleh  gambaran  lebih  jelas 
tentang  bekerjanya  kebijaksanaan  teknologi 
di  Jepang,  berikut  akan  diuraikan  keterli- 
batan  pemerintah  dalam  meningkatkan  ke- 
mampuan  teknologi  industri  tertentu,  yaitu 
industri  tekstil' dan  elektronik.  Fokus  uraian 
akan  diletakkan  pada  segi  kebijaksanaan, 
langkah  dan  tindakan  pemerintah  dalam 
memperoleh,  mencerna  dan  mengembang- 
kan  teknologi.  Pembicaraan  juga  akan  me- 
nyentuh  segi-segi  yang  berkaitan  dengan  ke- 
bijaksanaan teknologi,  yaitu  pasar  dan  orga- 
nisasi  dad  industri  tekstil  maupun  elektro- 
nik. 

Industri  Tekstil 

Industri  tekstil  telah  memainkan  peranan 
kunci  dalam  awal  industrialisasi  di  Jepang. 
Hal  tersebut  jelas  ditunjukkan  oleh  sum- 
bangan  industri  tekstil  yang  besar  bagi  per- 

35 

kembangan  sektor  industri  keseluruhan. 
Kemajuan  yang  pesat  dari  industri  ini  didu- 
kung  oleh  dua  hal,  yaitu  penerapan  tekno- 
logi dan  persaingan  antarindustri  domestik. 
Penerapan  teknologi  maju  ditunjukkan  oleh 
kenaikan  yang  pesat  dari  stok  kapital  pada 
industri  tekstil,  khususnya  untuk  pemba- 
ngunan  industri-industri  tekstil  berskala  be- 
sar. Dan  persaingan  yang  tajam  antarindus- 
tri ditunjukkan  oleh  perlombaan  investasi 
dan  jumlah  industri  tekstil  yang  terus  me- 
ningkat.36 

35Pangsa  tekstil  dalam  nilai  produksi  real  sektor  in- 
dustri pengolahan  berkisar25%  pada  tahun  1900-1930. 
Minami,  The  Economic  ....  133. 

36Untuk  penerapan  teknologi  maju,  lihat  Minami, 
The  Economic  ....  133.  Dan  untuk  persaingan  antarin- 
dustri, lihat  Keijiro  Otsuka,  dkk.  Comparative  Tech- 
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Karena  penerapan  teknologi  maju  pada 
industri  besar,  maka  produksi  tekstil  Jepang 
mampu  bersaing  baik  di  pasar  domestik 
maupun  internasional.  Hal  tersebut  ditun- 
jukkan  oleh  nilai  produksi  domestik  yang 
melebihi  nilai  impor  pada  awal  tahun  1890- 
an.  Selanjutnya,  nilai  ekspor  telah  melebihi 
nilai  impor  pada  akhir  tahun  1890-an.  Eks- 
por tekstil  sudah  menjadi  komoditi  andalan 
pada  tahun  1930-an,  yaitu  mencapai  60% 
dari  total  ekspor  Jepang.37  Dengan  kata 
lain,  sebelum  Perang  Dunia  II,  industri  teks- 
til telah  berhasil  menerapkan  teknologi  maju 
baik  untuk  substitusi  impor  maupun  untuk 
promosi  ekspor  Jepang. 

Ada  dua  kebijaksanaan  di  balik  cerita 
sukses  industri  tekstil  Jepang  ini,  yaitu  kebi- 
jaksanaan ekonomi  umum  dan  kebijaksa- 
naan teknologi.  Kebijaksanaan  ekonomi 
umum  diarahkan  untuk  mencapai  dan  mem- 
pertahankan  permintaan  domestik  yang 
tinggi.  Akibat  dukungan  pasar  domestik 
yang  kuat,  pada  gilirannya  Jepang  sukses 
beralih  dari  industri  substitusi  impor  ke  in- 
dustri promosi  ekspor.38  Sedangkan  kebi- 
jaksanaan teknologi  dikaitkan  dengan  dua 
segi  yaitu  pembangunan  sumber  daya  manu- 
sia  dan  kegiatan  R&D.39  Dengan  kedua  segi 
yang  disebut  terakhir  ini,  Jepang  telah  ber- 
hasil meningkatkan  kemampuan  mencerna 


nology  Choice  in  Development,  The  Indian  and  Ja- 
panese Cotton  Textile  Industries  (New  York:  Martin 
Press,  1988),  30-35. 

"ibid.,  134-135. 

38Keberhasilan  Jepang  beralih  dari  substitusi  impor 
<e  promosi  ekspor  disebabkan  oleh  pasar  domestik 
yang  cukup  untuk  mencapai  skala  produksi  yang  besar. 
Kemampuan  daya  beli  domestik  yang  kuat  itu  disebab- 
kan oleh  keberhasilan  pembangunan  di  sektor  perta- 
nian,  industri  kecil  dan  perdagangan.  Lihat  Minami, 
The  Economic  ....  1 34. 

39 Ibid.,  143. 


dan  mempercepat  proses  pendifusian  tekno- 
logi impor. 

Pertama,  kebijaksanaan  pembangunan 
sumber  daya  manusia  adalah  melalui  per- 
luasan  dan  pemerataan  pendidikan  tinggi, 
khususnya  bidang  keteknikan  (engineering) 
berhasil  menyalurkan  tenaga  profesional  un- 
tuk kebutuhan  industri,  disamping  mening- 
katkan jumlah  latihan  tenaga  kerja  di  dalam 
negeri  ataupun  luar  negeri.40  Kedua,  kebi- 
jaksanaan peningkatan  kegiatan  R&D  ada- 
lah melalui  pembangunan  fasilitas  R&D, 
baik  oleh  industri  swasta  maupun  peme- 
rintah.  Kegiatan  R&D  pada  awalnya  diarah- 
kan ke  penyesuaian  teknologi  impor  untuk 
meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  in- 
dustri domestik,  kemudian  dilanjutkan  de- 
ngan penyempurnaan  teknologi  impor  itu 
untuk  peningkatan  mutu  produk  industri. 
Kedua  bentuk  teknologi,  baik  yang  telah  di- 
sesuaikan  maupun  disempurnakan  tersebut, 
kemudian  didifusikan  secara  meluas  di  Je- 
pang dengan  bantuan  pemerintah.41 

Setelah  Perang  Dunia  II,  khususnya  ta- 
hun 1950-an,  industri  tekstil  tetap  meme- 
gang  peranan  penting,  seperti  ditunjukkan 
oleh  pangsa  ekspor  tekstil  Jepang  yang  tetap 
besar.  Tetapi,  sejak  tahun  1960-an  daya 
saing  industri  tekstil  mulai  tumpul  karena 
berbagai  faktor  dari  dalam  maupun  luar 
Jepang.  Faktor  yang  berasal  dari  dalam  ada- 
lah meningkatnya  upah  buruh  sesuai  dengan 
pertumbuhan  ekonomi  Jepang  yang  pesat, 
serta  kenaikan  nilai  mata  uang  yen  pada  ta- 
hun 1971,  1973,  1978  dan  1985.  Sedangkan 

^Science  and  Technology  Agency  (STA),  Historical 
Review 21. 

4lUntuk  penyesuaian  teknologi  impor,  lihat  Otsuka, 
dkk.,  Comparative  Technology  ....  30-35.  Tentang  pe- 
ranan pemerintah  dalam  difusi  teknologi  tekstil,  ibid., 
22.  Untuk  penyempurnaan  teknologi  impor  oleh  in- 
dustri tekstil  Jepang.  lihat  Hayashi,  Project  on  ....  44. 
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faktor  yang  berasal  dari  luar  adalah  mening- 
katnya  daya  saing  negara-negara  industri 
baru  (NIB)  dan  ASEAN.42 

Dengan  melemahnya  permintaan  pasar 
internasional  terhadap  tekstil  Jepang,  maka 
industri  tekstil  mengalami  tiga  masalah, 
yaitu  lemahnya  daya  saing,  kelebihan  penga- 
daan  dan  terancam  bangkrut.  Sebagai  ja- 
waban  atas  masalah  ini  pemerintah  Jepang 
mendorong  dan  membantu  industri,  baik  se- 
cara  finansial  maupun  administratif,  untuk 
mengambil  langkah-langkah:  modernisasi 
peralatan,  penyesuaian  kapasitas,  dan  pe- 
ngembangan  organisasi  industri  tekstil. 

Pertama,  modernisasi  peralatan  industri 
dan  inovasi  produk  tekstil  untuk  meningkat- 
kan  efisiensi  dan  mutu  produk  tertentu,  mi- 
salnya  polyester,  sehingga  mendapatkan 
kembali  daya  saing  di  pasar  internasional. 
Kedua,  penyesuaian  kapasitas  industri,  de- 
ngan menyediakan  dana  pembuangan 
(scrapping)  kelebihan  kapasitas,  untuk  me- 
ngembalikan  keseimbangan  antara  permin- 
taan dan  pengadaan  terhadap  tekstil.  Ketiga, 
pengembangan  organisasi  industri  untuk 
mencegah  kebangkrutan  melalui:  (i)  pengga- 
bungan  (merger)  antarindustri;  (ii)  pemin- 
dahan  tempat  pijakan  ekspor  (relokasi  pa- 
brik)  ke  negara-negara  berkembang  berupah 
murah;  dan  (iii)  diversifikasi  teknologi  (mi- 
salnya  bioteknologi  ~  pengembangan  obat 
kanker  'interferon'  oleh  Toray  Company).43 

Di  tingkat  industri  ada  dua  faktor  pen- 
ting  yang  berkaitan  dengan  kebijaksanaan 
diversifikasi  teknologi  di  atas,  yaitu  visi  dan 


42Hirono,  Factors  which  ....  63. 

43Untuk  tinjauan  lebih  lanjut,  lihat  Ippei  Yamaza- 
wa,  "The  Textile  Industry"  dalam  Komiya,  Industrial 
....  401-403.  Terttang  diversifikasi  teknologi,  lihat 
Fumio  Kodama,  "Technological  Diversification  in 
Japanese  Industries,"  Science,  1986  (Vol.  233):  294. 


komitmen  para  industrialis  Jepang.  Perta- 
ma, visi  para  industrialis  Jepang  umumnya 
dipengaruhi  oleh  insinyur,  di  mana  sebagian 
besar  dewan  direktur  perusahaan  berlatar 
belakang  pendidikan  keteknikan  atau  insi- 
nyur, sehingga  pemecahan  masalah  dalam 
bisnis  muncul  dalam  bentuk  teknis  keilmu- 
an,  seperti  kegiatan  R&D  untuk  diversifikasi 
teknologi.44  Kedua,  komitmen  para  indus- 
trialis Jepang  pada  spesialisasi  perusahaan. 
Meskipun  mereka  melakukan  diversifikasi, 
tetapi  tetap  mempertahankan  inti  (core)  in- 
dustri, seperti  ditunjukkan  oleh  diversifikasi 
teknologi  yang  masih  terkait  dengan  inti  ke- 
giatan R&D  industri.  Karena  itu  diversifikasi 
akhirnya  justru  akan  memperkuat  struktur 
industri  di  Jepang.45 

Ringkasnya,  sektor  publik  senantiasa  ter- 
libat  dalam  pembangunan  industri  tekstil  di 
Jepang.  Keterlibatan  pemerintah  lebih  nyata 
pada  tahap  awal  (infant  industries)  dan  ta- 
hap  menurun  (declining  industries).  Perta- 
ma, pada  tahap  awal  ada  dua  bentuk  keter- 
libatan pemerintah  dalam  meningkatkan  ke- 
mampuan  teknologi  industri,  yaitu  bersifat 
umum  dan  khusus.  Kebijaksanaan  umum 
bertujuan  untuk  meningkatkan  kegiatan 
R&D  industri  dengan  cara:  (i)  memelihara 
persaingan  antarindustri,  baik  domestik 
maupun  asing;  dan  (ii)  meningkatkan  penga- 
daan sarana  pendidikan  dan  latihan  ketek- 
nikan (engineering)  demi  mendukung  ke- 
giatan R&D  industri.  Sedangkan  kebijaksa- 

^Berbeda  halnya  dengan  di  Amerika,  karena  seba- 
gian besar  direktur  perusahaan  berlatar  belakang  hu- 
kum  dan  keuangan,  maka  pemecahan  masalah  bisnis 
cenderung  diusulkan  berbentuk  peraturan  (proteksi) 
dan  arus  uang  (moneter).  Lihat  Adam  Swass,  Market, 
Plan,  &  State,  the  Strengths  and  Weaknesses  of  the  Two 
Economic  Systems  (New  York:  M.E.  Sharpe  Co., 
1987),  62. 

45Untuk  spesialisasi  perusahaan,  lihat  Okimoto,  Be- 
tween MITI ....  125. 
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naan  khusus  adalah  bantuan  keuangan  baik 
subsidi  maupun  kredit  untuk  merangsang 
proses  penyesuaian  dan  pendifusian  tekno- 
logi  ke  dalam  industri  tekstil.  Kedua,  pada 
tahap  menurun,  keterlibatan  pemerintah  di- 
tujukan  unruk  mempertahankan  daya  saing 
melalui  peningkatan  efisiensi  industri  de- 
ngan  cara:  modernisasi  peralatan,  penye- 
suaian kapasitas,  dan  pengembangan  orga- 
nisasi  industri.  Keberhasilan  pelaksanaan 
kebijaksanaan  ini  didukung  oleh  instrumen 
bantuan  keuangan  dan  bimbingan  adminis- 
tratif  dari  pemerintah. 

Industri  Elektronik 

Gambaran  umum  tentang  keadaan  in- 
dustri elektronik  di  Jepang  memperlihatkan, 
bahwa  terdapat  persaingan  oligopolistik 
yang  tajam  antarindustri,  baik  untuk  pem- 
bangunan  teknologi  maupun  untuk  memper- 
luas  pasar.  Peranan  sektor  publik  dalam 
pembangunan  teknologi  elektronik  telah 
mendorong  perkembangan  pesat  industri 
elektronik  di  Jepang.  Berikut  akan  dijelas- 
kan  peranan  sektor  publik  dan  perubahan 
perannya  dalam  pembangunan  teknologi  in- 
dustri elektronik. 

Peranan  sektor  publik  dalam  pemba- 
ngunan teknologi  elektronik  sejak  tahun 
1950-an  dapat  dibagi  dua,  yaitu  kebijaksa- 
naan untuk  mendorong  perkembangan  (nur- 
turing) industri  elektronik  dan  kebijaksana- 
an untuk  memperkuat  daya  saing  industri 
elektronik.  Kebijaksanaan  pertama  menun- 

^Misalnya  pada  tahun  1984,  5  besar  yaitu  NEC,  Hi- 
tachi, Fujitsu,  Toshiba  dan  Mitsubishi  menguasai  76% 
produksi  mikroclektronik.  Lihat,  W.  Edward  Stein- 
muller,  "Industry  Structure  and  Government  Policies  in 
the  US  and  Japanese  Integrated  Circuit  Industries" 
dalam  John  B.  Stoven  (ed.),  Government  Policy 
Towards  Industry  in  the  United  States  and  Japan  (Cam- 
bridge: Cambridge  University  Press,  1988),  320. 


jukkan  bahwa  industri  elektronik  yang  ma- 
sih  lemah  perlu  perlindungan  dan  dukungan 
pemerintah  untuk  berkembang.  Sedang  ke- 
bijaksanaan kedua  menunjukkan  bahwa  in- 
dustri elektronik  sudah  tumbuh,  tapi  masih 
memerlukan  bantuan  pemerintah  untuk  ber- 
saing  di  pasaran  internasional.  Bantuan  dan 
dukungan  oleh  pemerintah  tersebut  adalah 
sebagai  berikut. 

Pertama,  kebijaksanaan  untuk  mendo- 
rong perkembangan  (nurturing)  industri 
elektronik  pada  tahun  1950-an  dan  awal 
1960-an  mencakup  instrumen  ekonomi 
makro,  keuangan,  administratif  dan  kelem- 
bagaan.  Instrumen  ekonomi  makro  adalah 
seperti  pengaturan  untuk  mengimpor  tekno- 
logi melalui  penjatahan  devisa  dan  penen- 
tuan  tarif  untuk  melindungi  teknologi  dalam 
negeri.  Instrumen  keuangan  berupa  bentuk 
subsidi,  keringanan  pajak  dan  pinjaman  Iu- 
nak,  diberikan  untuk  mempercepat  perkem- 
bangan industri  elektronik.  Instrumen  admi- 
nistratif dan  legal  diantaranya  dengan  me- 
ngeluarkan  undang-undang  promosi  industri 
elektronik  tahun  1957.  Dan  instrumen  ke- 
lembagaan  berupa  pembentukan  divisi  elek- 
tronik (setingkat  dengan  direktorat)  dalam 
Kementerian  Perdagangan  Internasional  dan 
Industri  (MITI).  Jadi  jelas,  bahwa  ada  paket 
instrumen  yang  tnenyeluruh  untuk  men- 
dorong perkembangan  industri  elektronik  di 
Jepang  tahun  1950-an. 

Bantuan  pemerintah  itu  tidak  hanya  da- 
lam bentuk  kemudahan  dan  keuangan,  teta- 
pi  juga  mendorong  industri  elektronik  mem- 
bentuk  organisasi  industri  yang  dapat  men- 
jembatani  antara  kepentingan  industri  elek- 
tronik dengan  kebijaksanaan  pemerintah. 
Dengan  itu  terjalin  kerja  sama  yang  erat  an- 
tara sektor  publik  dan  swasta,  seperti  tercer- 
min  dalam  proses  alih  teknologi  dari  sektor 
publik  kepada  sektor  swasta.  Pada  tahun 
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1950-an  sektor  publik,  khususnya  universi- 
tas dan  lembaga  penelitian  nasional,  melaku- 
kan  alih  teknologi  secara  aktif  kepada  sektor 
swasta.  Laboratorium  teknik-elektro  MITI, 
laboratorium  komunikasi  elektrik  NTT 
(Perusahaan  telekomunikasi  milik  negara), 
dan  Universitas  Tokyo  mengambil  prakarsa 
dalam  proses  alih  teknologi  ke  sektor  swasta 
tersebut.47 

Kedua,  kebijaksanaan  untuk  memper- 
kuat  daya  saing  industri  elektronik  di  akhir 
tahun  1960-an  dan  1970-an.  Dalam  periode 
ini  industri  elektronik,  khususnya  industri 
komputer,  meskipun  sudah  berkembang 
pesat  sebenarnya  masih  lemah  dalam  meng- 
hadapi  persaingan  internasional.  Kelemahan 
tersebut  dianggap  oleh  MITI  terletak  pada 
kemampuan  teknologi  yang  masih  di  bawah 
pesaing  asing  (khususnya  IBM).  Untuk 
mengimbangi  kemampuan  teknologi  pesaing 
asing,  maka  pemerintah  Jepang,  dalam  hal 
ini  MITI,  memberi  bantuan  keuangan  guna 
mewujudkan  dua  hal,  yaitu  kerja  sama  R&D 
antarindustri  didukung  subsidi  dan  pemben- 
tukan  perusahaan  penjamin  pemasaran 
komputer  dalam  negeri  didukung  pinjaman 
lunak. 

Kerja  sama  R&D  antarindustri  merupa- 
kan  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan 
daya  saing  melalui  proses  peningkatan  ke- 
mampuan teknologi.  Hasil  dari  kerja  sama 
R&D  tersebut  adalah  telah  mampunya  Je- 
pang mengimbangi  teknologi  pesaing  asing 

47Misalnya,  pada  tahun  1950-an  laboratorium 
teknik  elektro  MITI  mengembangkan  komputer  Mark 
I,  II,  III  dan  IV  kemudian  dialihkan  kepada  perusahaan 
NEC,  Hitachi  dan  Matsushita.  Juga  pada  tahun  1950- 
an  laboratorium  komunikasi  elektrik  NTT  mengem- 
bangkan komputer  Musashino  I,  kemudian  dialihkan 
kepada  perusahaan  Fujitsu  dan  NEC.  Musashino  di- 
kembangkan  dari  'paramctron'  yang  ditemukan  oleh 
Eichi  Goto  dari  Universitas  Tokyo.  Lebih  lanjut  lihat 
Fransman,  The  Market  and  Beyond ....  16-21. 


dan  bahkan  mengalahkan  pesaing  dalam 
meraih  pangsa  pasar  domestik.  Ada  bebe- 
rapa  proyek  kerja  sama  R&D  yang  telah  di- 
sponsori  pemerintah  sejak  tahun  1960-an.48 
Peranan  pemerintah  dalam  setiap  proyek 
kerja  sama  R&D  itu  sangat  besar,  seperti  di- 
tunjukkan  oleh  bantuan  keuangan  berupa 
subsidi,  keringanan  pajak  dan  pinjaman  lu- 
nak dari  pemerintah.  Sebagai  contoh,  untuk 
proyek  VLSI  pemerintah  mensubsidi  penuh 
sebesar  29,1  milyar  yen.  Sungguhpun  demi- 
kian,  investasi  teknologi  oleh  pemerintah  de- 
mi  meningkatkan  kemampuan  teknologi 
sektor  swasta  ini  bersifat  komplementer  ter- 
hadap  kelemahan  investasi  teknologi  di  sek- 

49 

tor  swasta. 

Selanjutnya,  pemerintah  mendorong 
pembentukan  perusahaan  penjamin  pema- 
saran komputer  yaitu  The  Japan  Electronic 
Computer  Corporation  (JECC).  Perusahaan 
ini  merupakan  investasi  bersama  oleh  indus- 
tri-industri  komputer  dalam  negeri.  JECC 
bertanggung  jawab  membeli  komputer  pro- 
duksi  industri  dalam  negeri,  kemudian  me- 
nyewakan  kepada  konsumen.  Supaya  dapat 
berdperasi,   pemerintah  memberikan  pin- 


48Diantara  proyek  tersebut  adalah  Fontac  Project 
(1962),  VHSCS  Proyect(1966),  PIPS  Project  (1971)  dan 
VLSI  Project  (1974).  Proyek  yang  terakhir,  Very  Large 
Scale  Integrated  (VLSI)  Circuit  telah  menghasilkan  le- 
bih dari  600  paten  dalam  bidang  teknologi  elektFonik. 
Koji  Shinjo,  "The  Computer  Industry"  dalam  Komiya, 
Industrial  .....  344-349.  Lihat  juga  Steinmuller,  "In- 
dustry ..."  dalam  Shoven,  Government  Policy  ....  329. 

49Disebut  komplementer,  karena  pemerintah  tidak 
menggantikan  peran  sektor  swasta  dalam  pengem- 
bangan  teknologi  elektronik,  meskipun  investasi  R&D 
pemerintah  lebih  besar  dari  investasi  sektor  swasta  sen- 
diri.  Misalnya,  untuk  periode  tahun  1970-1975  bantuan 
keuangan  pemerintah  untuk  kegiatan  R&D  di  bidang 
elektronik  mencapai  US$1,18  milyar,  sedangkan  inves- 
tasi R&D  oleh  industri  elektronik  sendiri  sebesar 
US$0,722  milyar.  Lihat,  Fransman,  Between  Market 
....  46. 
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jaman  lunak  kepada  JECC.  Maka  pada 
akhir  tahun  1960-an,  industri  komputer 
telah  menguasai  lebih  dari  70%  pasar  do- 
mestik  dan  mengalahkan  pesaing  asing.  Di 
sini  tampak  bahwa  peningkatan  kemampuan 
teknologi  hams  diikuti  dengan  kemudahan 
pemasaran  yang  dapat  mengurangi  risiko 
dan  ketidakpastian  investasi  teknologi.50 

Dari  keterangan  di  atas  ada  dua  butir  ke- 
bijaksanaan  teknologi  yang  penting  pada  in- 
dustri elektronik,  yaitu:  (i)  pada  tahap  awal, 
pemerintah  melalui  universitas  dan  lembaga 
penelitian  nasional  mengambil  prakarsa  da- 
lam  pengembangan  kemampuan  teknologi, 
dan  kemudian  untuk  memperkuat  kemam- 
puan teknologi  swasta  maka  pemerintah 
aktif  mengalihkan  teknologi  kepada  sektor 
swasta;  (ii)  pada  tahap  selanjutnya,  peme- 
rintah mensponsori  kerja  sama  R&D  antar- 
industri  swasta  untuk  mempercepat  proses 
peningkatan  kemampuan  teknologi  sektor 
swasta,  dan  investasi  teknologi  ini  dileng- 
kapi  pembentukan  instrumen  yang  menja- 
min  pemasaran  hasil  produksi  dari  investasi 
teknologi. 

Catalan  Kesimpulan:  Dapalkah  Je- 
pang Diliru? 

Sebagai  penutup  dari  pembahasan  ten- 
tang  kebijaksanaan  pembangunan  teknologi 
di  atas,  akan  diajukan  beberapa  catatan  ber- 
harga  dari  pengalaman  Jepang  dan  relevan- 
sinya  untuk  Indonesia. 

Pengalaman  Jepang 

Pengalaman  Jepang  menunjukkan  ada- 
nya  tiga  unsur  penting  untuk  membangun 

50Shinjo,  "The  Computer  Industry"  dalam  Komiya, 
Industrial ....  343. 


kemampuan  teknologi  yaitu  basis  kemampu- 
an teknologi  yang  tersedia,  kerja  sama  an- 
tara  sektor  publik  dan  swasta,  dan  faktor 
eksternal. 

Pertama,  basis  k  emampuan  teknologi 
yang  tersedia  merupakan  titik  tolak  menen- 
tukan  tentang  teknologi  apa  yang  mungkin 
dikembangkan,  karena  semakin  besar  ke- 
mampuan yang  tersedia  makin  cepat  berpro- 
ses  penguasaan  (memperoleh,  menyesuaikan 
dan  mengembangkan)  teknologi.  Kemam- 
puan teknologi  tersebut  adalah  akumulasi 
investasi  teknologi  yang  mencakup  perang- 
kat  keras  (kapital  dan  R&D)  serta  perangkat 
lunak  (pendidikan/latihan,  informasi,  dan 
manajemen).  Di  Jepang  akumulasi  investasi 
teknologi  telah  berlangsung  lebih  dari  satu 
abad:  mulai  dari  industri  menengah  (tekstil), 
dilanjutkan  dengan  industri  berat  (besi  dan 
kimia),  kemudian  industri  teknologi  tinggi 
(elektronik  dan  komunikasi). 

Kedua,  kerja  sama  antara  sektor  publik 
dengan  sektor  swasta  merupakan  faktor  pen- 
ting juga  untuk  membangun  dan  memperce- 
pat proses  akumulasi  kemampuan  teknologi. 
Pada  awal  pembangunan  kemampuan  tek- 
nologi, peranan  sektor  publik  di  Jepang  le- 
bih bersifat  komplementer  (melengkapi  ke- 
kurangmampuan)  terhadap  sektor  swasta, 
yaitu  memberi  bantuan  pendidikan/latihan, 
sarana  R&D,  keuangan  R&D,  dan  alih  tek- 
nologi kepada  sektor  swasta.  Selanjutnya, 
setelah  sektor  swasta  memiliki  kemampuan 
teknologi  yang  cukup,  peranan  sektor  publik 
lebih  bersifat  ka talis  (mempercepat  proses 
tanpa  ikut  bereaksi  di  dalam  kegiatan  R&D 
sektor  swasta),  yaitu  memberi  bantuan  yang 
lebih  bersifat  koordinatif  dan  administratif 
untuk  mencapai  target  nasional.  Jadi  jelasdi 
Jepang  pembangunan  kemampuan  teknolo- 
gi pada  umumnya  bertumpu  pada  sektor 
swasta,  sedang  sektor  publik  umumnya  ber- 
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peran  untuk  memberi  bantuan  kepada  sek- 
tor  swasta,  baik  bersifat  komplementer  mau- 
pun  katalis. 

Bantuan  sektor  publik  secara  efektif 
telah  meningkatkan  kemampuan  teknologi 
di  Jepang,  karena  didukung  oleh  keadaan 
sektor  swasta.  Sebab  sektor  swasta  di  Jepang 
memiliki  dua  ciri  utama,  yaitu  organisasi  in- 
dustri  dan  persaingan  antarindustri  yang 
kondusif  untuk  membangun  kemampuan 
teknologi.  Keadaan  organisasi  industri 
-  mencakup  struktur  industri  besar-kecil, 
hubungan  antargrup  industri,  lembaga  ke- 
uangan  pendukung  industri,  dan  jaringan 
kerja  sama  dengan  sektor  publik  di  dalam 
industri  -  memudahkan  penerapan  kebijak- 
sanaan  teknologi  yang  dibuat  pemerintah. 
Sedangkan  suasana  persaingan  antarin- 
dustri swasta  dalam  pasar  domestik,  dicipta- , 
kan  dan  dipelihara  oleh  pemerintah  untuk 
memacu  perlombaan  investasi  teknologi. 

Ketiga,  faktor  eksternal  yaitu  input  in- 
dustri dan  pesaing  internasional,  merupakan 
salah  satu  faktor  yang  mendorong  investasi 
teknologi  di  Jepang.  Salah  satu  input  utama 
untuk  industri  di  mana  Jepang  tergantung 
pada  luar  negeri  adalah  energi.  Krisis  energi 
telah  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang 
mendorong  investasi  ke  arah  pengembangan 
teknologi  hemat  energi  (elektronik  dan  tele- 
komunikasi).  Sedangkan  pesaing  internasio- 
nal dari  negara  maju  maupun  NIB  menjadi 
faktor  yang  memaksa  Jepang  meningkatkan 
investasi  teknologi  untuk  mempertahankan 
daya  saing  dalam  pasar  internasional. 

Relevansinya  dengan  Indonesia 

Sektor  publik  telah  aktif  melakukan  in- 
vestasi teknologi  di  Indonesia.  Dari  sudut 
perangkat  lunak,  khususnya  pembangunan 


sumber  daya  manusia,  ditunjukkan  oleh 
telah  meluas  dan  beragamnya  pendidikan/ 
latihan  formal.  Dari  sudut  perangkat  keras, 
khususnya  investasi  kapital  oleh  sektor 
publik  di  Indonesia  selama  dua  dasawarsa 
yang  lalu,  tampak  ditunjukkan  dalam  pem- 
bangunan sumber  daya  alam  (energi  dan 
tambang)  dan  industri  baik  yang  berskala 
besar  (besi  dan  petrokimia)  maupun  ber- 
teknologi  tinggi  (pesawat  terbang).  Dan  itu 
adalah  wajar  karena  Indonesia  kaya  akan 
sumber  daya  alam,  perlu  memperkuat  struk- 
tur industri  hulu,  dan  perlu  mengejar  keting- 
galan  teknologinya.  Sedangkan  investasi 
R&D  untuk  meningkatkan  kelembagaan 
R&D,  sarana  R&D  dan  kegiatarf  R&D  oleh 
sektor  publik  di  Indonesia  lebih  kurang 
0.3%  GNP  (tahun  1990). 

Seperti  telah  disebutkan  penyempurnaan 
teknologi  dan  peningkatan  mutu  sumber 
daya  manusia  di  Jepang  diperoleh  melalui 
kegiatan  reverse  engineering  di  lantai  pro- 
duksi,  bengkel,  dan  laboratorium  industri. 
Dengan  kata  lain,  ada  proses  umpan  balik 
positif  antara  mobilisasi  tenaga  kerja  dengan 
pembangunan  teknologi.  Dan  hal  itu  relatif 
mudah  dicapai  melalui  industri  menengah 
dan  kecil  dengan  sejumlah  tenaga  terdidik 
dan  terlatih.  Oleh  karena  Indonesia  juga 
kelebihan  tenaga  kerja  (terdidik),  maka  sek- 
tor publik  perlu  memberi  bantuan  investasi 
kapital,  R&D,  dan  latihan  kerja  untuk  in- 
dustri menengah  dan  kecil.  Salah  satu  ben- 
tuk  bantuan  yang  penting  adalah  sektor  pu- 
blik perlu  aktif  untuk  mengalihkan  hasil- 
hasil  R&D  dari  laboratorium  universitas, 
lembaga  penelitian  nasional,  dan  balai  in- 
dustri kepada  industri  menengah  dan  kecil  di 
seluruh  Indonesia. 

Sektor  swasta  belum  berperan  nyata  da- 
lam kegiatan  investasi  R&D  di  Indonesia  (di- 
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samping  itu  tidak  ada  data  resmi).  Meskipun 
sumbangan  sektor  swasta  cukup  nyata  untuk 
investasi  kapital  akhir-akhir  ini,  namun  sua- 
sana  persaingan  yang  tajam  antarindustri 
swasta  belum  nyata  dijamin  oleh  pemerin- 
tah.  Akibatnya,  industri-industri  swasta  be- 
lum terangsang  untuk  mencapai  efisiensi  dan 
mutu  melalui  investasi  teknologi,  khususnya 
di  bidang  R&D.  Lemahnya  investasi  R&D 
tersebut  (berarti  tidak  berlangsung  proses 
pencernaan  teknologi  impor)  menyebabkan 
sejumlah  industri  pengganti  impor  sekaratig 
sulit  bersaing  di  pasar  internasional.  Disam- 
ping  itu  faktor  input  untuk  industri  hilir  ada- 
Iah  lebih  mahal  karena  berasal  dari  output 
industri  hulu  yang  kurang  efisien  (sebagian 
besar  dikuasai  atau  dilindungi  pemerintah). 
Lagipula,  umumnya  industri  hilir  tersebut 
masih  dilindungi  terhadap  persaingan  de- 
ngan  produk  impor. 
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Pengalaman  Jepang  mengatakan  bahwa 
keberhasilan  pembangunan  kemampuan  tek- 
nologi itu  lebih  bertumpu  pada  persaingan  di 
dalam  sektor  swasta.  Kedua  faktor,  baik  le- 
mahnya kegiatan  R&D  maupun  kurang  efi- 
siennya  industri  swasta,  memang  memerlu- 
kan  keterlibatan  atau  kebijaksanaan  peme- 
rintah. Tetapi,  jika  belum  ada  dukungan 
sektor  swasta  sendiri  (dalam  bentuk  per- 
saingan yang  tajam  antarindustri),  maka  ke- 
bijaksanaan teknologi  dari  pemerintah  (baik 
bantuan  investasi  teknologi  yang  bersifat 
komplementer  maupun  katalis  kepada  sek- 
tor swasta)  diperkirakan  tidak  akan  efektif 
untuk  meningkatkan  kemampuan  teknologi 
industri  swasta.  Oleh  karena  itu,  sekarang 
sudah  waktunya  di  Indonesia  persaingan  an- 
tarindustri diciptakan  dan  dijamin  melalui 
undang-undang  anti  monopoli.  Dalam  hal 
ini  Jepang  mungkin  patut  ditiru. 


Profil  PMA  dan  PMDN: 
Alokasinya  Menurut 
Provinsi  dan  Sektor 

Serta  Negara  Asal  PMA 

J.  Supranto 


Pendahuluan 


I BAR  AT  bayi  yang  tumbuh  mejadi  de- 
wasa  karena  diberi  makan,  ekonomi  ju- 
ga  dapat  tumbuh  karena  diberi  modal. 
Begitu  pentingnya  modal,  sehingga  peme- 
rintah  selalu  berusaha  menarik  minat  para 
pengusaha  domestik  dan  asing  guna  mena- 
namkan  modalnya  agar  ikut  mendorong  per- 
tumbuhan  ekonomi  nasional  melalui  kegiat- 
an  pembangunan.  Sekarang  ini  pihak  swasta 
diminta  aktif  berpartisipasi  dalam  mensuk- 
seskan  pembangunan,  khususnya  melalui  pe- 
nanaman  modal. 

Walaupun  modal  bukan  satu-satunya 
faktor  yang  menentukan  suksesnya  pemba- 
ngunan (faktor  lain  yang  penting:  semangat 
rakyat  untuk  membangun,  penguasaan  ilmu 
&  teknologi),  namun  pada  umumnya  kita  se- 
pendapat  bahwa  tanpa  modal  sulit  melaksa- 
nakan  pembangunan.  Pada  saat  ini  bukan 
hanya  negara  berkembang  seperti  Indonesia 
yang  memerlukan  modal,  tetapi  juga  seba- 


gian  besar  negara  Eropa  Timur  yang  sudah 
bertahun-tahun  menganut  paham  sosialis 
memerlukan  modal  untuk  mempercepat  per- 
tumbuhan  ekonomi,  yang  jelas  telah  keting- 
galan  jauh  dari  negara  Eropa  Barat. 

Indonesia  dalam  upaya  menarik  modal 
asing  harus  bersaing  bukan  hanya  dengan 
negara  berkembang  lainnya  melainkan  juga 
dengan  negara-negara  Eropa  Timur.  Meng- 
ingat  sulitnya  memperoleh  modal  asing, 
maka  apabila  modal  tersebut  sudah  dipero- 
leh,  pemanfaatannya  haruslah  benar-benar 
disesuaikan  dengan  kebijaksanaan  pemerin- 
tah,  khususnya  untuk  pemerataan  usaha 
pembangunan.  Rasanya  sulit  sekali  melaku- 
kan  upaya  pemerataan  usaha  pembangunan' 
apabila  tidak  diimbangi  dengan  pemerataan 
modal. 

Salah  satu  dari  8  jalur  pemerataan  yang 
telah  dicanangkan  ialah  jalur  "pemerataan 
penyebaran  pembangunan  di  seluruh  wila- 
yah  tanah  air".  Jalur  pemerataan  usaha 
pembangunan  ini  hanya  bisa  dicapai  kalau 
memang  terjadi  pemerataan  modal  dan  pe- 
merataan lainnya,  seperti  pemerataan  tenaga 
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yang  terampil/berpendidikan,  pemerataan 
sarana  dan  prasarana. 

Setiap  penduduk  Indonesia,  di  mana  pun 
dia  tinggal,  sangat  mendambakan  realisasi 
pemerataan  usaha  pembangunan  tersebut, 
agar  terjadi  pemerataan  pendapatan  yang 
benar-benar  nyata  (real),  bukan  hanya  semu 
berupa  semboyan  kosong  yang  mudah  diu- 
capkan/dijanjikan  tetapi  sulit  dilaksanakan. 
Pelaksanaan  secara  nyata  memerlukan  poli- 
tik  (political  will)  yang  sungguh-sungguh 
dari  pemerintah  dengan  dukungan  aparat- 
nya.  Perlu  diketahui  bahwa  tidak  meratanya 
pendapatan  sebagai  hasil  pembangunan 
akan  selalu  menimbulkan  keresahan  sosial 
dan  mengganggu  kestabilan  nasional. 

Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  alokasi 
PMA  &  PMDN  menurut  provinsi  dan  sektor 
untuk  mengetahui  pemerataan  alokasi 
modal  serta  negara  asal  PMA.  Disamping 
itu,  akan  dilihat  perkembangan  PMA  & 
PMDN  selama  tiga  tahun  terakhir  tepatnya 
1988  s/d  November  1990.  Perkembangan 
PMA  &  PMDN  ini  perlu  dipantau  sebab  se- 
perti  telah  disebutkan  sebelumnya,  keku- 
rangan  modal  akan  memperlambat  laju  per- 
tumbuhan  ekonomi  nasional.  Peningkatan 
modal  baik  asing  maupun  domestik  harus 
selalu  diusahakan,  untuk  menjamin  laju  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  sudah  ditargetkan 
sekitar  5%  dalam  PELITA  V  ini. 

Perkembangan  PMA  &  PMDN  Seca- 
ra I  mum 

Pemerintah  Orde  Baru  telah  mengizin- 
kan  modal  asing  beroperasi  di  Indonesia  se- 
jak  tahun  1967.  Selama  Indonesia  melaksa- 
nakan  pembangunan  nasional  sejak  Pelita  I 
yang  dimulai  tahun  1969,  PMA  telah  ikut 
berperan  sebagai  sumber  dana  untuk  pem- 
biayaan  pembangunan  nasional.  Peranan 


PMA  semakin  meningkat,  secara  kumulatif 
sejak  1967  s/d  November  1990  telah  berope- 
rasi sebanyak  1.741  proyek  dengan  modal 
sebesar  US$37,98  milyar,  di  luar  sektor  mi- 
nyak,  asuransi  dan  perbankan. 

Apabila  kita  perhatikan  Tabel  1,  sejak 
tahun  1988  PMA  yang  telah  disetujui  me- 
ningkat dengan  tajam.  Tahun  1988  sebanyak 
129  proyek  senilai  US$4,426  milyar,  tahun 
1989  sebanyak  295  proyek  senilai  US$5,920 
milyar,  kemudian  berdasarkan  perkiraan  se- 
mentara  penulis  tahun  1990  proyek  men- 
capai  419  buah  senilai  US$10,02  milyar. 
Suatu  peningkatan  yang  lumayan  besar.  Se- 
lama tiga  tahun  sejak  1988  jumlah  proyek 
sudah  mencapai  843  buah,  rata-rata  per 
tahun  sebesar  281.  Dibandingkan  dengan 
sebelumnya,  sejak  1967  s/d  1987  jumlah 
proyek  adalah  1.741-843  =  898  buah,  rata- 
rata  per  tahun  hanya  sebanyak  898/20  =  44,9 
atau  45  buah. 

Selama  tiga  tahun  terahir  nilai  rata- 
rata  per  proyek  sebesar  20,348/843  = 
US$0,024,138  milyar  atau  US$24,138  juta. 
Sedangkan  sebelumnya  dalam  periode  1967 
s/d  1987,  sebesar  (37,979  -  20,348)/898  = 
US$0,019634  milyar  atau  US$19,634  juta. 
Jadi  secara  rata-rata  baik  jumlah  proyek 
PMA  maupun  nilai  modalnya  memang 
mengalami  kenaikan  yang  lumayan  besar, 
khususnya  selama  tiga  tahun  terakhir  tepat- 
nya dari  1988  s/d  1990. 

Kenaikan  PMA  baik  jumlah  proyek 
maupun  nilai  modalnya  selain  merupakan 
hasil  upaya  pemerintah  untuk  menarik  mo- 
dal asing,  juga  didukung  oleh  murahnya 
upah  tenaga  kerja  di  Indonesia  di  samping 
faktor  ketertiban  &  keamanan  yang  memang 
boleh  dibanggakan,  apalagi  bila  dibanding- 
kan dengan  keadaan  keamanan  di  Filipina 
atau  Kamboja  misalnya. 
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Posisi  PMDN  juga  tidak  kalah  dengan 
posisi  PMA  selama  tiga  tahun  terakhir  yaitu 
sejak  1988  s/d  1990.  Tahun  1988,  proyek 
PMDN  yang  telah  disetujui  mencapai  806 
proyek,  senilai  Rp  15,681  trilyun,  tahun  1989 
sebanyak  777  proyek  senilai  Rp21,907  tril- 
yun, kemudian  tahun  1990  berdasarkan  per- 
kiraan  sementara  penulis  banyaknya  proyek 
mencapai  1.280  buah  senilai  Rp62,923  tril- 
yun. Selama  tiga  tahun  jumlah  proyek  men- 
capai 2.863  buah,  rata-rata  per  tahun  seba- 
nyak 954  proyek.  Selama  19  tahun  sebelum- 
nya,  1968  s/d  1990  banyaknya  proyek  = 
6.950  -  2.863  =  4.807,  rata-rata  per  tahun 
hanya  sebanyak  4.087/19  =  215  proyek, 
jauh  di  bawah  rata-rata  tiga  tahun  terakhir. 
Semua  kenyataan  ini  menunjukkan  adanya 
kemampuan  pihak  swasta  Indonesia  dalam 


usaha  akumulasi  modal  sehingga  mampu 
berpartisipasi  aktif  menyediakan  dana  untuk 
membiayai  proyek-proyek  sebagai  realisasi 
pembangunan  nasional,  khususnya  dalam 
bidang  ekonomi  untuk  memacu  laju  pertum- 
buhan  ekonomi  nasional. 

Jadi  jelas  sekali  bahwa  yang  memanfaat- 
kan  peluang  bisnis  di  Indonesia  bukan  hanya 
para  pemodal  asing  melalui  PMA  melainkan 
juga  pemodal  nasional/domestik  melalui 
PMDN,  sebab  kenyataan  menunjukkan  baik 
PMA  maupun  PMDN  sama-sama  menga- 
lami  kemajuan/kenaikan.  Baik  PMA  mau- 
pun PMDN  berperan  merealisasikan  salah 
satu  komponen  trilogi  pembangunan  yaitu 
pertumbuhan,  khususnya  pertumbuhan  eko- 
nomi. 


Tabel  1 

POSISI  PMA  DAN  PMDN  YANG  TELAH  DISETUJUI 


PMA 


1967  s/d  Nov.  1990 

1988 

1989 

1990* 

Proyek  Modal 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

(Milyar  US$) 


(Milyar  US$) 

(Milyar  US$) 

(Milyar  US$) 

1.741  37,979 

129 

4,426 

295 

5,920 

419 

10,002 

PMDN 


1968  s/d  1990  1988 


Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

(Trilyun  Rp) 

(Trilyun  Rp) 

(Trilyun  Rp) 

(Trilyun  Rp) 

6.950 

140,115 

806 

15,681 

777 

21,907 

1,280 

62,925 

Catatan:   *Perkiraan  sementara  penulis 
Sumber:   Indikator  Ekonomi,  Februari  1991. 
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Alokasi  PMA  Menu  nil  Sektor  Eko- 
nomi 

Ternyata  sektor  yang  paling  banyak  me- 
nyerap  modal  asing  ialah  sektor  industri,  ke- 
mudian  diikuti  oleh  sektor  pertambangan  & 
penggalian.  Sektor-sektor  lainnya  seperti 
pertanian,  perdagangan,  transportasi/per- 


hubungan,  lembaga  keuangan/perbankan 
hampir  sama  kemampuannya  dalam  menye- 
rap  modal  asing. 

Berdasarkan  data  tahun  1967  s/d  No- 
vember 1990,  maka  dari  modal  asing  sebesar 
US$37,979  milyar  ternyata  sebanyak 
US$27,524  milyar  diserap  oleh  sektor  indus- 


Tabel  2 


PROYEK-PROYEK  PENANAMAN  MODAL  ASING  YANG  TELAH  DISETUJUI 
PEMERINTAH  MENURUT  SEKTOR  EKONOMI 
(Milyar  US$)* 


Jenis  Kategori 


1.  Pertanian,  Perkebunan 
Kehutanan  &  Perikanan 

2.  Pertambangan  &  Peng- 
galian 

3.  Perindustrian 

4.  Listrik,  Gas  &  Air 

5.  Konstruksi 

6.  Perdagangan  Besar  & 
Eceran,  Restoran  dan 
Hotel 

7.  Transportasi,  Pergu- 
dangan  &  Perhubungan 

8.  Lembaga  Keuangan, 
Perasuransian,  Real 
Estate  &  Jasa  Perusahaan 

9.  Jasa  Masyarakat,  Sosial 
dan  Perorangan 


1967  s/d  Nov.  '90 


1988 


1989 


1990** 


Proyek     Modal     Proyek     Modal     Proyek     Modal     Proyek  Modal 


120  3,103 


20  1,153 


44  1,505 


142        1,749         13         0,177  14        0,194  12 


0,292 


1,043 


0,002 


0,080 


1  0,004 


116  459         11        0.084          30  0,115 


0,619 


1.124      27,524         89        3,468        225        4,265        305  6,691 


HI        0,553  6        0,003  9  0,024 


64        1.938         10        0,318  14  0,207 


0,067  15  0,824 


JUm,3h  1741       37-979        129        4.426        295         5,920        419  10.002 


Catalan:     *tak  termasuk  sektor  minyak,  asuransi  &  perbankan 
••perkiraan  sementara  pcnulis 

Sumber:    Indikator  Ekonomi,  Februari  1991 ,  diolah  kcmbali. 
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tri,  jadi  sekitar  72,74%  atau  lebih  dari  dua- 
pertiga.  Sektor  pertambangan  &  penggalian 
menyerap  sebanyak  US$3,103  milyar 
(±  8,17%),  sektor  perdagangan  besar  & 
eceran,  restoran  dan  hotel  menyerap 
US$1,938  milyar  (±  5,10%)  dan  sektor  per- 
tanian  hanya  menyerap  US$1,749  milyar 
(±  4,60%),  lihat  Tabel  2. 

Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pemodal 
asing  (foreign  investor)  hanya  tertarik  pada 
sektor  industri,  khususnya  industri  pengo- 
lahan  (manufacturing  sector).  Ini  membuk- 
tikan  bahwa  bagi  para  pemodal  asing  per- 
timbangan  ekonomi  adalah  sangat  dominan. 
Dari  segi  teori,  sektor  industri  mempunyai 
koefisien  dispersi  dan  koefisien  sensitivitas 
yang  tinggi,  artinya  kalau  sektor  industri 
berkembang,  akan  mempunyai  dampak  po- 
sitif  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi 
nasional,  oleh  karena  banyak  sektor  yang 
meningkat  outputnya  untuk  memasok  input 
ke  sektor  industri.  Sebaliknya  kalau  pereko- 
nomian  tumbuh  pesat,  sektor  industri  pun 
akan  ikut  tumbuh  dengan  pesat,  oleh  karena 
sektor  industri  sangat  sensitif  terhadap  per- 
tumbuhan ekonomi.  Laju  pertumbuhan 
ekonomi  nasional  yang  pesat  ini  akan  mam- 
pu  memasok  input  untuk  peningkatan  out- 
put sektor  industri. 

Sebagai  ilustrasi  kalau  sektor  industri 
sudah  mampu  memproduksi  mobil  sendiri, 
apabila  terjadi  peningkatan  permintaan 
mobil  sebagai  akibat  daya  beli  masyarakat 
naik  (pendapatan  nasional  meningkat), 
maka  produksi  mobil  akan  meningkat  (sifat 
sensitivitas  sektor  industri).  Kemudian  pe- 
ningkatan produksi  mobil  akan  menimbul- 
kan  permintaan  input  yang  nota  bene  meru- 
pakan  output  sektor  lain,  seperti  permintaan 
karet  (sektor  pertanian),  kayu  (untuk  bak 
truck),  plastik,  kain  (  =  tutup  jok),  besi, 
kaca,  bensin;  dan  lain  sebagainya  (sifat  dis- 


persi sektor  industri).  Pembangunan  sektor 
industri  dengan  demikian  memicu  laju  per- 
tumbuhan perekonomian  nasional! 

Selama  tahun  1988  s/d  1990  ternyata 
perkembangan  PMA  menurut  sektor,  dido- 
minasi  oleh  sektor  industri.  Tahun  1988  ada 
89  proyek  bernilai  US$3,468  milyar,  tahun 
1989  naik  menjadi  225  proyek  bernilai 
US$4,265  milyar  dan  tahun  1990  berdasar- 
kan  perkiraan  sementara  penulis  menjadi 
305  proyek  bernilai  US$6,691  milyar.  Dari 
419  proyek  bernilai  US$10,002  milyar  ter- 
nyata diserap  oleh  sektor  industri  sebanyak 
222  proyek  (±  54%)  bernilai  US$6,691  mil- 
yar (±  67%),  lihat  Tabel  2. 

PMA  Menurut  Lokasi 

Dalam  Tabel  3  terlihat  bahwa  pemodal 
asing  lebih  tertarik  menanamkan  modalnya 
di  Jawa,  khususnya  di  Jawa  Barat  dan  DKI 
Jakarta.  Berdasarkan  data  dari  tahun  1967 
s/d  November  1990,  sebanyak  1.741  proyek 
bernilai  US$37,979  milyar  terserap  di  Jawa 
sebanyak  1.314  proyek  (±  75%)  bernilai 
US$23,718  milyar  (±  62%),  di  Jabar  623 
proyek  (±  36%)  bernilai  US$12,193  milyar 
(±  32%),  di  DKI  Jakarta  509  proyek, 
(29%)  bernilai  US$6,533  milyar  (17%).  Di 
Sumatera  terserap  sebanyak  162  proyek 
(9%)  bernilai  US$8,154  milyar  (±  21%),  di 
Kalimantan  sebanyak  109  proyek  (±  7%) 
bernilai  US$1,964  milyar  (±  5%),  sisanya 
dalam  jumlah  yang  relatif  kecil  menyebar  ke 
pulau-pulau  lainnya.  Penyebaran  (distribusi) 
PMA  menurut  lokasi  sangat  tidak  merata, 
sangat  memberat  ke  Indonesia  Bagian  Barat. 
Indonesia  Bagian  Timur  ( =  IBT)  relatif  sa- 
ngat kecil  daya  serapnya  terhadap  PMA. 

Sejak  tahun  1988  s/d  1990  konsentrasi 
PMA  lebih  banyak  di  Jawa  dan  Sumatera. 
Pada  tahun  1988  terdapat  sebanyak  129  pro- 


Tabel  3 


PROYEK-PROYEK  PENANAMAN  MODAL  ASING  YANG  TELAH  DISETUJUI 
PEMERINTAH  MENURUT  LOKASI 
(Milyar  US$)* 


Lokasi 

1967  s/d  Nov.  '90 

1988 

1989 

1990** 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

Proyek 

Modal 

J  A  WA 

1.314 

4,012 

23, 718 

99 

1,705 

245 

98 

6,875 

DKI  Jakarta 

509 

6,533 

34 

0,549 

98 

1,714 

0,242 

75 

Jawa  Barat 

623 

12,193 

54 

1,188 

140 

1,385 

212 

3,725 

Jawa  Tengah 

43 

2,309 

2 

0,024 

7 

1,729 

6 

DI  Yogyakarta 

4 

0,007 

Jawa  Timur 

135 

2,676 

9 

0,252 

23 

0,963 

SUM  A  TERA 

162 

8,154 

10 

1,506 

17 

0,746 

34 

1,818 

DI  Aceh 

12 

1  lie 

1,125 

1 

0,966 

1 

0,050 

I 

0,428 

Sumatera  Utara 

50 

3,458 

0,194 

3 

0,003 

9 

0  798 

Sumatera  Barat 

11 

0,672 

-0,025 

0,005 

Riau 

55 

1,634 

7 

0  370 

I  u 

Jambi 

3 

0,024 

Lampung 

12 

0,571 

-1 

-0,003 

2 

0,081 

Sumatera  Selatan 

19 

1,276 

1 

0,004 

1 

0,257 

KALIMANTAN 

j  no 
JUy 

1,V64 

-2 

0,129 

1 

0,580 

7 

0,659 

Kalimantan  Barat 

25 

0,112 

1 

0,045 

0,005 

Kalimantan  Timur 

34 

1,342 

-3 

-0,009 

- 

0,553 

- 

- 

Kalimantan  Tengah 

32 

0,263 

0,080 

0,009 

- 

- 

Kalimantan  Selatan 

18 

0,248 

0,013 

1 

0,013 

SULA  WESI 

46 

1,628 

7 

0,044 

6 

0,111 

Sulawesi  Utara 

12 

0,214 

2 

0,102 

- 

- 

Sulawesi  Tengah 

7 

0,031 

2 

0,024 

1 

0,004 

Sulawesi  Tenggara 

7 

0,039 

4 

0,019 

Sulawesi  Selatan 

20 

1,345 

1 

0 

3 

0,005 

Bali  &  Nusa  Tenggara 

75 

1,306 

14 

0,362 

25 

0,230 

26 

0,522 

Maluku,  Irian  Jaya 

dan  Timor  Timur 

28 

1,168 

3 

0,680 

0,200 

Gabungan  Daerah 

7 

0,040 

-2 

1 

0,041 

Jumlah 

1.741 

37,979 

129 

4,426 

295 

5.920 

419 

10,002 

Catatan:     *tak  termasuk  sektor  minyak,  asuransi  &  perbankan 
**perkiraan  sementara  penulis 

Sumber:    Indikator  Ekonomi,  Februari  1991,  diolah  kembali. 
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Tabel  4 

PROYEK-PROYEK  PENANAMAN  MODAL  ASING  YANG  TELAH  DISETUJUI 

MENURUT  NEGARA  ASAL 
(Milyar  US$)* 


Negara  Asal 

1967  s/d  Nov.  '90 

1988 

1989 

1990 

** 

i  i  uyciv 

IVlUUdl 

i  i  \jy^i\ 

iviuual 

I  1  U  CIV 

IVlUUol 

Proyek 

Modal 

AMERIKA 

153 

2,647 

i 

0,604 

12 

0,214 

22 

0,266 

I  ISA 

120 

2,195 

2 

0,534 

12 

0,167 

14 

0  205 

\C  £t  n  arl  a 
ival  laua 

11 

0,029 

1 

0,005 

0,002 

5 

U,U1U 

Amerika  Lainnya 

22 

0,423 

0,075 

_ 

0,045 

EROPA 

575 

6,982 

24 

1,357 

37 

0,746 

38 

/,5<5* 

Bclgi<i 

16 

0,217 

3 

0,043 

Denmark 

10 

0,084 

0,000 

1 

0,009 

i 
i 

Perancis 

29 

0,283 

3 

0,008 

5 

0,019 

A 

u 

ft  <Y7S 

Italia 

3 

0,017 

2 

0,002 

Nederland 

78 

1,862 

8 

0,271 

9 

0,284 

ft 

U,  J  JO 

Norwecia 

6 

0,216 

1 

0,014 

2 

0,183 

1 

ft  flfK 

Jerman  Barat 

48 

1,854 

5 

0,956 

4 

0,016 

4 

0,015 

Inggris 

90 

0,724 

4 

0,089 

8 

0,162 

- 

- 

Swiss 

21 

0,212 

2 

2 

0,017 

0,011 

Eropa  Lainnya 

14 

1,512 

1 

0,001 

2 

0,018 

2 

0,559 

ASIA 

1.042 

18,574 

94 

1,845 

222 

2,248 

522 

5,572 

Jepang 

378 

9,545 

23 

0,225 

65 

0,919 

69 

2,450 

Korea  oelatan 

184 

1,666 

26 

0,209 

65 

0,481 

72 

0,634 

Hongkong 

174 

3,655 

12 

0,232 

14 

0,377 

42 

0,999 

Taiwan 

162 

2,259 

15 

0,923 

52 

0,190 

97 

1,092 

Singapura 

100 

0,993 

18 

0,255 

20 

0,183 

33 

0,232 

India 

12 

0,187 

2 

0,059 

Asia  Lainnya 

32 

0,268 

0,001 

4 

0,039 

9 

0,161 

AUSTRALIA 

111 

0,874 

7 

0,357 

13 

0,157 

Oceania  Lainnya 

0,005 

1 

0,000 

Gabungan  Daerah 

120 

8,902 

3 

0,257 

10 

2,553 

25 

2,585 

Jumlah 

1.741 

37,979 

129 

4,426 

295 

5,920 

419 

10,002 

Catatan:     *tak  termasuk  sektor  minyak,  asuransi  &  perbankan 
**perkiraan  sementara  penulis 


Sumber:   Indikator  Ekonomi,  Februari  1991,  diolah  kembali. 
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yek  bernilai  US$4,426  milyar.  Di  Jawa  terse- 
rap  sebanyak  99  proyek  (±  77%)  bernilai 
US$1,705  milyar  (±  38%),  khususnya  di  Ja- 
wa Barat  54  proyek  (±    42%)  bernilai 
US$1,188  milyar  (±  27%).  Dalam  tahun 
1989  ada  sebanyak  295  proyek,  bernilai 
US$5,920  milyar,  terutama  diserap  Jawa  se- 
banyak 245   proyek  (±    83%),  bernilai 
US$4,012  milyar  (±  68%)  dan  Jabar  140 
proyek  (±  47%)  bernilai  US$1,385  milyar 
(±  21,3%).  Kemudian  untuk  tahun  1989  ter- 
jadi  peningkatan  menjadi  419  proyek  berni- 
lai US$10,002  milyar.  Jawa  menyerap  348 
proyek  (±  83%)  bernilai  US$6,875  (±  69%), 
diserap  Jabar  212  proyek  (±  51%)  bernilai 
US$3,725  milyar  (±  63%).  Sisanya  yang  re- 
latif  kecil  jumlahnya  tersebar  ke  pulau-pulau 
lainnya.  Bagi  pemilik  modal  asing  Pulau 
Jawa  merupakan  tempat  yang  paling  mena- 
rik,  mungkin  karena  banyak  tenaga  kerja 
murah,  keamanan  terjamin,  fasilitas  trans- 
portasi  &  komunikasi  jauh  lebih  baik  diban- 
dingkan  daerah-daerah/kepulauan  lainnya. 


Alokasi  PMA  MenuruJ  Negara  Asal 

Dalam  bayangan  sepintas  lalu,  mungkin 
orang  menyangka  bahwa  modal  asing  yang 
besar-besar  berasal  dari  Amerika  atau  Eropa 
(seperti  dari  Amerika  Serikat,  Jerman  dan 
Inggris).  Ternyata  tidak.  Asal  modal  asing 
terbesar  bahkan  dari  Asia,  khususnya  Je- 
pang,  Hongkong,  Taiwan,  kemudian  disusul 
oleh  Eropa  dan  Amerika  Serikat. 

Berdasarkan  data  tahun  1967  s/d  No- 
vember 1990,  proyek  sebanyak  1.741  berni- 
lai US$37,979  milyar  ternyata  dari  Asia 
1.042  (±  60%)  bernilai  US$18,574  milyar, 
dan  dari  Jepang  378  (±  22%)  bernilai 
US$9,545  (±  25%).  Dari  Eropa  315 
(±  18%)  bernilai  US$6,982  (±  18%)  dan 


dari  Amerika  153  (±  9%)  bernilai  US$2,647 
(±  7%).  Sisanya  dalam  jumlah  yang  relatif 
kecil  berasal  dari  negara-negara  lain  (lihat 
Tabel  4).  Diantara  negara-negara  ini,  misal- 
nya  investasi  Amerika  Serikat  bernilai 
US$2,195  milyar,  Nederland  US$1,862  mil- 
yar, Jerman  Barat  US$1,854  milyar,  Korea 
Selatan  US$  1 ,666  milyar.  Selama  tahun  1 988 
s/d  1990  investasi  yang  menonjol  hanyalah 
dari  Jepang,  Taiwan,  dimana  nilai  modal- 
nya  melebihi  US$1  milyar. 


Alokasi  PMDN  Mcnuruf  Kalegori/ 
Seklor 

Ternyata  pola  penyebaran  PMDN  menu- 
rut  sektor  juga  sama  seperti  PMA,  Sebagian 
besar  investasi  diserap  oleh  sektor  industri, 
kemudian  diikuti  sektor  pertanian,  perda- 
gangan,  dan  lembaga  keuangan.  Berdasar- 
kan data  tahun  1968  s/d  1990,  terdapat  6.950 
proyek  bernilai  US$140,115  trilyun,  tersebar 
di  sektor  perindustrian  sebanyak  4.586  pro- 
yek (±  66%)  bernilai  Rp94,834  trilyun 
(±  68%),  di  sektor  pertanian  terdapat  1.283 
(±  18%)  bernilai  Rp23, 865  trilyun  (±  17%), 
di  sektor  perdagangan  308  proyek  (±  4%) 
bernilai  Rp7,2562  trilyun  (±  5%),  di  sektor 
lembaga  keuangan  194  proyek  (±  3%)  ber- 
nilai Rp  5,411  trilyun  (±  4%),  dan  sisanya 
tersebar  di  sektor  lain  (lihat  Tabel  5). 

Sejak  tahun  9188  s/d  1990  investasi  ma- 
sih  juga  didominasi  sektor  perindustrian, 
baru  kemudian  pertanian  &  perdagangan. 
Pada  tahun  1988  terdapat  investasi  dalam 
806  proyek  bernilai  Rp  15,681  trilyun,  di  sek- 
tor perindustrian  terdapat  486  proyek  (60%) 
bernilai  Rp8,922  trilyun  (±  57%),  di  sektor 
pertanian  200  proyek  (±  41%)  bernilai 
Rp4,744  trilyun  (±  30%).  Dalam  tahun  1989 
terdapat    777    proyek    bernilai  Rp21,907 
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trilyun,  di  sektor  perindustrian  ada  481  pro- 
yek  (±  62%)  bernilai  Rpl4,336  trilyun 
(±  65%).  Kemudian  pada  tahun  1990  terda- 
pat  1.280  proyek  bernilai  Rp62,925  trilyun, 
di  sektor  perindustrian  terdapat  873  proyek 
(±  68%)  bernilai  Rp44,679  trilyun  (±  71%) 
dan  di  sektor  pertanian  161  proyek  (±  13%) 
bernilai  Rp8,718  trilyun  (±  14%),  sisanya 
tersebar  di  sektor  lain,  lihat  Tabel  5. 


PMDN  Menurut  Lokasi 

Pola  penyebaran  PMDN  menurut  lokasi 
juga  tak  berbeda  jauh  dengan  PMA,  seba- 
gian  besar  berlokasi  di  Jawa,  Sumatera  dan 
Kalimantan.  Selama  periode  1968  s/d  No- 
vember 1990  berlangsung  investasi  sebanyak 
6.950  proyek  bernilai  Rpl40,115  trilyun,  di- 
serap  Jawa  4.544  proyek  (±  65%)  bernilai 


Tabel  5 


PROYEK-PROYEK  PENANAMAN  MODAL  ASING  YANG  TELAH  DISETUJUI 
PEMERINTAH  MENURUT  SEKTOR  EKONOMI 
(Trilyun  Rp.) 


Jenis  Kategori 


1968  s/d  Nov.  *90 


1988 


1989 


1990* 


Proyek     Modal     Proyek     Modal     Proyek     Modal     Proyek  Modal 


1.  Pertanian,  Perkebunan, 

Kehutanan  dan  perikanan      1.283       23,865       200        4,744        178         4,369         161  8,718 


2.  Pertambangan  dan 
Penggalian 

3.  Perindustrian 

4.  Listrik,  Gas  &  Air 

5.  Konstruksi 

6.  Perdagangan  Besar  & 
Eceran,  Resto'ran  dan 
Hotel 

7.  Transportasi,  Perda- 
gangan &  Perhubungan 


117         2,045         19  0,156 


9.  Jasa  Masyarakat  Sosial 
&  Perorangan 


0,109 


72  0,862 


0,031 


0,135 


8.  Lembaga  Keuangan, 
Perasuransian,  Real 

Estate  &  Jasa  Perusahaan         194        5,411  15 


0,784 


156         2,122        30         0,360         29  0,257 


15  0,163 


4.586       94,834      486         8,922       481        14,336        873  44,679 


308         7,252        28         0,517         12         1,333  92  4,202 

234         3,724        25         0,166         26         0,299  56  2,381 


17         1,068  39  2,229 


38  0,469 


Jumlah 


6.950      140,115       806        15,681        777        21,907       1.280  62,925 


Catatan:   *Perkiraan  sementara  penulis 

Sumber:   Indikator  Ekonomi,  Februari  1991,  diolah  kembali. 
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Tabel  6 

PROYEK-PROYEK  PENANAMAN  MODAL  ASING  YANG  TELAH  DISETUJUI 
PEMERINTAH  MENURUT  LOKASI 
(Trilyun  Rp.) 


1968  s/d  Nov.  '90  1988  1989  1990* 

Lokasi    

Proyek     Modal     Proyek     Modal     Proyek     Modal     Proyek  Modal 


J  AW  A 

4.544 

91,877 

519 

9,064 

523 

15,496 

909 

42,883 

Ok' I   I  \  l  i  •  I  i 

.  1  r\  i   JdNdi  la 

900 

1 1 ,270 

54 

1 ,041 

56 

1 ,663 

88 

2,940 

Jawa  Barat 

2.186 

57,749 

311 

6,043 

312 

10,196 

585 

29,942 

Jawa  Tengah 

521 

10,796 

39 

0,751 

47 

0,808 

109 

6,468 

Dl  Yogyakana 

113 

0,855 

19 

0,190 

9 

0,047 

29 

0,507 

Jawa  Timur 

824 

1 1 ,207 

96 

1,039 

99 

2,781 

97 

3,026 

SUM  A  TERA 

1.142 

26, 775 

141 

3,905 

139 

3,592 

171 

10,935 

DI  Aceh 

85 

1,781 

13 

0,314 

9 

0,236 

18 

0,245 

Sumatera  Utara 

305 

3,754 

43 

0,737 

26 

0,379 

41 

0,351 

Sumaiera  Barai 

108 

1,375 

5 

0,129 

7 

0,146 

17 

0,556 

Riau 

215 

10,161 

26 

1,280 

42 

1,312 

26 

6,177 

Jambi 

59 

2,104 

3  , 

0,308 

0,384 

8 

0,638 

R  f  n  u  L'  1 1 1 1 1 
DCI 1 5  N  U  1  U 

0  422 

g 

0,037 

7 

0,078 

0,087 

Lampung 

139 

2,635 

13 

0,326 

21 

0,617 

30 

0,941 

Sumaiera  Selatan 

196 

4,543 

32 

0,774 

24 

0,438 

23 

1 ,940 

KALIMANTAN 

582 

10,063 

58 

1,491 

36 

1,033 

58 

4,145 

Kalimantan  Barai 

184 

3,911 

25 

0,746 

11 

0,422 

28 

1,962 

Kalimantan  Timur 

196 

4,569 

17 

0,541 

5 

0,264 

10 

1,751 

Kalimantan  Tengah 

88 

0,510 

2 

0,025 

5 

0,135 

6 

0,119 

Kalimantan  Selatan 

114 

1,072 

14 

0,178 

15 

0,212 

14 

0,313 

SULA  WESI 

305 

4,197 

35 

0,316 

32 

0,429 

51 

1,440 

Sulawesi  Utara 

67 

1,092 

9 

0,073 

7 

0,214 

10 

0,233 

Sulawesi  Tengah 

64 

0,961 

6 

0,109 

10 

0,050 

Sulawesi  Tenggara 

15 

0,687 

0,004 

2 

0,051 

Sulawesi  Selatan 

159 

1,456 

20 

0,129 

13 

0,114 

30 

0,625 

Bali  &  Nusa  Tenggara 

208 

3,538 

29 

0,468 

30 

0,617 

60 

2,305 

Maluku,  Irian  Jaya  dan 

Timor  Timur 

169 

3,664 

32 

0,354 

20 

0,420 

32 

1.234 

(rabunean  Daerah 

8 

0,082 

-3 

0,320 

lumlah 

6.950 

140,115 

806 

15,681 

111 

21,907 

1,280 

62,925 

Catatan:    'Pcrkiraan  scmcntara  pcnulis 

Sumber:    Indikalor  Ekonomi,  Februari  1991,  diolah  kcmbali. 
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Rp91,877  trilyun  (±  66%),  khususnya  dise- 
rap  Jabar  2.186  proyek  (±  31%)  bernilai 
Rp57,749  trilyun  (±  41%)  dan  DKI  Jakarta 
900  proyek  (±  13%)  bernilai  Rp  11,270  tril- 
yun ( ±  8%),  sedangkan  sisanya  menyebar  di 
Kalimantan,  Sulawesi  dan  Pulau-pulau  lain- 
nya  dalam  jumlah  yang  relatif  kecil. 

Dari  tahun  1968  s/d  November  1990  pe- 
nyebaran  PMDN  masih  terkonsentrasikan  di 
Jawa  dan  Sumatera.  Pada  tahun  1988  terda- 
pat  806  proyek  bernilai  Rp  15,681  trilyun,  di- 
serap  Jawa  519  proyek  (±  64%)  bernilai 
Rp9.064  trilyun  (±  58%),  Jabar  menye- 
rap  311  proyek  (±  38%)  bernilai  Rp6,043 
trilyun  (±  38%)  dan  diserap  Sumatera 
141  proyek  (±  17%)  bernilai  Rp3,905  tril- 
yun (±  25%).  Dalam  tahun  1989  terda- 
pat  777  proyek,  bernilai  Rp2 1,907  trilyun, 
diserap  Jawa  523  proyek  (±  67%)  bernilai 
Rpl5,496  trilyun  (±  71%),  Jabar  menyerap 
312  proyek  (±  40%)  bernilai  Rpl0,196  tril- 
yun (±  46%)  dan  Sumatera  menyerap  139 
proyek  (±  18%)  bernilai  Rp3,592  trilyun 
(±  16%). 

Kemudian  pada  tahun  1990  terdapat 
1 .280  proyek  bernilai  Rp62,925  trilyun,  yang 
diinvestasikan  di  Jawa  909  proyek  (±  71%) 
bernilai  Rp42,883  trilyun  (±  68%),  Jabar 
menyerap  585  proyek  (±  46%)  bernilai 
Rp29,942  trilyun  (±  47%),  lalu  Sumatera 
menyerap  171  proyek  (±  13%)  bernilai 
Rpl0,935  trilyun  (±  17%)  dan  sisanya  terse- 
bar  di  lokasi  lain  dalam  jumlah  yang  relatif 
kecil  (Lihat  Tabel  6). 

Faklor-faklor  yang  Mendorong  Pe- 
masukan  Modal  Asing 

Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  faktor 
tenaga  kerja  yang  murah  dan  keamanan 
yang  mantap  merupakan  faktor  yang  men- 


dorong masuknya  modal  asing  ke  Indonesia. 
Disamping  itu  sebetulnya  masih  ada  bebe- 
rapa  faktor  lain  yang  dapat  mendorong  ma- 
suknya modal  asing  ke  Indonesia  yaitu  an- 
tara  lain: 

1.  Jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar 
merupakan  pasar  yang  potensial. 

2.  Kekayaan  alam  yang  melimpah  sebagai 
penyedia  bahan  mentah. 

3.  Kebebasan  para  penanam  modal  untuk 
menstransfer  mata  uang  asing,  antara 
lain  laba  setelah  pajak  dan  royalti. 

4.  Berbagai  usaha  pemerintah  bersama 
swasta  dalam  menarik  modal  asing  baik 
melalui  kunjungan  anggota  KADIN  ke 
berbagai  negara  maupun  ikut  sertanya 
Indonesia  dalam  pameran  dagang  tingkat 
internasional. 

Kesimpulan 

Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  bebe- 
rapa  kesimpulan  sebagai  berikut: 

1 .  Sebagai  sumber  pembiayaan  pembangun- 
an,  baik  PMA  maupun  PMDN  selama 
tiga  tahun  terakhir  meningkat  dengan 
pesat. 

2.  Baik  PMA  maupun  PMDN  penyebaran- 
nya  menurut  lokasi  dan  sektor  sangat 
tidak  merata.  Menurut  sektor  investasi 
terkonsentrasi  pada  sektor  industri,  se- 
dangkan menurut  lokasi  terkonsentrasi  di 
Jawa,  terutama  di  Jawa  Barat  &  DKI  Ja- 
karta. Hal  ini  menyebabkan  tidak  mera- 
tanya  usaha  pembangunan  ke  seluruh  ta- 
nah  air,  yang  pada  gilirannya  akan  me- 
nyebabkan ketidakmerataan  pendapatan 
sebagai  hasil  pembangunan. 

3.  PMA  menurut  negara  asal  ternyata  ber- 
datangan  dari  Asia,  khususnya  dari  Je- 
pang  yang  menduduki  peringkat  perta- 
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ma,  kemudian  diikuti  Hongkong,  Taiwan 
dan  Korea  Selatan.  Dari  Amerika  khusus- 
nya  datang  dari  Amerika  Serikat,  sedang- 
kan  dari  Eropa  investor  yang  menonjol 
hanya  dari  Belanda  dan  Jerman  Barat. 


4.  Faktor-faktor  yang  mendorong  masuk- 
nya  modal  asing  ke  Indonesia  antara  lain 
adalah  tenaga  kerja  yang  murah,  kea- 
manan  yang  mantap  dan  kebebasan  un- 
tuk  mentransfer  mata  uang  asing. 
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L  PERSIAPAN  KTT  ASEAN  IV 

Siaran  pers  Pemerintah  Singapura  tanggal  21 
Nopember  1991  mengatakan  bahwa:  (1)  KTT  ASEAN 
TV  bulan  Januaii  1992  perlu  mengambil  prakarsa  baru 
untuk  mempererat  kerja  sama  ekonomi  di  antara 
anggotanya;  (2)  ASEAN  harus  memperluas  dan  meng- 
intensifkan  kerjasamanya  agar  tetap  relevan  dengan 
perubahan-perubahan  lingkungan  intemasional  yang 
sangat  cepat;  (3)  KTT  perlu  meninjau  kembali  per- 
kembangan-perkembangan  besar  di  bidang  ekonomi 
dan  politik  intemasional  yang  terjadi  sejak  KTT  Mani- 
la 1987  serta  mempertimbangkan  implikasinya  terha- 
dap  wilayah  Asia  Tenggara  (Kompas,  22-11-1991). 

Dalam  pertemuan  Pengusaha  ASEAN- Jepang  yang 
berlangsung  di  Singapura  tanggal  19  Nopember  1991, 
Menteri  Negara  Senior  Pendidikan  Singapura,  Tay 
Eng  Soon,  mengatakan  bahwa:  (1)  KTT  ASEAN  IV 
perlu  mempertimbangkan  sebuah  paket  langkah-lang- 
kah  yang  tegas  untuk  membantu  perkembangan  per- 
dagangan  ASEAN  seperti:  (a)  usul  pembentukan  per- 
dagangan  bebas  ASEAN  (AFT A-ASEAN  Free  Trade 
Area);  (b)  pengurangan  secara  progresif  bea  masuk 
yang  menyeluruh  intra  ASEAN;  (c)  penghapusan 
hambatan  non-tarif,  seperti  kuota,  kontrol  ekspor  dan 
subsidi;  (2)  KTT  akan  diawali  dengan  pertemuan 
SOM  bidang  ekonomi  dan  para  Dirjen  (Kompas,  22- 
11-1991). 

IL  KERJA  SAMA  EKONOMI 

A.  MASALAH  PERDAGANGAN  BEBAS 

1 .  Seminar  Perdagangan  Bebas  ASEAN 

Seminar  bertema  Kawasan  Perdagangan  Bebas 
ASEAN  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  28  Nopember 
1991.  diselenggarakan  olch  Institut  Manajemen  Prase- 
tya  Mulya  dihadiri  antara  Iain  oleh  Menteri  Perda- 
gangan Arifin  Siregar,  Menteri  Perindustrian  Ir.  Har- 
tarto,  Sekjcn  Depcrtcman  Perindustrian,  Ilchadi  Elias, 
Dirjen  Scknas  ASEAN  Agus  Tarmidz.i,  Prof.Dr. 
Suhadi  Mangkusuwondo,  Prof.Dr.  Moch.Sadli,  Sofjan 
Wanandi,  Anggota  DPR  Marzulci  Darusman. 

Prof.Dr.  Suhadi  Mangkusuwondo  mengatakan  pada 
seminar  itu  bahwa:  (1)  ASEAN  sangat  perlu  untuk 
menarik  dana  dengan  pembentukan  kawasan  perda- 
gangan bebas,  sebab  sclama  dasawarsa  1990  dunia 
mengalami  kclangkaan  dana;  (2)  rencana  ME  mcnya- 
tukan  pasarnya  tcmyata  mampu  menarik  pcmodal 
besar  mcmasuki  dacrah  itu,  karcna  polcnsi  pasarnya 
besar,  dan  ASEAN  dapat  menarik  pclajaran  dari 
kcbcrhasilan  itu  dengan  mengambil  langkah  scnipa; 
(3)  perdagangan  bebas  ASEAN  tidak  hanya  mampu 


menarik  modal  asing  yang  diperebutkan,  tetapi  juga 
menghasilkan  manfaat  bagi  semua  negara  anggota 
ASEAN;  (4)  manfaat  perdagangan  bebas  ASEAN 
antara  lain:  (a)  terjadinya  50%  penurunan  tarif  untuk 
beberapa    komodili    yang    diperdagangkan  sesama 
ASEAN  akan  sangat  bermanfaat;  (b)  kegiatan  ekspor 
dan  impor  intra-ASEAN  akan  meningkat  tajam  dan 
kenaikannya  akan  terbagi  merata;  (c)  sebagian  ke- 
naikan  impor  m em p akan  penciptaan  impor  baru  dan 
sebagian  lainnya  berupa  pengalihan  impor  dari  negara 
lain  sesama  ASEAN;  (d)  kenaikan  ekspor  sama  sekali 
tidak  akan  mengurangi  jumlah  ekspor  ke  luar  ASEAN; 
(e)  sukses  perdagangan  ASEAN  akan  semakin  mengo- 
kohkan  hubungan  dan  keterikatan  yang  menguntung- 
kan  ASEAN;  (5)  antusias  ke  arah  pembentukan  ka- 
wasan perdagangan  bebas  ASEAN  sangat  rendah, 
terutama  masyarakat   Indonesia   sama   sekali  tidak 
tertarik  dengan  rencana  itu  sebab:  (a)  ASEAN  lebih 
disibukkan  oleh  masalah  Kamboja;  (b)  dunia  usaha 
Indonesia  sangat  sibuk  memikirkan  kesulitan  ekonomi 
dalam  negeri;  (c)  sikap  pengusaha  yang  skeptis  akan 
kemungkinan     terbentuknya     perdagangan  bebas 
ASEAN,  karena  ASEAN  memang  belum  siap  mem- 
perdagangkan  secara  bebas  komoditi  dalam  jumlah 
dan  jenis  yang  lebih  banyalq  (6)  jika  dalam  sualu  area 
perdagangan  bebas  satu  negara  diperbolehkan  untuk 
tidak  ikut  serta  adalah  kurang  irasional  atau  tidak 
masuk  akal  (Kompas,  29-11-1991);  (7)  bila  ASEAN 
tidak  mengambil  keputusan  yang  berani  dalam  KTT- 
ASEAN  IV  nanti,  tarikan  ekonomi  dari  luar  yang 
semakin  kuat  akan  memperlemah  kerja  sama  regional 
ini;  (8)  kehadiran  forum  APEC  yang  lebih  efektif 
sekarang   dan   penandatangan    Bilateral   Trade  and 
Investment  Framework  Agreement  antara  Singapura 
dan  AS,  Muangthai  dan  AS  serta  Filipina  dan  AS 
telah  membuka  pintu  baru  bagi  ASEAN  untuk  secara 
sendiri-sendiri  mengadakan  ikatan  baru  dengan  pihak 
luar  (Suara  Karya,  29-11-1991). 

Pada  saat  yang  sama,  Menteri  Perdagangan  Arifin 
Siregar  mengatakan  bahwa:  (1)  meskipun  perhatian 
ASEAN  pada  masalah  ekonomi  baru  mulai,  tetapi 
telah  mampu  menunjukkan  sisi-sisi  ccrah  di  bidang 
perdagangan;  (2)  jika  di  ASEAN  dibentuk  perdagang- 
an bebas,  negara  anggolanya  harus  berani  mcnanggung 
konsckuensinya,  terutama  Indonesia  harus  siap:  (a) 
mencrima  investasi  dengan  pcrsyaratan  yang  sangal 
mudah;  (b)  mencrima  impor  bcrbagai  barang  dari 
sesama  negara  anggota  ASEAN;  (c)  protcksionismc 
yang  lebih  ringan  (Kompat,  29-11-1991). 

Menteri  Perindustrian  Ir.  Haftafto  mengatakan 
bahwa:  (1)  rencana  pembcniukan  perdagangan  bebas 
hanya  akan  mcmpcrdagangkan  produk-produk  industri; 
(2)  tidak  semua  produk  industri  diperdagangkan  secara 
bebas  seperti  barang  modal,  industri  kecil  dan  produk 
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yang  berkaitan  dengan  kesehatan.  Semcntara  itu,  pro- 
duk  industri  yang  belum  mampu  bersaing  dapat  di- 
kecualikan;  (3)  negara  anggota  ASEAN  yang  belum 
memiliki  kemampuan  menerima  perdagangan  bebas 
boleh  memilih  lidak  ikut  kawasan  perdagangan  bebas 
ASEAN;  (4)  komoditi  Indonesia  yang  paling  dapat 
diandalkan  adalah  tekstil,  elektronik,.  produk  kimia, 
sumber  daya  alam  olahan  dan  beberapa  produk 
industri  kecil;  (5)  pembatasan  perdagangan  bebas 
komoditi  itu  perlu  dilakukan  untuk  melindungi  industri 
Indonesia  (Kompas,  29-11-1991). 

Sementara  itu,  Sofjan  Wanandi  mengatakan  bahwa: 

(1)  Indonesia  belum  memiliki  daya  saing  karena  itu 
tidak  dapat  berbuat  banyak  dalam  perdagangan  bebas; 

(2)  jika  perdagangan  bebas  dilaksanakan,  Indonesia 
harus  benar-benar  siap.  Uptuk  itu  beberapa  deregulasi 
harus  segera  dilakukan  dan  jangan  hanya  mempersoal- 
kan  masalah  moneter  yang  hanya  memberatkan 
pengusaha  (Kompas,  29-11-1991). 

Sedangkan  Rudy  Pesik  mengatakan  bahwa:  (1) 
dilihat  dari  sisi  Indonesia,  perdagangan  bebas  itu  dapat 
mematikan  industri  dalam  negeri;  (2)  pengusaha  Indo- 
nesia belum  siap  memasuki  era  perdagangan  bebas, 
kecuali  untuk  komoditi-komoditi  tertentu  (Kompas,' 
29-11-1991). 

Sekjen  Departemen  Perindustrian  Ilchadi  Elias 
mengatakan  bahwa:  (1)  jika  perdagangan  bebas  di- 
laksanakan dapat  mematikan  industri  Indonesia,  kare- 
na itu  perlu  memilah-milah  komoditi  yang  perlu  di- 
perdagangkan;  (2)  secara  historis  perdagangan  intra 
ASEAN  tidak  dapat  dikatakan  sukses;  (3)  meskipun 
dikeluarkan  peraturan  penurunan  tarif  50%  dari  tarif 
umumnya,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  berhasil.  Di 
satu  pihak  perdagangan  yang  berdasarkan  penurunan 
tarif  hanya  mencapai  US$289  juta,  di  lain  pihak 
perdagangan  di  luar  pengenaan  tarif  mencapai  US$19 
milyar;  (4)  kegagalan  perdagangan  itu  disebabkan  oleh 
unsur  birokrasi  yang  sangat  menghambat,  tidak  konsis- 
tennya  setiap  anggota  ASEAN  untuk  memberikan 
kemudahan  tarif  dan  pengenaan  perubahan  tarif  yang 
tidak  menentu;  (5)  perdagangan  bebas  tidak  akan 
mampu  berkembang  karena  produk  RI  kurang  diminali 
di  Malaysia  demikian  pula  sebaliknya;  (6)  data  yang 
menunjukkan  perdagangan  intra  ASEAN  tidak  ber- 
kembang adalah  ekspor  intra  ASEAN  pada  tahun  1970 
hanya  memiliki  porsi  sebesar  19,8%  dari  total  ekspor 
US$6,154  juta,  kemudian  tahun  1980  ekspor  intra 
ASEAN  hanya  16,7%  dari  total  US$66,534  juta  dan 
pada  tahun  1989  hanya  17,4%  dari  total  US$119,536 
juta  (Kompas,  29-11-1991). 

Marzuki  Darusman  mengatakan  bahwa:  (1)  ga- 
gasan  kawasan  perdagangan  bebas  ASEAN  alau  ber- 


bagai  hubungan  bilateral  di  bidang  ekonomi  menun- 
jukkan pcrlunya  segera  dicarikan  dan  diciptakan 
struktur  kcrja  sama  baru  ASEAN;  (2)  dibandingkan 
dengan  gagasan  baru  tentang  keamanan,  dari  segi 
jumlah  dan  kejelasan  konsep  ekonomi  lebih  memper- 
oleh  tanggapan  dalam  proses  pendalaman  integrasi 
ASEAN  (Kompas,  29-11-1991). 

Sedangkan  Dewi  Fortuna  mengatakan  bahwa:  (1) 
dipandang  dari  jauh  ASEAN  sangat  indah,  tetapi  kerja 
sama  ekonominya  hampir  tidak  berarti;  (2)  Indonesia 
yang  seringkali  dianggap  sebagai  batu  penjuru 
ASEAN  tidak  memperlancar  kerja  sama  ekonomi 
ASEAN.  Padahal  ketika  Kamboja  jatuh  pada  tahun 
1976  kerja  sama  ekonomi  dinilai  penting  untuk  mem- 
pertahankan  kelestarian  ASEAN;  (3)  sudah  seharusnya 
kerja  sama  ekonomi  ASEAN  merupakan  bagian  dari 
perencanaan  pembangunan  ekonomi  Indonesia  di  masa 
mendatang  (Suara  Karya,  29-11-199). 

Dr.  Djisman  Simandjuntak  dari  CSIS  mengatakan 
bahwa:  (1)  Singapura  dan  Muangthai  akan  mendomi- 
nasi  perdagangan  intra  ASEAN  jika  rencana  per- 
dagangan bebas  diberlakukan  dan  Indonesia  akan  sulit 
bersaing  dengan  mereka  karena:  (a)  basis  industri 
kedua  negara  itu  selangkah  lebih  maju  dibandingkan 
dengan  Indonesia;  (b)  perencanaan  makro  industri 
nasional  Indonesia  kurang  memperhatikan  perubahan 
eksternal  yang  terjadi  selama  ini,  bahkan  kebijakan 
makro  ekonomi  kadang-kadang  kurang  konsisten;  (c) 
keterbatasan  sejumlah  infrastruktur,  seperti  listrik  dan 
transportasi  serta  kurangnya  investasi  di  bidang 
sumber  daya  manusia;  (2)  lahimya  kesepakatan  negara 
anggota  ASEAN  dengan  pihak  luar  menunjukkan 
bahwa  negara  anggota  ASEAN  tidak  ingin  terintegrasi 
(Media  Indonesia,  29-11-1991). 


2.  Pernyataan  KADIN  ASEAN  Teniang  AFTA 

Siaran  pers  KADIN  ASEAN  dalam  Harian  The 
Nation  Bangkok  tanggal  2  Desember  1991  mengata- 
kan bahwa  KADIN  ASEAN:  (1)  mendukung  tcrcipta- 
nya  kawasan  perdagangan  bebas  ASEAN  secara 
bertahap  untuk  mengurangi  tarif  impor  produk-produk 
yang  diperdagangkan  di  ASEAN  selama  15  tahun;  (2) 
menghendaki  agar  konsep  perdagangan  bebas  diterap- 
kan  untuk  jasa-jasa  dan  barang  modal;  (3)  menyetujui 
jika  untuk  sementara  waktu  hasil-hasil  pertanian  di- 
kecualikan;  (4)  mendukung  pembcntukan  perdagangan 
bebas  mclalui  metode  Common  Effective  Preferential 
Tariff  (CEPT)  yang  diusulkan  Indonesia  (Media  Indo- 
nesia, 3-12-1991). 
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3.  Masalah  Pelaksanaan  AFTA 

Mentcri  Perdagangan  Arifin  Sircgar  mengatakan 
kepada  pers  di  Jakarta  langgal  6  Dcscmbcr  1991 
bahwa:  (1)  ASEAN  pcrlu  segera  mcnycpakati  pclak- 
sanaan  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFrA),  agar  ncgara- 
negara  anggotanya  tidak  bergabung  dalam  wadah  lain; 

(2)  KTT  ASEAN  mcndatang  diharapkan  dapat  me- 
nyetujui  usul  para  Menteri  mcngenai  masalah  AFTA; 

(3)  AFTA  perlu  segera  dilaksanakan  sejalan  dengan 
akan  berfungsinya  Pasar  Tunggal  Eropa  (PTE)  1993, 
sementara  Amerika  Serikat,  Kanada  dan  Mcksiko  lelah 
sepakat  membentuk  kawasan  perdagangan  bebas  seru- 
pa;  (4)  pembentukan  AFTA  diharapkan  akan  memacu 
peningkatan  perdagangan  di  antara  ncgara-ncgara  ang- 
goia  ASEAN  yang  selama  ini  berjalan  lamban;  (5) 
mcngingat  pelaksanaan  AFTA  diberlakukan  secara 
bcrtahap,  maka  yang  perlu  dibicarakan  adalah  bukan 
kehadiran  AFTA  tetapi  jenis  produk  yang  dimasukkan 
ke  dalamnya;   (6)  pelaksanaan  perdagangan  bebas 
ASEAN  akan  menguntungkan  konsumen,  karena  para 
produsen  yang  selama  ini  menikmati  perlindungan 
pemcrintah  terpaksa  mcningkatkan  produktivitas  mcre- 
ka;  (7)  masuknya  barang  produksi  salu  ncgara  ke 
negara  lain  akan  menguntungkan  konsumen  karena 
mereka   memiliki    bcrbagai   pilihan;    (8)  kemiripan 
siruktur  ekonomi  ncgara-ncgara  anggota  ASEAN  sc- 
peni  masih  bertumpu  pada  scktor  pcrtanian,  menuju 
proses  industrialisasi,  jenis  produk  yang  scrupa  dan 
banyalcnya  protcksi  mcrupakan  hambatan  unluk  me- 
wujudkan  perdagangan  bebas  ASEAN  selama  ini;  (9) 
dalam    bebcrapa   tahun    tcrakhir   siruktur  ekonomi 
ASEAN  scmakin  kokoh  dan  sckiomya  scmakin  luas, 
tcrmasuk  program  divcrsifikasi  produk  dan  manufak- 
tumya  telah  berkembang  schingga  mcmbuka  pcluang 
kcrja  sama;  (10)  ASEAN  hams  mawas  diri  mcng- 
hadapi  perkembangan  perdagangan  global  yang  penuh 
protcksi  dan  munculnya  blok  perdagangan  di  bcrbagai 
bclahan  dunia  (Suara  Karya,  7-12-1991). 


4.  Konsep  AFTA 

Dcputi  PM  Singapura,  Lcc  Ilsicn  I-oong,  mengata- 
kan kepada  AFP  tanggal  15  Dcscmbcr  1991  bahwa: 
(1)  KIT  ASEAN   IV  diharapkan  akan  mencrima 
usulan  AFTA  tanpa  pcrubahan  yang  bcrarti;  (2)  KIT 
akan  mcnandatangani  pcrjanjian  kcrja  sama  dengan 
bcrbagai  modifikasi  tcknis  dari  rencana  yang  disusun 
para   Menteri   Ekonomi    bulan   Oktobcr  di  Kuala 
Lumpur,  Oktobcr  1991;  (3)  KTI"  akan  mempcrtim- 
bangkan  Vietnam  scbagai  mitra  dialog,  tetapi  masa 
depan  kcrja  sama  dengan  Hanoi  itu  sangat  tcrgantung 
dari  sikap  Vietnam  terhadap  perdagangan  bebas;  (4) 
konsep   AFTA   mcrupakan   usulan   Muangthai;  (5) 
ASEAN  mcngalami  banyak  kemajuan  untuk  mcning- 
katkan kcrja  sama  ekonomi  di  Asia  Tcnggara;  (6) 
situasi  sckarang  beral  bagi  ASEAN  untuk  mcmajukan 
kerja  sama  ekonomi.  AS  dan  Eropa  scdang  bcrgerak, 
dan  ASEAN  perlu  mcningkatkan  posisinya;  (7)  kc- 
putusan   membentuk  Pasar  Tunggal   Eropa  secara 
intrinsik  tidak  buruk  bagi  ASEAN,  tetapi  kescmpaian 
pasar  bagi  penanam  modal  akan  membuat  modal  lari 
dari  Asia;  (8)  para  pejabat  ASEAN  sedang  bekerja 
menyusun  pcrjanjian  kerja  sama  yang  akan  ditanda- 
tangani  dalam   KTT  IV;    (9)  pembentukan  AFTA 
mcrupakan  kepulusan  yang  bagus,  apalagi  tidak  di- 
ikutsertakannya  bidang  pertanian  dan  jasa  schingga 
tidak  mcnimbulkan  kekhawatiran;  (10)  untuk  mcrcn- 
dahkan  bca  masuk  di  wilayah-wilayah  yang  dipcr- 
kirakan  lemah,  scbuah  ncgara  dipcrbolchkan  tidak  ikul 
scrla  dalam  pcraturan  pcrjanjian  AFrA;  (11)  Filipina 
dan  Indonesia  khususnya  bcrhati-hati  untuk  mencrima 
pcrjanjian  itu;  (12)  K'lT  akan  membicarakan  usul 
Malaysia  mcngenai  East  Asian  Economic  Caucus 
(EAEC)  yang  sudah  mcngalami  banyak  pcrubahan 
dari  usul  pcrtamanya,  karena  menghadapi  tanlangan 
dari    AS;    (13)   ASEAN    mendukung  pembentukan 
scbuah  badan  tidak  resmi  yang  akan  membicarakan 
agenda   atau   jadwal    pcrtemuan    mcngenai  EAEG 
{Kompas,  16-12-1991). 


Pada  kescmpaian  yang  sama,  Menteri  Pcnndustrian 
Ir.  Hartarto  mengatakan  bahwa:  (1)  Indonesia  telah 
bcrani  bcrsaing  dan  mcmbuka  pasarnya  unluk  barang 
impor  produk  manufaklur;  (2)  untuk  kepentingan  kon- 
sumen dalam  negeri  produk  manufaklur  Indonesia 
jangan  terns  dibcri  perlindungan,  karena  akan  mcnga- 
kibatkan  kurang  bcrani  mcngambil  langkah-langkah 
untuk  mcningkatkan  daya  saingnya;  (3)  kescdiaan 
Indonesia  memasuki  AFTA  tcrccrmin  dari  bcrbagai 
kebijaksanaan  dcregulasi  yang  dikcluarkan,  scbab 
dcregulasi  itu  ikut  mcmbuka  pasar  Indonesia  bagi 
negara-negara  ASEAN  dan  di  luar  ASEAN  (An^kalan 
Bersenjata,  7-1 2-1 991 ). 


B.  Kcrja  Sama  Industri,  Mineral  dan  Encrgi 
1 .  Pertemuan  AFCM 

Pcrtemuan  kc-7  Fedoras  i  Produsen  Semen  ASEAN 
(AFCM)  bcrlangsung  di  Yogyakarta  tanggal  21-23 
Nopcmbcr  1991  untuk  mcmbahas  pcrscdiajui  semen, 
program  peningkatan  dan  pcrluasan  industri  semen 
ASEAN. 

Dirjcn  Industri  Kimia  Dasar  Wardiyasa  mengata- 
kan pada  pembukaan  pcrtemuan  itu  bahwa:  (1)  para 
produsen  semen  di  Indonesia  merasa  tcrpukul  olch  ke- 
bijaksanaan pemcrintah  lahun  1990  yang  membatasi 
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ckspor  semen,  karcna  harus  membatalkan  kontnik 
yang  telah  ditandatangani  dengan  para  importir  dari 
bcrbagai  ncgara  schingga  mcnurunkan  krcdibiltas  mc- 
rcka.  Di  samping  itu,  para  pengclola  jasa  angkutan 
laut  juga  mcnuntut  ganti  nigi  dari  pcmbatalan  kontrak 
angkutan  semen;  (2)  dalam  10  tahun  tcrakhir  ini  Indo- 
nesia telah  menjadi  cksportir  semen  terbesar  ASEAN; 
(3)  dengan  produksi  17  juta  ton  per  tahun,  Indonesia 
mampu  mencmbus  pasar  di  20  negara,  terutama 
Bangladesh  yang  merupakan  importir  semen  Indonesia 
terbesar;  (4)  pembatasan  ekspor  semen  cukup  rasional, 
karcna  scmakin  mcningkatnya  konsumsi  semen  di 
dalam  negeri;  (5)  pembatasan  eskpor  semen  dilakukan 
karcna  perbandingan  antara  penawaran  dan  permintaan 
saal  ini  masih  timpang,  meskipun  telah  dilakukan 
optimalisasi  produk  dari  semua  pabrik  semen;  (6) 
pembatasan  ekspor  semen  akan  dibcrlakukan  sampai 
kebuluhan  dalam  negeri  benar-benar  terpenuhi  {Bisnis 
Indonesia,  27-11-1991). 

Hasil  pcrtemuan  antara  lain:  (1)  kurangnya  produk- 
si semen  di  masing-masing  negara  anggota  ASEAN 
akan  tetap  bcrlanjut  sampai  tahun  1992;  (2)  mclalui 
program  peningkatan  dan  perluasan  industri  semen, 
pada  tahun  1993  akan  terjadi  surplus  semen;  (3)  sc- 
pakat  untuk  lerus  mcningkaikan  kcrja  sama  dan  saling 
pengertian  antar  scsama  anggota  AFCM  yang  mcnga- 
lami  kesulitan  produksi  dan  pemasaran;  (4)  scpakat 
mcmbebaskan  harga  semen  untuk  memenuhi  kebutuh- 
an  semen  dalam  negeri;  (5)  sepakat  membentuk  ko- 
mite  kerja  sama  tcknik  dan  pemasaranan  scrla  komisi 
pengembangan  sumbcr  daya  manusia  yang  dikctuai 
olch  Masri  Saridan,  Direktur  PT  Semen  Tonasa 
Indonesia;  (6)  sepakat  memperluas  pasar  ke  bcrbagai 
negara,  seperli  Vietnam,  Myanmar  dan  Kamboja;  (7) 
komite  bertugas  melaksanakan  berbagai  simposium, 
pertemuan  dan  lokakarya  serta  menjalin  kcrja  sama 
dengan  asosiasi  semen  seluruh  dunia  {Bisnis  Indo- 
nesia, 27-11-1991). 

2.  Pertemuan  Pusat  Informasi  Ketenaga  Listrikan 

Pertemuan  Pusat  Informasi  Ketenaga  Listrikan 
(Electric  Power  Information  Centre  atau  EPIC) 
ASEAN  ke-7  berlangsung  di  Bali  Tanggal  5-8  No- 
pember  1991,  dihadiri  23  dclegasi  dan  9  peninjau  dari 
ncgara  anggota  ASEAN  keculai  Brunei  Darussalam, 
serta  40  pcrulusan  dari  badan  pengclola  ketenaga  lis- 
trikan ASEAN,  untuk  mcmbahas  penciptaan  informasi 
ketenaga  listrikan,  aspek  finansial,  perencanaan  dan 
pengembangan  tenaga  listrik  (Antara,  6-11-1991). 

Dirut  PLN  Ermansyah  Jamin  mcngalakan  pada 
pertemuan  itu  bahwa:  (1)  pcrtemuan  bcrtujuan  mcn- 
ciptakan  informasi  ketenaga  listrikan;  (2)  EPIC  meru- 


pakan salah  satu  dari  scmbilan  proyek  kcrja  sama 
yang  ditctapkan  dalam  pcrtemuan  para  pimpinan  pcr- 
usahaan  ketenaga  listrikan  ASEAN  tahun  1981  di 
Jakarta;  (3)  di  kawasan  Pulau  Batam  scdang  dipcr- 
siapkan  pembangunan  pembangkil  tenaga  listrik  tena- 
ga dicsel  (PLTD)  yang  bcrkapasitas  4,5  megawatt. 
Kclcbihan  tenaga  listrik  yang  dihasilkan  proyek  itu 
dapat  dickspor  ke  Singapura  dan  Malaysia.  PLN  akan 
segcra  mcngadakan  inventarisasi  dan  rcorganisasi 
sislem  jaringan  listrik  yang  dapat  langsung  dipasok  kc 
induslri-induslri  yang  mcmbutuhkannya  untuk  mem- 
perccpat  pcngaluran  sislem  intcrkoneksi  jaringan 
tenaga  listrik  di  Pulau  Batam;  (4)  PLN  sebagai  BUMN 
penghasil  tenaga  listrik  terbesar  di  kawasan  ASEAN 
sekarang  ini  potensi  pelanggannya  12  juta  dan  dalam 
tahun  2000  akan  mencapai  25  juta  pelanggan  (Antara, 
6-11-1991). 


C.  KERJA  SAMA  PANGAN,  PERTANIAN  DAN 
KEIIUTANAN 

—  Pertemuan  Menteri  Pertanian   dan  Kehulanan 
ASEAN 

Pcrtemuan  para  Mcnlcri  Pertanian  dan  Kehulanan 
ASEAN  ke-13  berlangsung  di  Muangthai  tanggal  31 
Oktobcr-2  Nopcmbcr  1991  untuk  mcmbahas  upaya 
peningkatan  pertanian  dan  pcrdagangan  hasil  pertanian 
antara  ncgara  anggota  ASEAN. 

Ketua  dclegasi  Muangthai,  Wakil  Mcntcri  Pertani- 
an Ajva  Taulananda,  mcngalakan  pada  pertemuan  itu 
bahwa:  (1)  ASEAN  pcrlu  mempcrcrat  kerja  sama 
ekonomi  regionalnya  untuk  menghadapi  pcrubahan 
pola  pertanian  yang  begitu  cepat  dan  mcningkaikan 
pcrdagangan  hasil  pertanian;  (2)  ASEAN  pcrlu  mcm- 
bcnluk  kclompok  khusus  yang  mcnyusun  kebijakan 
baru  untuk  mcnyclesaikan  masalah-masalah  yang  tim- 
bul  akibat  pcrubahan  pola  pertanian  baik  regional 
maupun  intcrnasional;  (3)  kclompok  khusus  ini  akan 
mcngkaji  cara  mcningkaikan  pcrdagangan  hasil  perta- 
nian antar  negara  anggota  ASEAN  dan  mendorong 
tumbuhnya  industri  pengolahan  hasil  hulan  dan  per- 
tanian; (4)  Muangthai  sangat  mcmpcrhatikan  dampak 
pcrkembangan  scktor  pertanian  tcrhadap  lingkungan  di 
kawasan  ASEAN  (Merdeka,  4-11-1991). 

Hasil  pcrtemuan  antara  lain:  (1)  sepakat  untuk 
bckcrjasama  mcmpromosikan  12  produk  pertanian 
utama  dalam  kawasan  pcrdagangan  bebas  ASEAN. 
Langkah  ini  merupakan  pcrmulaan  yang  baik  untuk 
mcningkatkan  ckspor  hasil  pertanian  dan  menghadapi 
protcksionismc  pcrdagangan  hasil  pertanian;  (2)  mcn- 
dukung  himbaun  Muangthai  agar  ASEAN  mcnanggpi 
tumbuhnya  kesadaran  lingkungan  dan  mcmperbaiki 
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mutu  produk  guna  mcmpcrtahankan  pangsa  pasar  di 
ncgara  industri  (Merdeka,  4-11-1991);  (3)  sepakal 
mclaksanakan  scbuah  rcncana  aksi  bcrsama  unluk 
melcstarikan  hulan  tropis  di  ASEAN  untuk  mcmpcr- 
tahankan kcscimbangan  pcmbangunan  dan  lingkungan; 
(4)  mcmpcrsiapkan  diri  untuk  mcnghadiri  konfcrcnsi 
PBB  mcngcnai  lingkungan  dan  pcmbangunan  yang 
akan  bcrlangsung  di  Brasil.  Juni  1992;  (5)  mclihai 
pcntingnya  sikap  bcrsama  unluk  mcmpcrtahankan  diri 
dari  tuduhan  ncgara-negara  maju  atas  kcbijakan 
ASEAN  mcngcnai  hulan  tropis;  (6)  ASEAN  akan 
mcnjclaskan  kcpada  dunia  bahwa  industri  hutannya 
diawasi  kctat  untuk  mcnjamin  pertumbuhan  dan  ling- 
kungan; (7)  scpakat  mcmpcrbanyak  risct  dan  latihan 
mcngcnai  masalah  hulan  tropis  karena  sangat  di- 
pcrlukan  ASEAN;  (8)  scpakat  mcngcnai  pertemuan 
ke-14  dilangsungkan  di  Indonesia  tahun  1992  (Ang- 
katan  Bersenjaia,  4-11-1991). 

Scusai  pertemuan,  Mcnteri  Pertanian  Muangthai 
Anat  Arbhabhirom,  mcngalakan:  (1)  rencana  aksi 
bcrsama  ASEAN  akan  mencakup  pemberian  informasi 
kcpada  dunia  bahwa  ASEAN  sangat  mcmpcrhatikan 
masalah  pencbangan  hulan;  (2)  Indonesia  yang  me- 
milki  banyak  hulan  bcrjanji  akan  mengawasi  pene- 
bangan  hulan  sccara  kctat;  (3)  ASEAN  akan  mengirim 
wakil-wakilnya  untuk  mcmantau  kampanyc  mencntang 
pencbangan  hulan  tropis;  (4)  pcngclolaan  hutan  tropis, 
nsct,  pencbangan,  pemroscsan  kayu,  pemasaran  dan 
pcmbangunan  industri  hutan  akan  dilaksanakan  scsuai 
dengan  aksi  bcrsama  scrta  kcrja  sama  ASEAN  dan 
ncgara-negara  maju  (Angkatan  Bersenjata,  4-11-1991). 


III.  KERJA  SAMA  .SON  EKONOMI 

-  KERJA  SAMA  KEBUDAYAAN  DAN  INEOR- 
MASI 

1 .  Sidang  II mum  CAJ 

Sidang  Umum  Konfcdcrasi  Wartawan  ASEAN 
(CAJ)  kc-9  dengan  tcma  "Garis  Aksi  Tindakan  War- 
tawan ASEAN  1990"  bcrlangsung  di  Bangkok  tanggal 
4-7  Nopcmbcr  1991.  dihadiri  200  orang  pescrta  dari 
ASEAN  dan  peninjau  dari  bcrbagai  ncgara  di  Asia, 
Amcrika  Utara  dan  Australia  untuk  mcmbahas  bcr- 
bagai masalah  yang  dihadapi  wartawan  ASEAN  dalam 
mcnjalankan  profesinya  (Antara,  5-11-1991). 

PM  Muangthai,  Anand  Panyarachun,  mcngatakan 
dalam  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  apapun 
sistem  demokrasi  dalam  bentuknya  yang  aktual  hams 
mcnghasilkan  pemcrintah  yang  transparan  dan  bcr- 
tanggungjawab  kcpada  masyarakal  dan  pcrs;  (2)  mc- 
nurut  pcnclitian  tcrdapat  300  bentuk  demokrasi.  karena 


ilu  mcmbangun  demokrasi  lidak  dapal  mcnjiplak  nc- 
gcri   lain;   (3)  pemcrintahan   mayoritas  hendaknya 
mcnghargai  sepenuhnya  hak-hak  minorilas.  Artinya 
sctiap  orang  atau  kclompok  mcmpunyai  hak  dan  kc- 
scmpatan  untuk  mcnyampaikan  pcrmasalahannya;  (4) 
demokrasi  hanya  bcrfungsi  jika  rakyat  bcrpanisipasi; 
(5)  panisipasi  rakyat  harus  digalakkan  dengan  mcn- 
jamin bahwa  sctiap  orang  bcrhak  unluk  didengarkan 
dan  bcrpanisipasi;  (6)  kebebasan  pcrs  dan  kebebasan 
organisasi   kcmasyarakalan   sangat  bcrpcranan  agar 
demokrasi  bcrfungsi,  karena  akhimya  rakyat  yang  ha- 
rus mcngontrol  pemcrintah;  (7)  kebebasan  pcrs  agar 
disertai  dengan  krcdibilitas  dan  inicgritas,  antara  lain 
dengan  mcningkalkan  kesamaan  dan  mutu  scrta  me- 
nunjukkan  langgung  jawab  yang  lebih  besar  dan 
mengurangi  sensasionalisme;   (8)  pcrs  pcrlu  mem- 
pcrbesar  kcrja  sama  antar  media  ASEAN  dan  me- 
wujudkan  itikad  baik  yang  mengalasi  tapal  batas 
nasional  dan  tapal  batas  lainnya;  (9)  Muangthai  akan 
letap  mclanjutkan  berlakunya  ekonomi  pasar,  ekonomi 
tcrbuka,  dcregulasi  dan  kompctisi;  (10)  sulil  bagi 
negara-ncgara  kecil  unluk  bcrsaing  di  jsasar  intcr- 
nasional  dengan  ncgara-negara  yang  lebih  kuat  yang 
semakin  diperkuat  dengan  kemampuan  kompclilifnya 
mclalui  aliansi-aliansi  perdagangan  bebas  yang  baru; 
(11)  menurut  konstitusi  Muangthai  yang  baru,  calon 
PM  harus  scseorang  yang  tcrpilih  melalui  pemilu  atau 
oleh  parlcmcn  tanpa  mclalui  pemilu  (Kompas,  5-11- 
1991). 

Ketua  delcgasi  Muangthai,  Manich  Sooksom- 
chctna,  mcngatakan  bahwa:  (1)  pengawasan  pcrs  di 
Muangthai  dimasa  lalu  sangat  ketat,  scbab  suatu 
pembicaraan  harus  mendapat  ijin  dari  pemcrintah, 
tcrmasuk  pengawasan  untuk  mendapatkan  ijin  pencr- 
biian  pcrs;  (2)  di  Muangthai  scjak  tahun  1976  di- 
berlakukan  pengawasan  dan  larangan  tcrhadap  suatu 
pcmbcrilaan;  (3)  scjak  lahun  1990  pcrs  di  ncgaranya 
mulai  mcrasakan  kebebasan  dan  bebas  dari  penga- 
wasan pemcrintah;  (4)  kebebasan  pcrs  di  ncgaranya 
sckarang  lebih  longgar  dibandingkan  dengan  pcrs  di 
bcrbagai  ncgara  Asia  lainnya  (Antara,  5-11-1991). 

Kctua  delcgasi  Eilipina  Julius  F.  Eortuna,  mcnga- 
lakan bahwa:  (1)  kcadaan  ekonomi  ncgaranya  yang 
sangal  bcrat  bclakangan  ini  menyebabkan  pcnghasilan 
wartawan  menjadi  sangat  rendah  dibandingkan  dengan 
profesi  lainnya;  (2)  pcrsaingan  yang  lidak  schat  aniara 
para  pencrbit  di  Eilipina  saat  ini  mcngakibatkan 
timbulnya  wartawan  amplop;  (3)  scjak  lahun  1986 
lercalat  32  orang  wartawan  Eilipina  mcninggal  dalam 
mclaksanakan  lugasnya,  namun  disanggah  pemcrintah. 

Sckjcn  Malaysian  National  Union  of  Journalist 
(NUJM),  Don  Ec  S  Seng,  mcngatakan  bahwa:  (1)  pcrs 
Malaysia  dalam  bebcrapa  tahun  lalu  sangat  tcrpc- 
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nganih  olch  sikap  multi  ras,  iciapi  kini  tclah  bcrhasil 
dibina  dalam  kerukunan  antar  ras,  khususnya  dalam 
pencrbitan  yang  beraneka  ragam  bahasa;  (2)  kondisi 
ekonomi  wartawan  di  Malaysia  cukup  balk  diban- 
dingkan  dcngan  para  pekerja  induslri  maupun  profcsi 
lainnya  di  Malaysia;  (3)  meningkatnya  pcrkcmbangan 
ekonomi  di  Malaysia  telah  mendprong  NUJM  mcng- 
usahakan  suatu  status  profcsi  yang  lcbih  tcrjamin 
(Antara,  5-11-1991). 

Ilasil  pcrtcmuan  antara  lain  mendcsak:  (1)  pcmc- 
rinlah  ncgara-ncgara  Asia  Tcnggara  untuk  mcngcin- 
bangkan  sistem  pcrs  yang  bcbas  dan  bcrtanggung 
jawab;  (2)  pemerintah  negara-negara  Asia  Tenggara 
agar  menghapuskan  segala  pcraturan  yang  mengham- 
bat  dan  mcnolak  adanya  kcbcbasan  mcngeluarkan 
pcndapat,  tctapi  hcndaknya  mendukung  dan  melin- 
dungi  media  massa  untuk  mclaksanakan  tugas-tugas 
jumalistiknya;  (3)  pcnguasa  agar  mcnciplakan  suatu 
lingkungan  yang  dapat  mcngembangkan  profesionalis- 
me  jurnalistik  tcrmasuk  pertumbuhan  induslri  media 
massa;  (4)  para  wartawan  ASEAN  agar  mcngembang- 
kan liputan  bcrita-bcrita  dcngan  perspeklif  ASEAN, 
termasuk  bcrita-bcrita  dari  negara  tetangganya  dcngan 
memperhatikan  isu-isu  yang  sensitif;  (5)  wartawan 
ASEAN  agar  memperluas  terciptanya  suatu  kchar- 
monisan  dan  solidaritas  di  antara  pemcrintah-peme- 
rintah  ASEAN  dan  rakyatnya.  Selanjutnya  mcreka:  (1) 
mcnyambut  dan  mendukung  pandangan  PM  Muang- 
thai  tenlang  kebebasan  pcrs  yang  merupakan  suatu 
tcrmomcler  dari  demokrasi,  scbab  tanpa  kcbcbasan 
dasar  tersebut  demokrasi  tidak  dapat  berkembang;  (2) 
mcnyampaikan  rasa  simpati  kepada  300  wartawan 
Eilipina  yang  menjadi  korban  Ictusan  gunung  Pinatubo 
dan  mencatat  pcrmintaan  bantuan  mcreka;  (3)  mcngu- 
capkan  terima  kasih  kepada  berbagai  organisasi  dan 
lembaga-lcmbaga  inlernasional  yang  selama  ini  mcm- 
bcrikan  bantuan  pendidikan  dan  peningkatan  kctram- 
pilan  wartawan  ASEAN  di  berbagai  tcmpat  sepcrti, 
Jcpang,  Kanada,  Jerman  dan  lain-lainnya;  (4)  mene- 
lapkan  bcrlakunya  kartu  pcrs  ASEAN  yang  dike- 
luarkan  olch  CAJ  scjak  tahun  1991;  (5)  menctapkan 
Malaysia  scbagai  pcnyclcnggara  sidang  para  dewan 
direktur  CAJ  tahun  1992  dan  mcnyclcnggarakan 
Sidang  Umum  CAJ  X  tahun  1993  di  Indonesia;  (6) 
memilih  Bandhit  Rajavatanadhanin  dari  Muangihai 
sebagai  Prcsidcn  CAJ  untuk  masa  bakti  1991-1993 
(Suara  Pembaruan,  8-11-1991). 

2.  Konferensi  Guru  ASEAN 

Konpcrcnsi  Guru  ASEAN  (ASEAN  Teacher  Con- 
vention atau  ATC)  kc-13  dcngan  tenia  "Globalisasi 
dan  Pcngaruhnya  tcrhadap  Pcmbangunan"  berlangsung 
di  Bali  tanggal  28-30  Nopembcr  1991,  dihadiri  500 


orang  pcscrla  dari  Indonesia,  I-ilipina,  Malaysia, 
Muangihai,  Singapura  dan  Brunei  Darussalam  unluk 
mcmbahas  masalah  globalisasi  dan  dampaknya  dalam 
pcmbangunan  (Antara,  21-11-1991). 

Menlcri  Pendidikan  Fuad  Hassan  mcngalakan  da- 
lam pembukaan  pcrtcmuan  itu  bahwa:  (1)  pcrubahan- 
pcrubahan  yang  tcrjadi  akibat  globalisasi,  khususnya 
di  bidang  ilmu  dan  tcknologi,  di  samping  bcrdampak 
positif  bagi  peningkatan  kcscjahlcraan  masyarakat, 
juga  harus  diwaspadai  kemungkinan  dampak  negatif- 
nya  bagi  pcrubahan  sosial  dan  budaya;  (2)  mcmbahas 
dampak  globalisasi  di  bidang  pcmbangunan  dan  pen- 
didikan scmata  adalah  lidak  cukup.  Olch  karcna  itu 
pcrlu  dikembangkan  sikap  yang  tcpal  di  kalangan  anak 
didik  dan  gencrasi  muda  agar  mampu  menjawab 
berbagai  tantangan  yang  muncul  akibat  proses  glo- 
balisasi itu;  (3)  globalisasi  yang  lidak  dapal  dihindari 
dapat  menciptakan  masa  depan  yang  tidak  dapat 
dipastikan  (Kompas,  30-11-1991). 

Dclcgasi  Indonesia  Lukman  Ali,  mcngalakan 
bahwa  pcmasyarakalan  karya  sastra  bclum  tcrtangani 
sccara  baik,  karena  karya  sastra  belum  menjangkau 
masyarakat  luas  menumbuhkan  sikap  positif  pembaca 
tcrhadap  nilai-nilai  insani  menghadapi  kehidupan 
manusia  (Kompas,  30-11-1991). 

Prof.Dr.  Sadi  Iluiomo  mcngatakan  bahwa  di  Indo- 
nesia kurang  pcrhatian  tcrhadap  masalah  mobilitas 
dalam  buku-buku  iclaah  sastra.  Hal  ini  mcngakibalkan 
pada  pclajaran  sastra  yang  bcrsifal  historis,  schingga 
kedudukan  pengarang  dan  karyanya  kadang-kadang 
disalah  tafsirkan.  Buku  "Socrapati"  saduran  Abdocl 
Mocis  misalnya,  karcna  scbagai  karya  yang  tcrbil 
tahun  1950,  maka  kedudukan  dan  fungsinya  dalam 
masyarakat  kurang  berarti  dibandingkan  dcngan  Salah 
Asochan  (1928)  (Kompas,  2-12-1991). 

Pcrtcmuan  sepakal  untuk:  (1)  mempercrat  solidari- 
tas dan  kcrja  sama  serta  mcningkalkan  profcsionalisme 
dan  status  sosial  mereka;  (2)  mcmbentuk  kclompok 
kerja  yang  bcrtugas  mcrancang  pcmbcnlukan  organi- 
sasi guru  ASEAN,  tcrmasuk  struktur,  tugas,  sistem, 
fungsi  dan  proscdumya;  (3)  mcnyarankan  kepada 
organisasi  guru  scdunia  agar  lidak  mcmbcrikan  pcr- 
hatian kepada  hal-hal  yang  lidak  bcrhubungan  dcngan 
lujuan  organisasi  gum;  (4)  mcnyclcnggarakan  konven- 
si  ACT  XIV  di  Filipina  taliun  1992  dcngan  mc- 
ngundang  bebcrapa  negara  di  luar  ASEAN  (Media 
Indonesia,  2-12-1991). 

3.  Pertcrnuan  Pejabat  Tinggi  Agama  ASEAN 

Pcrtcmuan  para  Pejabat  Tinggi  Agama  ASEAN 
berlangsung  di  Bandung  tanggal  11-13  Nopcmber 
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1991,  dihadiri  30  pesena  dari  Malaysia,  Indonesia, 
Brunei  Damssalam,  dan  Singapura,  untuk  membahas 
program  kerja  dan  merumuskan  bahan-bahan  yang 
akan  disahkan  oleh  ketiga  Menteri  Agama  dalam 
Musyawarah  Agama  Brunei  Damssalam,  Indonesia. 
Malaysia  (MABIM)  ke-3  di  Bandung  tanggal  14 
Nopember  1991  (Pelita,  12-11-1991). 

Seusai  membuka  pertemuan,  Sekjen  Departcmen 
Agama,  dr.H.  Tarmizi  Taher  mengatakan  kepada  pers 
bahwa:  (1)  MABIM  ke-3  akan  memutuskan  penyela- 
rasan  kajian  strategi  pembinaan  akidah  islamiyah, 
penyelarasan  pengawasn  barang  gunaan  dan  m  akan  an 
orang  Islam  dan  penyelarasan  rukyah  dan  takwim 
Islam;  (2)  dalam  SOM  tiap  negara  akan  menyam- 
paikan  kertas  kerja  masing-masing;  (3)  Brunei  akan 
menyampaikan  makalah  tentang  Pertukaran  Pener- 
biian,  Malaysia  mengenai  Pusat  Kajian  Islam  dan 
Indonesia  membahas  Pembentukan  Pesantren  Bersama 
dan  Kerja  Sama  Seni  Budaya  Islam,  sedangkan  Singa- 
pura teniang  Rencana  Pengadaan  Rumah  Pemotongan 
He  wan  (Pelita,  12-11-1991);  (4)  dalam  MABIM  ke-3 
Filipina  dan  Muangihai  akan  hadir  sebagai  peninjau 
(Pelita,  14-11-1991). 

Pada  saai  yang  sama,  Setia  Usaha  Menteri  Hal 
Ehwal  Ugama  Brunei,  Dato  Paduka  Abdul  Saman  bin 
Kahar,  mengatakan  bahwa:  (1)  perkembangan  Islam  di 
Indonesia  maju  pesat  baik  dalam  bidang  ekonomi 
maupun  stabihtas  politik;  (2)  umat  Islam  di  Indonesia 
telah  lebih  maju  dibanding  dengan  umat  Islam  di 
negara-negara  lain,  karena  telah  mendirikan  bank 
Islam;  (3)  umat  Islam  yang  berada  di  Timur  hams 
sungguh-sungguh  menerapkan  ukhuwah  Islamiyah, 
agar  negara-negara  Barat  melihat  bahwa  umat  Islam 
bersalu;  (4)  Pusat  Penterjemahan  Asia  Tenggara,  khu- 
susnya  penterjemahan  bahan-bahan  keagamaan  pcrlu 
didirikan,  karena  akan  bermanfaat  bagi  umat  Islam  di 
Asia  Tenggara.  Kerja  sama  penterjemahan  itu  dila- 
kukan  secara  kolektif  dan  dikcrjakan  oleh  umat  Islam 
di  empat  negara,  baik  menyangkut  teknis  maupun 
tenaga  kerja;  (5)  pertukaran  penerbitan  dapat  mening- 
katkan  kualitas  umat  Islam  dan  dapat  membimbing 
pengcrtian  keagamaan  ke  arah  yang  benar;  (6)  usul 
mendirikan  pesantren  bersama  di  dacrah  pcrbatasan 
Kalimantan   sangat   baik,  karena  dapat  melahirkan 
ulama-ulama  dan  kader-kadcr  Islam  yang  tangguh,  sc- 
hingga  kchidupan  umat  scmakin  mantap;   (7)  pc- 
ningkatan    kualitas   institut   pengajian    atau  institut 
agama  di  masing-masing  negara  perlu  mendapat  pcr- 
hatian  yang  serius;  (8)  kehancuran  komunis  Blok 
Timur  perlu  mendapat  pcrhaiian  serius  umat  Islam, 
karena  menimbulkan  kckosongan  kepemimpinan  yang 
dipercaya  dan  kemungkinan  Islam  dapat  mcngisinya 
jika  umat  Islam  bcTsatu;  (9)  pcrsatuan  umat  Islam  Asia 
Tenggara  dapat  dijadikan  contoh  dan  dapat  menjadi 


panutan  negara-negara  lain  (Anlara,  14-11-1991);  (10) 
kcharmonisan  sosial  menjadi  syarat  utama  tcrbinanya 
suatu  negara  dan  hal  itu  hanya  dapat  tcrwujud  bila 
masalah  kchidupan  masyarakal  telah  diselesaikan  dan 
diatur  dengan  baik;  (11)  sebagai  agama  yang  sclaras 
dengan  naluri  dan  kchidupan  manusia,  Islam  telah 
memberi  tuntunan  bagaimana  membina  kcharmonisan 
sosial  (Kompas,  14-11-1991). 

Prcsidcn  Majelis  Ugama  Islam  Singapura,  H. 
Zainul  Abidin  Rasheed,  mengatakan  bahwa:  (1) 
pertemuan  MABIM  sebaiknya  membahas  masalah  nar- 
kotika,  obat  terlarang  dan  cangkok  organ  ginjal;  (2) 
umat  Islam  perlu  memainkan  pcranan  aktif,  agar  tidak 
hanya  orang-orang  sekuler  yang  dapat  berperanan  di 
kehidupan  politik,  tctapi  juga  umat  Islam  dapat  mela- 
kukannya  (Pelita,  12-11-1991);  (3)  ide  pengadaan 
rumah  pemotongan  hewan  didasarkan  pada  kcinginan 
mengoptimalkan  ekonomi  umat  dan  menjamin  daging 
memenuhi  syareat  agama,  namun  hal  ini  masih  perlu 
dikaji  lebih  lanjut  (Kompas,  14-11-1991). 


4.  Pertemuan  MABIM 

Pertemuan  tidak  resmi  para  Menteri  Agama  tiga 
negara  ASEAN  (MABIM)  ke-3  berlangsung  di 
Bandung  tanggal  14  Nopember  1991,  juga  dihadiri 
oleh  delegasi  Muangihai,  Filipina  dan  Singapura 
sebagai  peninjau,  untuk  membahas  laporan  pelaksa- 
naan  keputusan  pertemuan  MABIM  ke-2  di  Kuala 
Lumpur  dan  5  hal  pokok  tentang  kerja  sama  per- 
tukaran penerbitan,  kerja  sama  seni  budaya  Islam, 
Pusat  Kajian  Islam,  pembangunan  pesantren  bersama 
dan  pengadaan  rumah  pemotongan  hewan  bersama 
(Suara  Pembaruan,  14-11-1991). 

Menteri  Agama  II.  Munawir  Sjadzali  mengatakan 
pada  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  pertemuan 
dimaksudkan  untuk  mempersaiukan  umat  Islam 
ASEAN,  karena  pcrsatuan  dan  kesamaan  pendapat 
umat  Islam  di  kawasan  ini  akan  scmakin  mcmpcr- 
kokoh  pcrjuangan  unluk  mcwujudkan  pcrdamaian 
dunia;  (2)  pcranan  negara-negara  ASEAN  cukup  mem- 
bcrikan  andil  untuk  mcwujudkan  pcrdamaian  dunia 
scbab  jumlah  umat  Islam  di  kawasan  ini  sangat  ba- 
nyak;  (3)  pembangunan  yang  mendapat  dukungan 
positif  masyarakal  Islam  hams  tcms  menems  mcm- 
pcrhaiikan  agama  dan  budaya  masyarakatnya;  (4) 
pcrlu  diusahakan  sualu  iklim  yang  mendukung  usaha 
peningkatan  kcscjahicraan  dan  kemajuan  masyarakal 
Muslim;  (5)  kcbcrhasilan  modcrnisasi  umat  Islam 
hendaknya  lidak  mcmbual  bcrpuas  diri.  Umal  Islam 
hams  bcrjuang  demi  kebangkitan  Islam  (Pelita,  15-11- 
1991). 
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Sementara  itu  Menteri  Hal  Ehwal  Ugama  Brunei 
Darussalam,  H.M  Zein  bin  H.  Serudin  mengatakan: 
(1)  pertemuan  MABIM  tidak  mencampuri  masalah 
politik,  tetapi  membahas  masalah  sosial  kemasyarakat- 
an  dan  kemaslahatan  bersama;  (2)  di  dalam  sesama 
Muslim  harus  ditumbuhkan  semangat  bersama  agar 
tercipta  kerukunan  dan  kedamaian  bersama  memper- 
baiki  lingkat  kedudukan  umat  Islam  di  bidang  pen- 
didikan  dan  sosial  kemasyarakatan;  (3)  Islam  sebagai 
cara  hidup  harus  dilaksanakan  dengan  baik.  Di  sam- 
ping  itu  Islam  harus  menyelesaikan  setiap  permasalah- 
an  sesuai  dengan  dasar  elika  Islam,  sebab  hanya 
dengan  cara  itu  usaha  menciptakan  perdamaian  dunia 
akan  lebih  terbuka  (Pelita,  15-11-1991). 

Menteri  Hal  Ehwal  Ugama  Malaysia  Dato  Abang 

H.  Abubakar  bin  Dato  Bandar  Abang  H.  Mustapha, 
mengatakan  bahwa:  (1)  Islam  sedang  memasuki  era 
baru;  (2)  perlu  diwujudkan  semangat  kesatuan  dan 
persatuan  sesama  masyarakat  muslim  di  negara 
anggota  MABIM  (Pelita,  15-11-1991). 

Hasil  pertemuan  antara  lain:  (1)  sepakat  untuk 
menentukan  awal  Ramadhan  dan  Hari  Raya  Idul  Fitri 
bersama-sama;  (2)  merencanakan  pembangunan  pesan- 
tren  bersama  tiga  negara  yang  lokasinya  telah  dise- 
diakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Barat 
(Merdeka,  15-11-1991). 

IV.  KERJA    SAMA    NON  PEMERINTAHAN 
(NGO) 

A.  KERJA  SAMA  KESEHATAN 

I .  Konggres  Ahli  Anestesi  ASEAN 

Konggres  Ahli  Anestesi  ASEAN  ke-VII  berlang- 
sung  di  Kuala  Lumpur  tanggal  6-11-1991,  dihadiri  350 
peserta  dari  ASEAN  dan  negara-negara  lainnya  untuk 
membahas  perawatan  kaum  lanjut  usia  (Antara, 
7-11-1991). 

2.  Pertemuan  Menteri  Kesehatan  ASEAN  ke-IV 

Pertemuan  para  Menteri  Kesehatan  ASEAN  ke-rV 
berlangsung  di  Jakarta  tanggal  4-5  Desember  1991, 
dihadiri  para  Menteri  Kesehatan  ASEAN  kecuali 
Filipina  dan  Muangthai  yang  diwakilkan  scrta  18 
pejabat  staf  senior  bidang  kesehatan  untuk  membahas 
masalah  bahaya  pcnyakit  Aquired  Immune  Deficiency 
Syndrome  (AIDS)  dan  kesehatan  lingkungan  (Kompas, 
5-12-1991). 

Wakil  Prcsidcn  Sudharmono  mengatakan  pada 
pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  untuk  mewujud- 


kan  kcrja  sama  kefarmasian  perlu  pemantapan  pelak- 
sanaan  komunikasi  kesehatan  melalui  pertukaran  in- 
formasi;  (2)  pertukaran  informasi  penling  karena 
masalah  kesehatan  yang  dihadapi  ASEAN  tidak  ba- 
nyak  berbcda,  seperti  kondisi  geograiis,  pola  makanan 
dan  tingkat  pendidikan;  (3)  melalui  peningkatanan 
komunikasi  itu  dapat  ditingkatkan  pertukaran  infor- 
masi kesehatan  yang  memudahkan  tukar  pengalaman 
dan  saling  belajar  di  kalangan  negara  anggota 
ASEAN;  (4)  masalah  kesehatan  merupakan  masalah 
yang  sangat  strategis,  karena  lingkat  kesehatan  masya- 
rakat sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  tingkat 
produktivitas  bangsa  dan  negara  serta  mempunyai 
dampak  jauh  ke  depan;  (5)  pertemuan  agar  meng- 
hasilkan  keputusan  nyata  dan  realistis  serta  memberi 
manfaat  bagi  kemajuan  dunia  kesehatan  di  negara 
anggota  ASEAN  (Kompas,  5-12-1991). 

Hasil  pertemuan  antara  lain  sepakat  untuk:  (1) 
membentuk  jaringan  informasi  tentang  penyakit  AIDS 
dan  masalah  lingkungan;  (2)  mengajukan  permasa- 
lahan  AIDS  pada  KTT  ASEAN  yang  akan  datang 
(Suara  Karya,  5-12-1991). 


Seusai  menu  tup  pertemuan,  Menteri  Kesehatan  dr. 
Adhyatma  MPH  mengatakan  kepada  pers  bahwa:  (1) 
kini  AIDS  telah  semakin  meluas  dan  memburuk, 
sementara  mutu  lingkungan  juga  makin  menurun  aki- 
bat  cepatnya  industrialisasi  di  negara  anggota  ASEAN, 
yang  pada  gilirannya  akan  berdampak  negatif  terhadap 
kesehatan  masyarakat  secara  keseluruhan;  (2)  menurut 
WHO,  hingga  Juni  1991  sekitar  10  juta  orang  dewasa 
dan  1  juta  anak  di  seluruh  dunia  telah  tertular  virus 
AIDS.  Enam  juta  di  antaranya  terdapat  di  Afrika  dan 
lebih  1  juta  di  Asia  Selalan  dan  Tenggara;  (3)  di 
ASEAN  jumlah  penderita  AIDS  lerbanyak  di  Muang- 
thai sekitar  4.000  ribu  orang  dan  Malaysia  2.500 
orang.  Meskipun  relatif  kecil  tetapi  bahaya  pening- 
katannya  semakin  tampak,  oleh  karena  itu  perlu  segera 
dilakukan  penanggulangannya  sedini  mungkin;  (4) 
sampai  sejauh  ini  AIDS  belum  dilemukan  obatnya  dan 
75%  infeksi  virus  ini  ditularkan  melalui  hubungan 
seksual;  (5)  untuk  mcnganlisipasi  AIDS,  Indonesia 
mulai  1992  akan  mcmpcrluas  daerah  waspada  AIDS 
dari  enam  propinsi  menjadi  10  propinsi.  Langkah  ini 
diambil  untuk  menckan  jumlah  penderita  maupun 
yang  sudah  terinfeksi  vims  AIDS  yang  jumlahnya 
mencapai  40  orang;  (6)  semakin  mcluasnya  penyakit 
AIDS  mcmungkinan  mcningkatnya  jumlah  penderita 
TBC,  karena  kuman-kuman  TBC  menjadi  aktif. 
Sehingga  peningkatan  kasus  TBC  akan  meluas  seiring 
dengan  peningkatan  kasus  infeksi  virus  AIDS  (Suara 
Karya,  5-12-1991). 
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B.  Kerja  Sama  Palang  Me  rah  ASEAN 

Pertcmuan  para  Sekjen  Palang  Merah  ncgara  ang- 
gota  ASEAN  berlangsung  di  Bali  tanggal  1  Nopembcr 
1991,  dihadiri  dclegasi-dclcgasi  Indonesia,  Malaysia, 
Muangthai,  Singapura  dan  Filipina,  untuk  mcmbahas 
penggalian  dana  bagi  kepentingan  organisasi  {Antara, 
1-11-1991). 

Sekjen  PMI  Soelikno  Loekitodisastro  mengatakan 
kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  1  Nopember  1991 
bahwa:  (1)  penemuan  Sekjen  Palang  Merah  ASEAN 
diprakarsai  olch  Liga  Parang  Merah  Intemasional;  (2) 
penemuan  ini  untuk  mengetahui  lebih  jauh  cara  negara 
anggota  ASEAN  mengumpulkan  dana  kemanusiaan; 
(3)  Indonesia  menawarkan  kepada  anggota  ASEAN 
lainnya  lentang  cara  menggali  dana  melalui  penye- 
lenggaraan  pameran  lukisan,  karena  telah  menunjuk- 
kan  hasil  yang  baik;  (4)  penggalian  dana  yang  dila- 
kukan  oleh  PMI  selama  ini  tidak  dipaksa  dan  tidak 
ada  paksaan  untuk  memberikan  sumbangan;  (5)  cara 
meminta  sumbangan  dengan  menghentikan  kendaraan 
di  jalan-jalan  telah  lama  dihentikan  {Antara,  1-11- 
1991). 


C.  KERJA  SAMA  LINGKUNGAN  HIDUP 

1.  Masalah  Kebakaran  Hutan 

Seusai  bertemu  dengan  Menteri  kependudukan  dan 
Lingkungan  Hidup  Emil  Salim,  Menteri  Lingkungan 
Singapura,  Ahmad  Mattar,  mengatakan  kepada  pers  di 
Singapura  tanggal  29  Nopember  1991  bahwa:  (1) 
ASEAN  akan  mengkaji  segala  upaya  untuk  mencegah 
terbakamya  hutan  seperti  yang  telah  terjadi  di  Kali- 
mantan dan  Sumatera  akhir-akhir  ini;  (2)  pertemuan 
kelompok  kerja  ASEAN  yang  akan  dilakukan  bulan 
Januari  1992  direncanakan  mem  bah  as  penanggulangan 
dan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  cara-cara  per- 
lindungan  terhadap  dampak  lingkungan;  (3)  ASEAN 
akan  mengkaji  kemungkinan  pembentukan  proyek 
regional  yang  akan  mempekerjakan  konsultan  asing 
untuk  mengkaji  penyebab  dan  pencegahan  terbakamya 
hutan;  (4)  kebakaran  yang  melanda  Kalimantan  dan 
Sumatera  telah  menimbulkan  dampak  lingkungan  di 
Singapura  dan  Malaysia  {Media  Indonesia,  30-11- 
1991). 

Pada  saat  yang  sama,  Menteri  Kependudukan  dan 
Lingkungan  Ilidup  Emil  Salim  mengatakan  bahwa:  (1) 
kebakaran  di  Kalimantan  sudah  mulai  bcrkurang  de- 
ngan mulai  datangnya  musim  hujan;  (2)  kebakaran  di 
Kalimantan  paling  scdikit  menghanguskan  50.000 
hektar  hutan  {Media  Indonesia,  30-11-1991). 


2.  Seminar  Lingkungan  Ilidup 

Dircktur  Private  Investment  and  Trade  Opportu- 
nities (PITO)  Drs.  Bob  Widyahartono  mengatakan 
kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  29  September  1991 
bahwa:  (1)  masyarakat  Indonesia  belum  mcmpunyai 
kesadaran  yang  tinggi  mengenai  kebcrsihan  lingkung- 
an, karena  scbagian   besar  penduduk  masih  lebih 
banyak  dihadapkan  pada  masalah  upaya  peningkatan 
taraf  hidup;  (2)  para  induslrialis  tidak  pantas  mcman- 
faalkan  situasi  sekarang  ini  untuk  tenis  melakukan 
pemsakan  terhadap  lingkungan  hidup;  (3)  ASEAN 
bckerjasama  dengan  US  Business  Council  akan  me- 
nyclenggarakan  serangkaian  seminar  lingkungan  hidup 
di  berbagai  negara  anggota  ASEAN,  dan  Jakarta  akan 
mendapatkan  kesempatan  pada  tanggal  5  Nopember 
1991;   (4)  para  industrialis  sebaiknya  untuk  tidak 
mencemari  lingkungan,  meskipun  pengadaan  kebutuh- 
an  teknologinya  masih  dianggap  sebagai  beban  biaya; 
(5)  pengenaan  sanksi  terhadap  perusak  lingkungan 
tidak  dapal  diharapkan  bcrjalan  mulus  karena  berbagai 
instansi  di  Indonesia  belum  sepakat  mengenai  pen- 
cegahan kerusakan  lingkungan  hidup;  (6)  jika  salu 
instansi  menekankan  agar  pencegahan  perusak  an  ling- 
kungan hidup  diperketat,  instansi  lain  tidak  menang- 
gapi  dengan  serius;  (7)  sudah  waktunya  bagi  semua 
instansi  bersepakat  mencegah  kerusakan  lingkungan 
hidup,  karena  dunia  telah  banyak  menyorot  kerusakan 
lingkungan  hidup  di  Indonesia  {Kompas,  1-11-1991). 

V.  HUBUNGAN     ASEAN     DENGAN  MITRA 
DIALOG 

A.  HUBUNGAN  ASEAN-VIETNAM 

1 .  Keinginan  Vietnam  menjadi  anggota  ASEAN 

Keinginan  Vietnam  untuk  menjadi  anggota 
ASEAN  telah  dinyatakan  lagi  oleh  Wakil  Menlu 
Vietnam,  Vu  Khoan,  yang  mengikuti  kunjungan  PM 
Vietnam,  Vo  Van  Kiet,  ke  Indonesia  pada  tanggal 
24-27  Oktober  1991.  Ia  mengatakan  bahwa  Vietnam 
siap  bekerja  sama  dengan  negara-negara  tctangganya, 
dan  bersedia  menandatangani  Declaration  of  ASEAN 
Concord  dan  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in 
Southeast  Asia  {Kompas,  26-10-1991). 

2.  Reaksi  dan  Komentar 

Menlu  Singapura,  Wong  Kan  Seng,  mengatakan  di 
Singapura  tanggal  29  Oktober  1991  bahwa:  (1)  pada 
prinsipnya  Singapura  tidak  kebcratan  bila  Vietnam 
menjadi  anggota  ASEAN.  Kalau  ckonomi  Vietnam 
sudah  berkembang  sctaraf  dengan  ckonomi  negara- 
negara  ASEAN,  dan  kebijaksanaan  politiknya  sudah 
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sejalan  dengan  apa  yang  selama  ini  berlaku  dan 
ditcrapkan  oleh  ASEAN,  maka  tidak  ada  alasan  untuk 
tidak  mencrima  Vietnam  menjadi  anggota  ASEAN. 
Tctapi  ini  tidak  berarti  bahwa  keanggotaan  Vietnam 
dalam  ASEAN  akan  diterima  dalam  waktu  dekat. 
Paling  tidak  dibutuhkan  waktu  lebih  dari  3  tahun  bagi 
Vietnam  untuk  menata  ekonomi  dalam  negerinya;  (2) 
penandatanganan  Perselujuan  Paris  tentang  Kamboja 
tanggal  23  Oktober  1991  akan  dapat  memperbaiki  dan 
meningkatkan  huburVgan  Vietnam  dengan  negara- 
negara  dirSsra"Tenggara  (Kompas,  31-10-1991). 

Direktur  Eksekutif  CSIS  Jakarta,  Dr.  Hadi  Soesas- 
tro,  mengatakan  di  Jakarta  tanggal  9  November  1991 
bahwa:  (1)  ASEAN  secara  resmi  perlu  segera  me- 
nanggapi  keinginan  Vietnam  untuk  bergabung  dalam 
ASEAN.  Bila  tidak  dikhawatirkan  Vietnam  akan 
merasa  kehadirannya  kurang  diterima  oleh  keenam 
negara  anggota  ASEAN;  (2)  meskipun  beberapa  nega- 
ra  ASEAN  seperti  Indonesia,  Malaysia  dan  Singapura 
telah  menyambut  baik  keingianan  itu,  namun  ASEAN 
perlu  menanggapi  secara  resmi;  (3)  pada  saat  sekarang 
ini,  secara  politik  tidak  mungkin  membiarkan  Vietnam 
dan  negara-negara  Indochina  lainnya  berada  di  luar. 
Namun  secara  ekonomi,  kalau  tidak  diadakan 
pengaturan-pengaturan,  dikhawatirkan  masuknya  Viet- 
nam dalam  ASEAN  akan  menghambat  prospek  pen- 
dalaman  kerja  sama  ekonomi  ASEAN,  yang  akan  di- 
arahkan  menuju  kawasan  perdagangan  bebas  (ASEAN 
Free  Trade  Area-AFTA);  (4)  ada  tiga  alternatif  yang 
mungkin  ditempuh  ASEAN,  yaitu:  (a)  langsung  mene- 
rima  Vietnam  sebagai  anggota  ASEAN,  sama  seperti 
saat  ASEAN  menerima  Brunei  Darussalam  menjadi 
anggota  ASEAN.  Hal  ini  berarti,  Vietnam  diterima 
sebagai  negara  penandatangan  Deklarasi  Bangkok 
1967,  dengan  taruhan  mengorbankan  pendalaman  kerja 
sama  ekonomi  ASEAN.  Dengan  kata  lain  ASEAN 
mengorbankan  pendalaman  kerja  sama  ekonomi  demi 
memperluas  keanggotaan  ASEAN;  (b)  -  membentuk 
suatu  forum  baru  yang  baru  sama  sekali,  yaitu  Forum 
Asia  Tenggara,  di  mana  Vietnam  dan  negara-negara 
Indochina  yang  lain  diikutsertakan.  Negara-negara 
yang  menjadi  anggota  Forum  Asia  Tenggara  itu  adalah 
negara-negara  yang  menandatangani  Perjanjian  Persa- 
habatan  dan  Kerja  Sama  di  Asia  Tenggara  (Treaty  of 
Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia).  Jadi  yang 
dijadikan  basis  dari  Forum  Asia  Tenggara  adalah  pe- 
nandatanganan Perjanjian  Persahabatan  dan  Kerja 
Sama  di  Asia  Tenggara,  walaupun  isinya  adalah  kerja 
sama  fungsional  tentang  ekonomi  dan  pembangunan. 
Sementara  itu,  ASEAN  tctap  berjalan  terns.  Dengan 
dcmikian  Forum  Asia  Tenggara  berjalan  sciring  dan 
bersama-sama  dengan  ASEAN;  (c)  sama  seperti  alter- 
natif pertama,  yaitu  Vietnam  menandatangani  Dekla- 
rasi Bangkok  1967.  Namun  dalam  tahap  awal  Vietnam 
tidak  tcrmasuk  dalam  AFTA  yang  akan  diberlakukan 


di  enam  anggota  ASEAN  terdahulu.  Bagi  ASEAN 
tidak  mungkin  untuk  mcngajak  Vietnam  dalam  AFTA 
sejak  awal,  karcna  negara  itu  baru  saja  mcninggalkan 
sistcm  perencanaan  ekonomi  terpadu,  dan  belum  me- 
ngenal  sistem  ekonomi  pasar  seperti  yang  selama  ini 
dianut  ASEAN;  (5)  wadah  kerja  sama  antar  negara 
Asia  Tenggara  tetap  satu,  yaitu  ASEAN,  telapi  hanya 
scbagian  dari  anggota  ASEAN  yang  membentuk 
AFTA.  Apabila  Vietnam  sudah  dapat  ikut  serta,  maka 
tinggal  bergabung  dalam  AFTA,  yang  hanya  merupa- 
kan  sebagian  dari  kegialan  kerja  sama  antar  negara 
ASEAN;  (6)  apabila  alternatif  ketiga  yang  dipilih, 
maka  banyak  masalah  kerja  sama  ASEAN  akan  dapat 
diselesaikan,  seperti  dualisme  dalam  kepemimpinan 
ASEAN  atau  persaingan  antara  Menlu  dan  Menteri 
Ekonomi  ASEAN  dapat  dihindari.  Dengan  demikian, 
ASEAN  yang  besar  itu  adalah  lahannya  Menlu, 
sedangkan  AFTA  adalah  lahannya  Menteri  Ekonomi; 
(7)  ia  lebih  condong  kepada  alternatif  ketiga,  karena 
tidak  mcngecilkan  arti  kehadiran  Vietnam,  dan  seka- 
ligus  tidak  merugikan  pendalaman  kerja  sama  eko- 
nomi ASEAN;  (8)  apabila  yang  dipilih  adalah  alter- 
natif kedua,  seakan-akan  menunjukkan  bahwa  ASEAN 
tidak  very  welcome,  sehingga  akan  memperlemah 
posisi  ASEAN  (Kompas,  12-11-1991). 


B.  HUBUNGAN  ASEAN  -  ASIA-PASDFIK 

-  Pertemuan  Kerja  Sama  Ekonomi  Asia-Pasifik 

Pertemuan  Kerja  Sama  Ekonomi  Asia-Pasifik 
(APEC)  III  berlangsung  di  Seoul,  Korea  Selatan, 
tanggal  12-14  November  1991,  dihadiri  oleh  26 
Menteri  yang  mewakili  15  negara  dari  ASEAN,  AS, 
Kanada,  Selandia  Baru,  Korea  Selatan,  Jepang,  Aus- 
tralia, Cina,  Hongkong  dan  Taiwan  untuk  membahas 
masalah  liberalisasi  perdagangan  (trade  liberation), 
Putaran  Uruguay,  dan  masalah  keanggotaan  baru 
dalam  APEC. 

Presiden  Korea  Selatan,  Roh  Tae-Woo,  mengata- 
kan pada  pembukaan  sidang  bahwa:  (1)  sudah  tiba 
saatnya  bagi  APEC  untuk  membentuk  suatu  dasar 
institusional  guna  mempromosikan  perdagangan  intra- 
regional  dan  kerja  sama  ekonomi;  (2)  ia  menghimbau 
pada  kelima  bclas  negara  yang  hadir  pada  APEC  III 
untuk  mempelajari  kemungkinan  terbentuknya  suatu 
"area  perdagangan  bebas"  yang  mencakup  scluruh 
kawasan  Asia-Pasifik;  (3)  ia  mcmberikan  cmpat  saran 
alas  pcrkembangan  prinsip  dan  arah  yang  hams  di- 
capai  APEC,  yaitu:  (a)  APEC  harus  turut  membentuk 
ekonomi  dunta  di  abad  21  kc  dalam  suatu  ekonomi 
global  dengan  membcri  contoh  mclalui  rcgionalisme 
tcrbuka  di  bawah  prinsip-prinsip  perdagangan  bebas. 
APEC  tidak  boleh  menjadi  suatu  blok  perdagangan. 


DOKUMEN:  RINGKASAN  PERISTIWA  ASEAN 


91 


APEC  hams  mengembangkan  sualu  hubungan  kcrja 
sama  dcngan  kawasan  lainnya  agar  dapal  mcnccgah 
terjadinya  rcgionalisme  yang  inward-looking;  (b) 
APEC  harus  memainkan  pcran  aktif  scbagai  badan 
kerja  sama  regional  yang  mcngikutscrtakan  ASEAN 
dan  NAFTA;  (c)  APEC  agar  bcrusaha  dapal  mcnuiup 
jurang  aniara  ncgara  ekonomi  maju  dan  tcrbclakang. 
Negara  yang  ekonominya  maju  harus  mcmbcrikan 
fasilitas  akses  pasaran  pada  negara-ncgara  yang  sc- 
dang  bcrkembang,  juga  bagi  ncgara-negara  yang  sc- 
dang  menstransformasikan  ekonominya;  (d)  di  masa 
mendaiang  kawasan  Asia-Pasifik  agar  menjadi  sualu 
dacrah  pcrdagangan  bebas  (Kompas,  13-11-1991). 

Mcnlu  Ali  Alatas  mcngalakan  bahwa:  (1)  APEC 
lelah  melampaui  lahap  penjajakan  awal,  yang  dimulai 
pada  penemuan  APEC  I  di  Canberra  November  1989 
dan  dikonkrelkan  pada  pertemuan  APEC  II  di  Singa- 
pura  Juli  1990;  (2)  ASEAN  tidak  mengmginkan  APEC 
lerlalu  cepal  dilembagakan;  (3)  APEC  diadakan  pada 
saal  putaran  Uruguay   menghadapi   masalah  kritis, 
sebab  tahun  1991  ini  putaran  terscbut  harus  sclesai; 
(4)  ASEAN  tidak  mau  tenggelam  dalam  APEC;  (5) 
kawasaan  Asia-Pasifik  masih  memperlihatkan  rasa  ke- 
pentingan  bersama  yang  terbatas.  Kemajuan  yang  ada 
masih  terbatas  pada  fungsi  kerja  sama  bilateral,  kerja 
sama  antara  kelompok  sub-regional  dan  satu  negara; 
(6)  sebagai  kelompok,  APEC  masih  berada  pada 
tahap-tahap  awal  mengembangkan  kebiasaan-kebiasa- 
an  saling  konsultasi,  kerja  sama  satu  sama  lain,  dan 
saling   mengenal.   Proses   yang  juga  dialami  pada 
sepuluh  tahun  pertama  ASEAN;  (7)  kawasan  Asia- 
Pasifik  jauh  lebih  rumit  jika  dibandingkan  dengan 
ASEAN.  Di  sana  juga  terdapat  sumber-sumbcr  kon- 
flik,  pcrmusuhan  dan  persaingan.  Kawasan  ini  di- 
wamai  oleh   ban  yak  perbedaan,  tidak  saja  dalam 
kebudayaan  tetapi  juga  dalam  kecepatan  perkembang- 
an  ekonomi.  Sehingga  kepentingan  masing-masing 
pun  akan  berbeda;  (8)  diperlukan  kesabaran,  kete- 
guhan  dan  visi  yang  jelas  bagi  APEC;  (9)  meskipun 
untuk  mencapai  dacrah  pcrdagangan  bebas  memcrlu- 
kan  waktu  yang  cukup  lama,  namun  pasaran  yang 
lebih  tcrbuka  dan  lebih  bebas  akan  dapat  dicapai  di 
Asia-Pasifik  {Kompas,  14-12-1991);  (10)  pada  akhir 
tahun  1991  Putaran  Uruguay  mendekati  lahap  kritis. 
ASEAN  mencrima  APEC  scbagai  kendaraan  untuk 
kerja  sama  yang  lebih  Iuas  demi  mcmpcrtahankan 
kemajuan  (Kompas,  15-11-1991). 

Mcntcri  Pcrdagangan,  Arifin  Sircgar,  mcngalakan 
bahwa:  (1)  saling  kctcrgantungan  di  antara  ncgara- 
negara  ASEAN  masih  sangal  rendah  dan  scmua  ne- 
gara yang  bcrsangkutan  harus  mcnyctujui  sualu 
kcrangka  kcrja  GATT;  (2)  kctidak  hadiran  Mcntori 
Luar  Negeri  dan  Mcnteri  Pcrdagangan  Malaysia  dalam 
pertemuan  itu,  menandakan  bahwa  Malaysia  mcrasa 


tcrsinggung  atas  sikap  AS  yang  tidak  sctuju  pada 
konscp  Kaukus  Ekonomi  Asia  Timur  (EAEC).  Malay- 
sia tcrsinggung  alas  sural  Mcnlu  James  Baker  yang 
dikirimkan  kepada  Jcpang,  yang  mcnyarankan  agar 
Jcpang  tidak  pcrlu  bcrpartisipasi  dalam  RAEC.  Scba- 
gai akibatnya,  pada  langgal  10  November  1991,  Mcnlu 
Jcpang.  Michio  Watanabc,  mcnyatakan  bahwa  Jcpang 
lidak  akan  bcrpartisipasi  dalam  pertemuan  yang  tidak 
mcngikut  scrtakan  AS;  (3)  Indonesia  dapal  mcmahami 
posisi  Malaysia  scbab  Malaysia  mclihat  kepentingan- 
kcpcnlingan  AS,  Kanada  dan  dan  ncgara-negara  lain- 
nya sangat  bcrlainan  dcngan  ncgara-negara  ASEAN. 
Oleh  karena  itu  Malaysia  mcnyarankan  sualu  kcrja 
sama  ekstra  (extra  cooperation),  bukan  kcrja  sama 
intra  (intra  cooperation);   (4)   EAEC  bukan  suatu 
pnorilas  utama  dalam  agenda  pertemuan  APEC  di 
Seoul  ini,  mclainkan  arah  APEC  di  masa  mendatang; 
(5)   kerja  sama  pcrdagangan   intra  ASEAN  masih 
sangat  tcrbclakang.  Kita  lidak  bisa  bcgiiu  saja  mcm- 
buka  pasaran  kita  pada  dunia  luar  kalau  ncgara-negara 
lainnya  juga  tidak  ikul  membuka  pasaran  mcrcka;  (6) 
perbedaan  di  antara  ncgara-negara  ASEAN  dalam 
kemajuan  ekonomi  akan  mencntukan  sikap  ncgara 
lersebut  pada  APEC  dan  libcralisasi  pcrdagangan, 
misalnya  Singapura,  dcngan  sendirinya  akan  cendc- 
rung  unluk  mcmihak  ncgara-negara  APEC  yang  maju 
sepcrti  AS  dan  Jepang.  Scmentara  itu  banyak  ncgara 
di  Asia-Pasifik  yang  masih  belum  menurunkan  tarif, 
sepcrti   Korea  dan  Jepang  dalam   beberapa  sektor 
pertaniannya  (Kompas,   14-11-1991);   (7)  kemajuan 
APEC  III  ini  dapat  dilihat  dari  lujuh  proyek,  yakni 
data  pcrdagangan  dan  investasi,  promosi  pcrdagangan, 
pengembangan  investasi  dan  alih  teknologi,  pengem- 
bangan  sumber  daya  manusia,  kerja  sama  encrgi, 
usaha  bersama  memelihara  sumber  daya  laut,  serta 
proyek  kerja  sama  telekomunikasi  yang  selesai  di- 
bahas  dan  tiga  lagi  yakni  perikanan,  transpor  dan 
turisme  yang  akan  dimulai  (Kompas,  15-11-1991). 

Pada  jumpa  pers  seusai  sidang,  Menlu  AS,  James 
Baker,  mcngalakan  bahwa  AS  tidak  setuju  dcngan 
pembentukan  sub-group  (EAEC)  yang  akan  mclcmah- 
kan  APEC.  Tetapi  seandainya  sub-group  terscbut 
menguatkan  APEC  sepcrti  NAI-TA  (North  American 
Free  Trade  Area)  yang  konsisten  dengan  GATr  maka 
masalahnya  akan  menjadi  lain.  Suatu  badan  konsultalif 
yang  scngaja  mcnarik  garis  dan  mcmbagi  Pasifik 
bukan  mcrupakan  suatu  badan  yang  mendukung  ada- 
nya  kcrja  sama. 

Pcndapat  Mcnlu  James  Baker  itu  ditcntang  oleh 
Wakil  Mcntcri  Kchakiman  Malaysia,  Sycd  Hamid  bin 
Sycd  Jaafar  Albar,  yang  mcngalakan  bahwa  EAEC 
bukan  mcrupakan  suatu  forum  kebijakan  dan  EAEC 
tidak  inkonsistcn  dcngan  GATT  dan  APEC.  EAEC 
hanya  mcrupakan  forum  dialog. 


92 


ANALISIS  CSIS,  1992-1 


Sidang  APEC  III  njenghasilkan  Deklarasi  Seoul, 
dan  Deklarasi  Putaran  Uruguay  {Uruguay  Round) 
yang  didukung  pernyataan  bersama  oleh  26  menteri 
dari  1 5  negara. 

Isi  Deklarasi  Seoul  yang  sebenamya  telah  disetujui 
pada  tanggal  29  Agustus  1991  itu  menyetujui  perlunya 
konsolidasi,  namun  semua  anggota  lidak  menghendaki 
konsolidasi  yang  berarti  pelembagaan.  Deklarasi  ini 
tidak  mengikat  para  parlisipan  secara  hukum  dan  tidak 
akan  ditandatangani  oleh  15  negara  anggotanya,  tetapi 
merupakan  suatu  gentlemens  agreement  (kesepakatan 
tak  tertulis).  Deklarasi  yang  tidak  ditandatangani  me- 
rupakan konsensus  yang  dapat  diterima  semua  parti- 
sipan,  baik  yang  menginginkan  pelembagaan  atau 
tidak.  Deklarasi  itu  berisi  tujuh  .butir,  yaitu:  (1)  APEC 
bertujuan  mempertahankan  pertumbuhan  serta  pemba- 
ngunan.  Hal  ini  hanya  akan  dicapai  melalui  penguatan 
perdagangan  terbuka  multilateral  dan  penurunan  ham- 
bat  an  perdagangan  yang  menghalangi  arus  perdagang- 
an; (2)  perlunya  memberikan  ruang  lingkup  kegiatan 
APEC.  Ditekankan  yang  menjadi  landasan  kegiatan 
adalah  kepentingan  bersama  yang  akan  menghasilkan 
keuntungan  bagi  semua,  yang  mencakup  pertukaran 
informasi,  konsultasi  kebijakan,  dan  pengembangan 
strategi  untuk  mengurangi  hambatan-hambatan;  (3) 
para  anggota  APEC  perlu  saling  memahami  kepen- 
tingan serta  kebijakan  para  parti  sip  an  lainnya.  Untuk 
ini  akan  dikembangkan  program  kerja  sama  ekonomi; 
(4)  cara  kerja  APEC  berdasarkan  konsensus  bersama 
melalui  dialog  terbuka.  Ini  memperhitungkan  tahap- 
tahap  perkembangan  ekonomi  yang  berbeda  dari  para 
partisipan.  Butir  ini  mengakui  sumbangan  sektor  swas- 
ta;  (5)  syarat-syarat  partisipan  baru.  Syarat  utama 
adalah  partisipan  harus  mempunyai  hubungan  ekonomi 
yang  kuat  dengan  kawasan  AsiaTPasifik.  Keputusan 
untuk  menerima  anggota  baru  akan  berdasarkan 
konsensus;  (6)  masalah  organisasi  APEC.  Ditetapkan 
pertemuan  tahunan  menteri  untuk  menentukan  arah 
dan  sifat  APEC.  Negara  yang  menjadi  tuan  rumah 
akan  menjadi  pimpinan  pertemuan  itu  juga.  Program 
kerja  yang  ditentukan  pada  rapat  menteri  merupakan 
tanggung  jawab  para  pejabat  tinggi  yang  akan  dibahas 
pada  SOM;  (7)  masa  depan  APEC,  yang  menekankan 
fleksibilitas  {Kompas,  15-11-1991). 

Deklarasi  Putaran  Uruguay  berisi:  (1)  APEC  III 
membicarakan  prioritas  pertama  agenda  APEC,  yakni 
status  Putaran  Uruguay  dari  perundingan  perdagangan 
multilateral;  (2)  masalah  Putaran  Uruguay  merupakan 
masalah  ekonomi  yang  kritis  yang  sedang  dihadapi 
oleh  masyarakat  internasional;  (3)  pentingnya  suatu 
sistem  perdagangan  multilateral  yang  terbuka  dan 
kuat;  (4)  penyelesaian  Putaran  Uruguay  penting  bagi 
pertumbuhan  perdagangan  dunia,  memperlamban  tc- 
kanan-tekanan  proteksionisme,  menanam  kepercayaan 


di  dalam  pasaran  dan  untuk  mendukung  kesinam- 
bungan  reformasi  ekonomi;  (5)  APEC  menyambut 
tanda-tanda  perkembangan  di  daerah-daerah  penting 
dari  negosiasi  dan  meminta  agar  kemajuan  di  bidang 
pertanian,  tekstil  dan  sepatu,  pelayanan,  akses  pasaran, 
pembuatan  peraturan  dan  hak  milik  intelektual  dite- 
ruskan;  (6)  suatu  Putaran  Uruguay  yang  sukses  harus 
mengikutsertakan  liberalisasi  perdagangan  {trade  libe- 
ration) barang-barang  dan  pelayanan;  (7)  mengambil 
keputusan  politis  agar  Putaran  Uruguay  akhir  tahun 
1991  berhasil  {Kompas,  15-11-1991). 

Dalam  seminar  dengan  judul  "Tantangan  Bagi 
Kerja  Sama  Ekonomi  Pasifik"  yang  diselenggarakan 
oleh  Centre  for  Strategic  and  International  Studies 
(CSIS)  di  Jakarta,  tanggal  8  November  1991,  Dr. 
Andrew  Elek  mengatakan  bahwa:  (1)  banyak  tantang- 
an bagi  pembentukan  APEC,  sementara  perbedaan 
besar  terjadi  pada  kondisi  ekonomi  masing-masing 
negara  peserta  akan  membatasi  efektivitas  APEC  pada 
tahun-tahun  awal;  (2)  perkembangan  dan  perubahan 
perekonomian  dunia  saat  ini  merupakan  momentum 
yang  tepat  untuk  lebih  mengefektifkan  fungsi  APEC 
baik  melalui  inslitusionalisasi  maupun  pembentukan 
struktur  yang  lebih  nyata;  (3)  proses  menuju  insti- 
tusionalisasi  perlu  dilakukan  secara  bertahap  dan 
dimulai  dengan  pembenahan  struktur  APEC  itu  sen- 
diri;  (4)  berbagai  liberalisasi  kini  terjadi  di  berbagai 
negara  anggota  APEC,  yang  menyebabkan  kawasan 
ini  semakin  terintegrasi  dengan  sistem  perekonomian 
dunia;  (5)  meskipun  secara  politis  sulit,  anggota  APEC 
hendaknya  meningkatkan  konsultasi  bilateral  dan 
saling  mempercayai  untuk  saling  memberikan  infor- 
masi guna  lebih  mengefektifkan  APEC;  (6)  perlu 
adanya  konsistensi  kebijakan  ekonomi  di  setiap  negara 
dan  dibarengi  harmonisasi  dalam  berbagai  ketentuan, 
seperti  ekspor-impOr  dan  kepabeanan;  (7)  model  kerja 
sama  ekonomi  Eropa  yang  menuju  pasar  tunggal  tidak 
sesuai  dengan  kondisi  Asia-Pasifik;  (8)  perbedaan  di 
antara  anggota  APEC  sangat  besar,  misalnya  tingkat 
kemakmuran  yang  sangat  berbeda.  Hal  ini  merupakan 
salah  satu  penghalang  bagi  dilakukannya  kerja  sama 
ekonomi  di  Asia-Pasifik;  (9)  EFTA  (European  Free 
Trade  Area)  yang  merupakan  forum  konsultasi  antara 
pejabat  tinggi  yang  membicarakan  masalah  ekonomi 
yang  aktual  dapat  dicontoh  oleh  APEC  {Suara  Pern- 
baruan,  9-11-1991). 

VI.  USAHA  ASEAN  MEMBANTU  PENYELE- 
SAIAN KONFLIK  KAMBOJA 

-  PERTEMUAN  SNC 

Pertemuan  Supreme  National  Council  (SNC)  dan 
wakil-wakil  kelima  anggota  tetap  DK-PBB  bcrlang- 
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sung  di  Pattaya,  Muangthai  tanggal  3-5  Dcsembcr 
1991. 

Presiden  Khmer  Merah,  Khicu  Samphan,  mcngata- 
kan  bahwa:  (1)  ia  menginginkan  pasukan  PBB  yang 
ada  di  Kamboja  bukan  hanya  untuk  keselamatan 
dirinya  tetapi  juga  untuk  menciplakan  netralitas  politik 
di  negaranya;  (2)  PBB  hams  menciptakan  suasana 
politik  yang  netral. 

Utusan  Ketua  Bersama  Konferensi  Perdamaian 
Paris  tentang  Kamboja,  Jean-David  Levitte,  mengata- 
kan  bahwa  pertemuan  SNC  baru  dapat  dilaksanakan 
setelah  pihak  PBB  mengatakan  kepada  Norodom 
Sihanouk  agar  proses  perdamaian  Kamboja  segera 
kembali  ke  jalumya  dan  SNC  segera  bekerja  di  Phnom 
Penh  {Kompas,  4-12-1991). 

Presiden  Dewan  Nasional  Tertinggi  Kamboja 
(SNC),  Norodom  Sihanouk,  mengatakan  bahwa:  (1) 
rencana  untuk  suatu  koalisi  antara  pendukungnya  dan 
pemerintah  Negara  Kamboja  (SOC)  dibatalkan;  (2)  ia 
hanya  percaya  50  persen  kepada  PM  SOC  Hun  Sen; 
(3)  secara  definitif  rencana  untuk  membentuk  peme- 


rintahan  koalisi  sudah  dibatalkan;  (4)  rencana  pembcn- 
tukan  pemerintahan  koalisi  ini  lidak  hanya  ditentang 
olch  kelompok  gcrilya  lainnya  (Khmer  Merah  dan 
KPNLF),  tetapi  juga  dari  ncgara-ncgara  asing,  misal- 
nya  RRC;  (5)  pihak  Khmer  Merah  dan  Son  Sann  tclah 
memveto  untuk  membatalkan  rencananya  bcrkunjung 
ke  Vietnam  pertengahan  bulan  Desember  1991  ini, 
namun  ia  tetap  akan  pcrgi  ke  Vietnam  pada  awal 
tahun  1992;  (6)  secretariat  SNC  akan  mulai  bekerja  di 
Kamboja,  dan  beberapa  pejabat  misi  pendahuluan  dari 
PBB  di  Kamboja  akan  ditempatkan  pada  sekretariat 
ini.  Dengan  demikian  k  earn  an  an  Khmer  Merah  akan 
terjamin;  (7)  AS  tidak  mempunyai  peranan  untuk 
menentukan  nasib  Khmer  Merah,  dan  ia  mcnghimbau 
kepada  AS  untuk  tidak  mencampuri  urusan  Kamboja; 
(8)  SNC  tidak  dapat  menjadi  satelit  atau  budak  dari 
Konggres  AS  {Kompas,  6-12-1991). 

Kecmpat  faksi  Kamboja  menyetujui  langkah-lang- 
kah  keamanan  baru  yang  memungkinkan  para  pemim- 
pin  Khmer  Merah  kembali  ke  Phnom  Penh  untuk  me- 
lanjutkan  penerapan  perjanjian  perdamaian  Kamboja, 
yang  tcrganggu  akibat  serangan  massa  terhadap  para 
pemimpin  Khmer  Merah  pada  tanggal  27  November 
1991  {Antara,  4-12-1991). 
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